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Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk 

mama yang selalu memberikan semangat, 

dukungan dan cintanya yang tak 

berkesudahan serta atas segala kesabaran 

dan pengorbanan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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To dream anything that you want to dream, 

that is the beauty of the human mind. 

To do anything that you want to do, 

that is the strength of human will. 

To trust your self, to test your limits, 

That is the courage to suceed ! 
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My Prayer 

I asked God for strength that I might achic\'e, 
I was made weak to humbly obey. 

I asked God for health that I might do greater things, 
I was given infirmity that I might do better things. 

I asked God for riches that lllli&ht be happy, 
I was given poverty that I might be wise. 

I asked God for power that I might have the praise of men, 
I was given weakness that I might feel the need of God. 

I asked God for all things that I might enjoy life, 
I was given life that I might enjoy all things. 

I got nothing that I asked for, but e\'erything I had hoped for 
Almost dcspbscd myself my unspoken prayers were answered. 

I am among all men, most richly blessed ..••.. 
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Bab I 

PENDAHULUAN 

t. Latar BelaXang : Permasalahan dan rumusan permasalahan. 

Dalam menunjang cita-cita kemandirian dalam pembiayaan bemegara serta 

dalam rangka melepaskan keterikatan Negara Republik Indonesia dari utang luar 

negeri yang semakin menumpuk, pemerintah secara berkesinambungan 

meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai sektor dalam hal ini adalah 

pada sektor perpajakan. Perpajakan merupakan laban yang strategis bagi upaya 

pembiayaan terhadap negara baik ditujukan bagi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) melalui pemungutan pajak. 

Kebijaksanaan pemungutan pajak meskipun di satu sisi memberikan manfaat 

berupa pemasukan dalam penerimaan negara namun hal tersebut tidaklah terlepas 

dari penekanan fungsi budgeter dan fungsi reguler dari pajak. Seperti yang kita 

ketahui, keberadaan pajak merupakan sektor yang penting dalam menopang 

perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, pajak bersinggungan secara langsung 

dengan kehidupan rakyat yang menanggung beban pajak melalui mekanisme 

pemungutan pajak. Pajak bertumpu pada dua dimensi secara sekaligus yaitu 

dimensi kepentingan umum dan dimensi kepentingan individu. Disini diharapkan 

fun!,JSi budgeter dari pajak dapat tercapai secara maksimal dan kontinu dengan 

tetap memperhatikan hak-hak individual dari rakyat. 
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Rochmat Soemitro menjelaskan metleenai definisi pajak dalam bukunya yang 

berjudul. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) sebagai 

berikut : "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan · undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi ), yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. ''1• Jadi disini pajak diartikan sebagai suatu keW<\iiban dari rakyat kepada 

pemerintah yang dipaksakan oleh undang-undang tanpa adanya sesuatu ( imbal 

batik) yang diberikan oleh pemerintah. Pajak dapat dikatakan pula sebagai 

kewajiban searah dari warganegara kepada pemerintah yang dikukuhkan dalam 

figur hukum yaitu hukutn perpajakan. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak adalah :2 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak: tidak: dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pub/ ic 

investment. 

1WaJuyo dan Wirawan B. fiyas, Perpajakan /ndm~esia, Edisi Pertama., Salemba Em~ Jakarta, 

2002, h. 5. 

1 /hid, h.6. 
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5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

Pajak mengalami. perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun 

baik untuk pajak yang dipungut di wilayah pusat maupun pajak yang dipungut di 

daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pembaharuan yang dilakukan di 

bidang aturan hukumnya. Perubahan konstruksi hukum dalam peraturan 

perpajakan adalah untuk melengkapi peraturan perpajakan yang telab. aQa 

sebelumnya sesuai dengan tujuan dari reformasi pajak (tax refonn) itu sendiri. 

Tujuan utama dari pembaharuan perpajakan menurut Menteri Keuangan Republik 

Indonesia, Bapak Radius Prawiro adalah : "untuk lebih menegakkan kemandirian 

kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menga.rahkan 

segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara 

meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari. sumber-sumber di luar 

min yak bumi dan gas alam." . 3 

Dengan adanya pemyataan demikian maka pos-pos penerimaan negara dapat 

ditambah dari sektor yang berbeda. 

Pajak yang wilayah pemungutannya dilakukan di pusat telah terlebih dahulu 

mengalami perkembangan, dapat dicennati dari perubahan yang dilakukan dalam 

konstruksi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dengan adanya 

tax reform ( refonnasi perpajakan ). Perubahan tersebut dilakukan terhadap 

Undang-Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan lfmum dan Tata 

Cara Perpajakan) Undang-Undang Nomor 7 tahun 19R3 tentang Pajak 

J Rochmat Soemitro, Pe11gantar SingkaJ Hukum Pajak, Cet U, PT Eresco, Bandung, 1992, h.28. 
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Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas barang m.ewah, Undang-Undang 

Nornor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak Penghasilan 

dengan Surat Paksa. Beberapa Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang 

Nomor 18 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, 

Undang-Undang N·omor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. 

Sedangkan pada pajak yang wilayah pemungutannya dilakukan di daerah 

dirasa mengalami keterlambatan mengenai perubahan aturan hukumnya. Pajak 

dan retribusi daerah mulai menunjukkan eksistensinya semenjak diubahnya 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 

2000. Hal ini dinilai tidak adil dikarena~an keberadaan pajak daerah juga 

mempunyai posisi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pajak pusat, 

pajak yang dipungut di masing-masing daerah akan memiliki andil dalam 

menambah Pendapatan Asl i Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahannya sehari-hari selain itu pajak daerah juga 

menyumbangkan kontribusi bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan 
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dalam jangkauan yang lebih 1uas. 

Dibentuknya Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah membawa 

nuansa baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebuah paradigma 

baru telah membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Hal ini membawa konsekuensi pula bagi perubahan di sektor perpajakan 

karena dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pajak dan retribusi daerah ). 

Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki predikat metropolis selain 

kota Jakarta, seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota 

menyebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan berbagai hal dan salah 

satu diantaranya adalah kebutuhan akan hiburan. Perkembangan yang ada bukan 

hanya menyentuh sektor perdagangan dan industri saja melainkan bidang biburan 

juga berkembang dengan pesat, melihat animo masyarakat kota yang semakin 

meningkat akan kebutuhan hiburan menyebabkan semakin banyak dijumpainya 

tempat-tempat hiburan seperti diskotik, klab malam, bioskop, pertunjukan musik 

atau kesenian yang di.tawarkan. Semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang 

dibuka menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya melihat bahwa hiburan 

merupakan tah.an yang potensial bagi pendapatan asli daerah yaitu melatui 

pengenaan pajak hiburan. Inilah yang metatarbe\akangi dari terbentuknya 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. 

Dalam kenyataannya di lapangan mengenai pengaturan pajak hiburan masih 

jauh dari apa yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah terutama mengenai 
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permasalahan Pajak Hiburan. Initah yang akan diteliti yakni adanya kesenjangan 

antara sesuatu yang dicita-citakan dengan yang dituangkan dalam Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan dengan 

penerapan dan penegakannya di masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemungutari pajak hiburan di kota Sw-abaya sudah. sesuai dengan 

prosedur yang berlaku ? 

2. Apakah ada sotusi untuk memecahkan bamba.tan yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kota Surabaya dalam pemungutan pajak hiburan ( sesuai 

dengan prosedur yang berlaku) ? 

2. Penjelasan Judul. 

Judul pada skripsi ini adatah "Pajak ffibtu·•~. ~~gai Sala.,h Satu Somber 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya" makna dan pengertian dari judul 

tersebut akan dijelaskan pada bab ini sehingga nantinya akan menghasilkan 

sebuah kesatuan pengertian pada pembahasan pada bab-bab berikutnya. 

Pengertian Hukum Pajak menurut R Santoso Brotodihardjo, S.H ( 1997 : 0 l ), 

adalah '' Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali 

kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari 

hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan 
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orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak 

(selanjutnya sering disebut wajib pajak)." 

Pajak hiburan yang selanjutnya disebut paja~ adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. 4 

Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan I 

atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati 

oleb setiap orang dengan dipungut bayar~ tidak termasuk penggunaan fasilitas 

untuk berolahraga. 5 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6 

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran. 7 

Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas 

tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak.8 

Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran.9 

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan 

atau menikmati hiburan. 10 

4 Peraturan Daerah Kota Su.rabaya Nomor 9 tahun 2002 tentang pajak hiburan. 
' Ibid pasaJ 1 angka 7. 
6 Penjelasan pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun I 999 tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 
7 Ibid pasal 1 angka 11. 
H Ibid pasall angka 13. 
9 Ibid pasal 2 ayat 2. 
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Wajib pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. 11 

3. Alasan Pemilihan Judul. 

Dari sekian banyak pajak yang dikenakan oleh dae~ pajak hiburan lebih 

menarik untuk diteliti dikarenakan Surabaya sebagai kota metropolis kedua 

setelah Jakarta diperkirakan untuk tahun mendatang mengalami. perkembangan 

yang cukup pesat dalam bidang hiburan, dimana dengan semakin banyak 

dibukanya tempat hiburan akan menambah income dari Pemerintah Kota 

Surabaya melalui pengenaan pajak hiburan. Sesuai dengan judul yang dipilih, 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan 

memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam pengenaan pajak hiburan 

dimana dalam kenyataan di lapangan pemungutan pajak hiburan tidak.Lah terlepas 

dari permasalahan cara pemungutanjuga hambatan-hambatan.yang menyertai. 

Skripsi ini juga membahas mengenai. keberadaan pajak dalam memberikan 

pengayoman berupa keadilan bagi wajib pajak yang pengenaan pajaknya tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

4. Tujuan dan manfaat penulisan. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

10 Ibid pasal 3 ayat 1. 
11 /hid pasaJ 3 ayat 2. 
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Tujuan umum : 

M.elengkapi salah satu tugas yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

Tujuan Kh.usus : 

a) Mengetahui mekanisme pengenaan pajak hiburan dan hambatan-bambatan 

yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya baik itu hambatan substansi 

maupun hambatan operasional dalam rangka pel.aksanaan pemungutan pajak 

hiburan. 

b) Memperkaya dan menambah wawasan tentang pajak hiburan guna 

penyempurnaan dan pengoptimalan kinerja serta peranan dari Pemerintah 

Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada 

khususnya dan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya. 

c) Bagi kalangan akademisi hukum terutama bagi mereka yang bergerak di 

bidang perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan dalam bidang pajak khususnya mengenai pajak hiburan di Kota 

Surabaya. 

5. Metod.e. 

1. Pendekatan masalah 

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 

dengan pendekatan empiris yaitu untuk mengetahui sejauh mana aturan-aturan 

hukum dapat berfungsi sebagai pengendali sosial dan menyelesaikan masalah-
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masalah yang berkaitan dengan pajak hiburan di lapangan. Skripsi ini 

membandingkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. 

2. Sumber hukum 

a) Sumber hukum primer. 

Penulisan skripsi ini dengan melakukan pendekatan dari peraturan perunda.ng­

undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang 

Pajak Hiburan dan peraturan pelaksana yang terkait dengan pemungutan pajak 

hiburan di Kota Surabaya. Selain itu dilakukan pengambilan data yang bersumber 

dari aparatur atau pelaksana pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya melalui 

wawancara langsung dengan fiscus (petugas pajak). 

b) Sumber hukum sekunder. 

Dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang berhubungan 

dengan pennasalahan pajak daerah, artikel yang berhubungan dengan kedua 

masalab tersebu~ kor~ skripsi yang berkaitan dengan materi pembabasan 

maupun disertasi ilmiah di bidang perpajakan. Selain itu dilakukan browsing 

(penelusuran) melalui internet pada situs-situs tertentu mengenai perpa.jakan dan 

juga dilakukan wawancara terhadap petugas pajak (fiscus) di Dinas Pendapatan 

Kota serta petugas pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) wilayah 

Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat. 

3. Prosedur Pengumpulan dan pengo laban sumber bahan hulrum. 

Dalam pencarian data yang dibutuhkan dan cara pengolahan data-data yang 
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Pencarian data yang telah berhasil dikumpulkan melalui buku-buku, literatur 

yang berkaitan dengan pokok bahasan, peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan sebagai data pemecahannya 

b) Sumber hukurn sekunder. 

Wawancara dengan petuga.s pajak (fiscus) pada Dinas Pendapatan Kota di 

Kotamadya Surabaya serta wawancara dengan petugas pajak di dua wilayab 

pemungutan pajak. hiburan yaitu cabang Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat. 

Penelitian ini dilengkapi pula dengan tehnik penjelajahan situs-situs tertentu di 

Internet yang membahas atau memuat artikel tentang pajak hiburan beserta 

perkembangannya. 

c) Analisa sumber hukum. 

U ntuk menganalisa data yang telah diperole~ baik dari studi di lapangan 

maupun studi kepustakaan, dilakukan atas data yang ada. Penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif sebagai aoalisa data yaitu mengumpulkan data yang 

ada atau fakta yang ada baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan 

yang kemudian dianalisa dan dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku kemudian baru ditarik kesimpulan sehingga 

data-data yang ada nantinya akan menambah kevalidan bahan hukum. 
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6. Pertanggungjawaban sistematika penulisan. 

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari permasalahan, l.atar 

belakang, dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, 

maksud dan tujuan penulisan, rnetodologi serta pertanggung jawaban sistematika 

penulisan. Pendahuluan perlu diletakkan pada bah I karena perlu diketahui oleh 

pembaca apa sebenamya latar belakaog penulis memilih masalah dan judul 

tersebut sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai apakah 

sebenarnya yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya 

Pendahuluan ini juga bertujuan agar pembaca dapat mengetahui mengenai istilah­

istilah yang akan digunakan dalam pembahasan supaya tidak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. 

BAB II berisi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, ketentuan 

umum pengenaan dan pemungutan pajak daerah, prosedur pemungutan pajak 

bib~ teknis perhitungan pemungutan pajak hiburan, target realisasi pajak 

hiburan di Daerah Tingkat II Kota Surabaya. 

BAB III berisi mengenai hambatan-hambata.n yang dihadapi oleh Pemerintah 

Kota Daerah Tingkat U Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya beserta upaya 

untuk mengatasi.nya. 

BAB IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran diletakkan 

pada akhir penulisan karena merupakan penyelesaian dari permasalahan yang ada, 

yang pada akhirnya mengarah pada saran sebagai jalan keluar dari permasalahan 

yang ditul is. 
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PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HrBURAN 

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar tentang 

pengaturan hubungan an tara pusat. dengan daerah hal ini diantaranya tercermin 

dalam hubungan keuangan antara pusat dengan daerah ataupun administrasi 

pemerintahan, hal inilah yang dikenal dengan otonomi daerah. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. 

Dalam undang-undang ini disebutk:an bahwa pengembangan otonomi pada daerah 

kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 12 

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih 

rendah, baik dalam bentuk satuan tentorial maupun fungsional. Satuan-satuan 

tl Mardiasmo. Otonomi da11 MmKijemell KetKDrgan Daerah. Edisi I. Andi. Yogyakarta.. 2002. h.8. 

13 
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pemerintaban yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus 

sendiri sebagian urusan pemerintahan. 13 

Kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan betapa luasnya 

wewenang yang diberik.an kepada daerah, karena pasal 7 tersebut menggunakan 

teori tesidu (sisa)~ yaitu :14 

(I) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 

pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang 

lain~ 

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 

kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan 

nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi 

negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan 

swnber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi 

tinggi yang strategis, konservasi dan standartdisasi nasional. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

menjelaskan mengenai Kewenangan provinsi sebagai Daera.h Otonom yang 

meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten 

dan Kota, serta kewenangan bidang tertentu lainnya yang kemudian dijelaskan 

\3 Pbilipus M. Hadjo~ et. al., Pengantar Huhlm Administrosi, Gajah Mamt University Press. Cet 
IV. l 995. h. 1l 2 
t.c Lilik Pudjiastuti. Kewenangwt Pelayanan Perizlnan dJ Pemerintah Kola Surabaya dengan 
Diberlakulcannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yuridika volume 18 No 6. 2003. h.56t. 
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dalam penjelasan pasal 9 ayat 1. Yang dimaksud dengan kewenangan bidang 

pemerintahan tertentu lainnya adalah : 

a. Perencanaan dan pengendahan pembangunan regional secara makro~ 

b. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan 

penelitian yang mencakup wilayah provinsi. 

c. Pengelolaan pelabuhan regional. 

d. Pengendalian lingkungan rudup~ 

e. Promosi dagang dan budaya/pariwisata; 

( ·Penanganan penyalcit menular dan hama tanaman; dan 

g. Perencanaan tata ruang provinsi. 

Pada pasaJ 9 ayat 2 menjelaskan bah\W kewenangan yang dimiliki oleh 

provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi juga kewenangan yang betum 

dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota namun tentu saja hal 

tersebut harus didahului oleh pemyataan dari Daerah Kabupaten atau Daerah Kota 

yang bersangkutan. 

Kewenangan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dijelaskan pada pasal. 

ll ayat l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatak:an bahwa 

Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota mencakup kewenangan yang diatur 

datam pasal 9 dan yang dikecualikan datam pasal 7. Penjelasan pasal tersebut 

menjelaskan bahwa kewenangan pada dasarnya sudah berada pada Daerah 

Kabupaten atau Kota dengan diberlakukannya Undang--Undang tentang 

Pemerintah Daerah lcarena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan 
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secara aktif, tetapidilakukan melatui pengakuan oleh pemerintah. 

Sedangkan pada ayat 2 diatur mengenai bidang pemerintahan yang wajib 

dilaksanakan oleh Daerah .Kabupaten dan Daerah Kota yang meliputi pekerjaan 

umum~ pendidikan dan kebuday~ pertanian perhubungan~ indUstri dan 

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, perta.nahan, koperasi dan 

tenaga kerja. Penjelasan ayat 2 menjabarkan mengenai hal tersebut sebagai 

berikut ini : 

''Tanpa mengurangi arti pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan 
otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan 
pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib 
melalcsanakan kewenangan dalam bidang pemerintaban tertentu menurut pasal 
ini, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. 
Kewenangan yang wajib dilaksanakan oJeb Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 
tidak dapat dialihkan ke Daerah Provinsi. 
K.husus kewenangan daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara 
lain, pemadam kebakaran, kebersih~ pertamanan, dan tata kota." 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintah daerah 

mengatur hal sebagai berikut : 

(I) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu. dalam 
rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah. 

(2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan otonomi daerah tersebut membawa konsekuensi bahwa daerah 

mempunyai keletuasaan yang cukup tinggi serta adanya diskresi penuh dalam 

pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan guna mendukung pelaksanaan 

pembangunan di daerah masing-masing. Perubahan tersebut mengarahkan agar 
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masing-masing daerah mulai menyadari dan menggali potensi-potensi yang 

terkandung dalam wilayah masing-masing untuk kemudian dimanfaatkan bagi 

pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kebijakan yang terkandung 

dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidaklah semat.a-mata untuk 

menambah income bagi Pendapatan Asli Daerah saja melainkan juga ditujukan 

sebagai mesin penggerak bagi perekonomian daerah yang harus sinergis dengan 

daerah lainnya untuk mewujudkan pemerataan perekooomian yang berkeadilan. 

Dasar hukum dari pengaturan mengenai pendapatan daerah dimuat dalam 

pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Sumber 

Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a) Pendapatan asli dae~ yaitu : 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daemh 

yang dipisahkan, dan 

4. Lain-i.ain pendapatan asli daerah yang sah. 

b) Dana perimbangan 

c) Pinjaman daerah 

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta 

yang nyata dari masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 

Pajak dan Retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat 
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penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Oleh karena itu penggalakan dari pemerintah untuk menggali dan mencari 

potensi dari masing-masing daerah adalah upaya yang signifikan dalam 

peningkatan dari. penerimaan Pendapat.an Asli Daera.JL 

-Pasat 82 ayat l ·undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemerintah 

Daerah jo pasal 5 ayat l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara. pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa 

pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang. 

·Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan kedua lJndang­

Undang tersebut pada dasamya bertujuan untuk :13 

a) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal (fiscal su.."itainability) dalam 

konteks kebijaksanaan ekonomi makro. 

b) ·Mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang 

terjadi antara keuangan Pemerintah Pusat dan keuangan daerah yang 

dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah. 

c) Mengkoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam 

kemampuan keuangannya, dimana retatif masih sangat bervariasi kemampuan 

keuangan antar daerah. 

d) Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka 

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah. 

e) Meningkatkan kualitls pelayanan kepada masyarakat. 

1
' KadjatmiJro, "Diruunika Sumber KaJangan Bagi Daerab Dalam Rangka Otonomi Daerah", 

J>rosiding Worhhop lnlemalionol., FJSIP Universitas Katolik Parahyansan, 2002, h. 73. 
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f) ·Meningkatkan partisipasi masyarak.at dalam pengambilan keputusan di sektor 

publik. 

2. Ketentuan U mum Pengenaan dan Pemungutan Pajak Daerah. 

Ketentuan mengenai pajak yang dipungut untuk kepentingan negara diatur 

dalam pasal 23 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "pajak dan 

punbrutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang-Undang.". Hal. ini diatur demi terwujudnya kepastian hukwn dan juga 

perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang dikenai pemungutan pajak 

serta untuk: mewujudkan k:eadilan balk: bagi negara maupun bagi Warga Negara 

Indonesia. Denbran adanya ketentuan tersebut maka negara dalam memungut 

pajak dari. warga negaranya tidak boleh dil.akukan secara semena-mena dan harus 

sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur ( dalam hal ini adalah 

peraturan di bidang perpajakan). 

Pajak ditinjau menurut wewenang pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang wilayah 

pemungutannya dilalrukan di pusat dan pihak yang berwenang untuk melakukan 

pemungutan adalah pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut di 

wilayah daerah dan yang berwenang adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak 

daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey ( 1988) dalam bukunya Financing 

Regional Govemmen~ yang terdiri dari 4 ( empat) hal yaitu : 16 

16 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah. VII Press. Yogyakarta. 2003, h.2. 
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1 . ·Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari 

daerah sendiri. 

2. Pajak yang dipungut berdasa.rkan peraturan pemerintah pusat tetapi 

penetapan tarifnya dilakuk.an oleh pemerintah daerah. 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah. 

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi 

hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. 

Untuk mendukung k.ebijakan otonomi daerah khususnya dalam sektor 

perpajakan maka pemerintah melalrukan berbagai kebijakan pajak daerah dan hal 

ini terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun I 997 tentang pa.jak 

daerah dan retribusi daerah. Pasat 4 ayat l Undang-Undang ini menyatakan bahwa 

segala pengaturan mengenai pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah. 

Apabila dibandingkan dengan pajak pusat maka dapat dilihat perkembangan pajak 

daerah mengalami keterlamba.tan dalam hal pengaturannya, pa.jak pusat lebih 

dahulu menunjukkan kemajuan dalam pengaturannya dengan dikeluarkannya . 

undang-undang perpajakan pada tahun 1983 yang membawa nuansa retormasi 

pajak sedangkan pemerintah barn menaruh perhatian tmtuk pengaturan pajak yang 

dipungut di daerah sekitar tujuh belas tahWI kemudia.n yaitu denga.n adanya 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksana yang 

menyert.ainya. 
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T$1an dari lJndang-undang ·Pajak Daerah dan Retribusi ·naerah adalah : 17 

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi 

ekonomi biaya tinggi. 

2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah 

untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati ll, dengan 

mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial. 

Tujuan dari Undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah adalah 

dalam rangka penyederhanaan dari beragamnya pungutan daerah yang ada 

sebelum. dibertakukannya undang-undang tersebut. Begitu bervariasinya obyek 

pengenaan pajak daerah, retribusi jasa umum dan jasa usaha, serta retribusi 

perizinan tertentu sebelum diberlakukannya undang-undang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebabkan pemungutan menjadi kurang efektif dan efisien. 

Dengan dibertakukannya ·unda.ng-Undang tersebut maka obyek pengenaan pajak 

dan retribusi daerah lebih dirampingkan dan hanya terfolrus pada obyek pajak 

dan retribusi daerah yang potensial untuk menambah penerimaan daerah saja. 

Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk. menyederhanakan sistem dan 

administrasi perpajakan dan retribusi daerah agar tidak terlalu rumit serta dapat 

dengan mudah dipahami bagi fiscus dan bagi Wajib pajak. 

Selain tujuan yang dikemukakan tersebut ada tujuan lain dari penyempurnaan 

undang-undang pajak yaitu dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi 

pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan 

17 Erly Suandi. HuleN, PajaJc. Edisi ~edua (revisi). Salemba Empat. Jakarta, 2002. b.257. 
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keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan 

hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang­

peluang pengh1ndaran pajak (/oopho/e.~~t). 18 

Secara normatif sesua.i dengan. prinsip g<XJd tax policy, terhadap k.egiatan 

ekonomi sistem perpajakan harus netral dan tidak ada distorsi agar sumber daya 

optimal dan sesuai dengan dinamika pasar dan pajak dapat mendorong atau 

men~rendalikan. Untuk itu, sesuai dengan fungsi regulerend secara umum dapat 

dinyatakan bahwa sistem. pajak harus dapat mendorong investasi dari luar serta 

mengamankan penerimaan negara. Dalam tax reform 2000 fungsi regulerend 

telah memperhitungkan k:epentingan dunia bisnis antara lain peningkatan 

pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastian huku.m, keadilan, serta fasilitas 

investasi untuk mendorong kegiata.n investasi. 19 

Sedangkan untuk menjalanka.n fungsi budgetair sebagai pilar utama 

penerimaan negara, dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek 

paj~ dan meminimalkan kemungkinan transfer pricing dan pembatasan 

pengenaan pajak penghasilan final. Semua kebijakan ini dalam jangka panjang 

diharapkan dapat meningkatkan tax compliance, meningkatkan investasi dan 

penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. 20 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dilaksanakan dengan Peraturan 

Pemerintah yang mendukung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 l 

tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang 

l1 !hid h.ll5 
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·Retribusi ·naerah. ·undang.;Undang Nomor 34 Tahun 2000 tepatnya pada pasal 3 

ayat l dan 2 menjelaskan lebih lanjut tentang pembagian pajak daerah menurut 

wilayah pemungutannya. Pajak yang dipungut di daerah dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu pa.jak propinsi dan pajak kabupaten ata.u kota.. Pajak propinsi masih 

dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

b) Bea batik nama kendaraan bellllQtor dan kendaraan di atas air. 

c) Pajak bahan bakar kendaraan. bennotor. 

d) ·Pajak pengambitan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

Sedangkan untuk pajak yang dipungut di wilayah kabupaten meliputi : 

a) Pajak h<ltel. 

b) Pajak restoran. 

c) ·Pajak hiburan. 

d) Pajak reldame. 

e) Pajak penerangan jalan. 

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C. 

Seperti yang tetah dikemukakan sebetumnya datam Undang-·Undang Nomor 

34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan 

prinsip yang di!,'Ullakan mengenai kebijakan pemungutan pajak adalah harus 

diupayakan supaya tidak ada benturan dalam pengenaan punguta.n pajak di pusat 

dengan di daerah karena secara langsung hal tersebut akan mengakibatkan 

1
' /hid 

10 Ibid 
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pungutan berganda yang pada akhimya akan menimbulkan kerancuan dalam 

pengaturan maupun pelaksanaan pemungutan pajak di pusat dan daerah. 

Pajak yang dipun!,rut di tinbrkat propinsi ini bersifat limitatif ( terbatas) yang 

berarti bahwa propinsi tidak dapat memungut pajak yang berbeda dari apa yang 

telah ditetapkan dan hanya dapat menambah varian retribusi lainnya namun harus 

tetap sesuai dengan pengaturan Undang-Undang yang mengatur mengenai hal 

tersebut. 

Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh propinsi terkait 

dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otooom yang terbatas yang hanya 

meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah 

Kabupaten atau Kota dan kewenan!,ran yang tidak atau belum dapat dilaksanakan 

daerah Kabupaten atau Ko~ serta k.ewenangan bidang pemerintahan tertentu. 

Namun demikian, datam pelaksanaannya propinsi dapat tidak memungut jenis 

pajak. yang telah diteta.pkan tetsebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. 21 

Pajak yang diklasiflkasikan dalam wilayah pemungutan K.abupaten atau Kota 

tidak dibatasi. seperti halnya pajak propinsi hal ini dapat diartikan bah.wa daerah 

yang bersangkutan memiliki peluang yang seluas-luasnya untuk menggali dan 

menentukan Pendapatan Asli Daerahnya selain dari hal yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penetapan pajak yang akan 

dipungut pada wilayah Kabupaten atau Kota ini ha.rus memenuhi kriteria yang 

21 Tjip Ismail, " Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Daerah". Pr(.)siding Workshop Jnlernalional. FISIP Universitas KatoJik Parahyangan, 
2002. h. ) 25 0 
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telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan tidak boleh menylmpang 

dari k.etentuan yang ada. Kriteria yang dimaksudkan meliputi :22 

a. Bersifat Pajak dan bukan termasuk dalam retribusi ~ 

b. Objek pajak terletak daJam area atau wilayah daerah 

Kabupaten atau leota yang bersangkutan dan hanya memberikan 

pelayanan pada masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau 

Kota yang bersangkutan~ 

c. Obyek dan pengenaan pajaknya tidak bertenta.ngan dengan 

kepentingan umum~ 

d. Tidak: tennasuk dalam obyek pungutan pajak propinsi ataupun 

pajak pusat~ 

e. M.emiliki potensi yang cukup memadai dan cukup potensiaL 

f 'fidak memberikan dampak negatif bagi perek:onomian di 

daerah yang dipungut pajak; 

g. Memperhatikan atau selalu mengedepa.nkan aspek keadilan dan 

aspek kemampuan masyarakat untuk menan.ggung beban pajak. 

yang akan dikenakan~ 

h. Memperhatikan dan melestarikan aspek lingkungan hidup yang 

berada pada daerah sek.itar. 

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah setidaknya memenuhi kriteria 

umum mengenai perpajakan daerah sebagai berikut : 

n Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dacra.h dan Retribusi Daerah. 
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l. ·Pengenaan pajak daerah harus berlaku secara elastis berarti pemungutan 

pajak harus disesuaikan dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat, dapat juga diartikan bahwa pajak daerah harus fleksibel 

mengikuti perkembangan tingkat pendapa.tan masyarakat sebagai obyek 

dari pengenaan pajak daerab itu sendiri. 

2. Prinsip adil dan merata baik dalam tingkat vertikal maupun horizontal 

yang berarti bahwa pajak yang dikenakan harus sesuai dengan tingkatan 

masyarakat dan secara horizontal berarti. setiap orang yang menjadi subyek 

pengenaan pajak daerah dikenakan pajak secara merata dan tidak ada 

diskriminasi antara satu dengan lainnya sehingga tidak ada salah satu 

kelompok yang masuk dalam kelompok wajib pajak namun dalam 

kenyataannya ia kebal terhadap pengenaan pemungutan pajak tertentu. 

3. Administrasi yang sederhana, tidak berbelit-belit, mudah datam 

perhitungannya, pemberian pelayanan yang memuaskan bagi diri wajib 

pajak. 

4. Pajak daerah secara politis harus dapat diterima oleh masyaraka.t yang 

bersangkutan. Disini pajak menjangkau beraneka ragam dimensi yaitu 

dimensi ekonomi, politis dan hukum. Secara politis pajak adalah isu yang 

sering dikumandangkan dan hal ini berakhir pada huku.m apabila 

keinginan politis tersebut dilegalisasi dengan peraturan perundangan yang 

dibuat dan disetujui oleh lembaga legistatif dan eksekutif. ·Peraturan 

perundangan mengenai pajak daerah inilah yang kemudian akan 
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diterapkan dalam masyaralcat pada suatu daerah tertentu. Disini 

masyarakat sebagai target dari pemungutan pajak daerah harus menyetujui 

sebab merekaJah yang nantinya akan menjadf target pajak yang 

sebelumnya telah ditentukan dalam peraturan perundangan. 

Peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tentang pajak-pajak 

daerah adalah Keputusan Menteri I>cilam l{egeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Maksud dikeJuarkannya 

Keputusan_ Menteri tersebut tertuang dalam konsideran bagian a dan b yaitu 

bertujuan untuk efektivitas dan optimatisasi pemberian biaya pemungutan -Pajak 

Daerah sebagai pelaksanaan dari pasal76 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka dipandang perlu untuk menerbitkan 

perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan -Pajak ·oaerah, dan perubahan peraturan 

tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Dafam rangka melakukan pemungutan pajak dl daerah diperlukan biaya 

untuk membantu terlaksananya tugas aparat pemungut pajak, biaya yang 

diperlukan untuk tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas tentu tidaklah 

sedikit dan dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana tertentu 

untuk mewujudkannya. Pemerintah mengatur hal tersebut dalam suatu perundang­

undangan_ yaitu tercermin dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 

Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Tujuan 

dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum 
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dalam hal pembiayaan kegtatan yang dilaksanalcan datam rangka pemungutan 

pajak daerah sehingga di satu sisi Aparat bagian Pemungutan Pajak dapat 

melakukan tugasnya secara baik dan di sisi lain kegiatan pemungutan pajak 

daerah dapat terselenggara secara berkesinambungan. 

3. Prosedur Pemuogutao Pajak Hiburan. 

Sebelum membahas tentang mekanisme pemungutan pajak hiburan maka 

akan dibahas terlebih dahulu mengenai sistem pemungutan pajak secara umum 

baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah.. Sistem Pemungutan pajak dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu Official Assesment System, Self Assesment System, dan 

Withholding System. Official Assesment System adalah merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk 

menentukan besamya pajak yang terhutang, Self Assesment System adalah 

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 

tanggwtg jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperbitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besamya pajak yang harus dibayar. Sedangkan 

yang dimaksud dengan Withholding System merupaka.n sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terhutang oleh W ajib Pajak. 23 

Pajak Hiburan khususnya untuk wilayab kota Surabaya dipungut berdasarkan 

mekanisme tertentu dan harus melalui mhapan-tahapan dari prosedur yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
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Pajak Hiburan hal ini dijelaskan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 22 seperti 

berikut ini : 

I. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalarn periode tiga 

bulan atau triwulan sekaJi secara jelas, benar dan lengkap disertai dengan 

tanda tangan wajib pajak atau kuasa yang ditunjuknya. SPTPD ini 

menggunakan form khusus yang terdapat pada masing-masing Dinas 

Pendapa.tan Daerah dan wajib pajak tangsung mengisl data sesuai dengan 

keadaan yang ada. 

2. Penyampaian SPTPD selambat·lambatnya 15 (lima betas) bari setelah 

berakhimya masa pajak kepada Kepala Daerah (pasal 10 ayat 2). 

3. Penetapan pajak terhutang oleh Kepala Daerah melalui penerbitan Surat 

Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang bentuk dan isinya ditetapk.an lebih 

lanjut oleh Kepala Daerah (Pasal ll ayat l dan 2) 

Faktor-faktor yang hams diperhatikan dalam penetapan pajak terhutang yang 

kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah : 24 

• Omzet datam satu hari, berlaku bagi tempat hiburan yang menggunakan 

sistem taksasi atau taksiran (non HTM). 

• Harga Tanda Masuk (HTM), berlaku bagi tempat hiburan yang 

menggunakan sistem porporasi 

• Prosentase yang tercantum dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis 

usaba yang dimiliki wajib pajak. 

13 \Valuyo dan Wirawan 8 Uyas, op cit, h. 16 
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4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKPD 

diterima wajib pajak tidak membayar atau membayar namun hanya sebagian 

dari ketetapan yang telah ditentukan maka wajib pajak tersebut akan dikenai 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) per bulan dan akan 

ditagih dalam bentuk penerbitan STP·o (pasal II ayat 3). Sedangkan bagi 

wajib pajak yang menggunakan sistem MPS adalah melalui prosedur 

perrutungan dan penetapan pajak sendiri yang terhutang dalam SPTPD yang 

dilakukan secara mandiri (pasall2 ayat l). 

5. -Kepata daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah terhutangnya pajak 

dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN. 

•!• SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 

Surat keputusan ini memuat tentang besar jumlah pajak terhutang, juml.ah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi bila terjadi penunggakan dan jumlah yang masih barus 

dibayar (pasal l angka 18). SKPDKB dikeluarkan apabila wajib pajak 

belum membayar pajak terhutang atau sudah. membayar namun hanya 

sebagian dari ketentuan yang ditetapkan. Pajak terhutang yang belum 

dilunasi akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) persen sebulan dihitung 

dari kekurangan pajak yang belum dibayar atau pajak yang terlambat 

dibayar. Ketentuan ini berlaku setelah dilakukan pemeriksaan atau 

keterangan lain yang didapatkan di lapangan, untuk dikategorikan 

14 Wawancara dengan lbu Yusnaini Kepabl bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang 
Surabaya Selatan tanggaJ J 1 Ju]i 2004. 
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terlambat membayar adalah apabi la telah melampaui jangka waktu 24 

(dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangnya pajak (pasal 12 ayat 

3 ). 

•!• Apabila ditemukan data baru dari penggalian informasi yang ada maka akan 

mengakibatkan penambahan pajak dari jumlah semula menjadi mengatami 

kenaikan dengan adanya sanksi administrasi sebesar I 00 % ( seratus persen) 

dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Pengecuatian dari ketentuan ini adalah 

apabiJa sebelum di1akukan inspeksi atau pemeriksaan.lebih lanjut, wajib pajak. 

telah melakukan pelaporan sendiri (pasal 12 ayat 4 dan 7). 

•!• Penerbitan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) adalah dalam hal 

jumlah pajak yang terhutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau 

pajak tidak tedtutang dan ti.dak ada kredit pajak (pasal t2 ayat 5). 

6. ·Pembayaran yang ditakukan dengan menggunakan Surat Setoran ·Pajak 

Daerah (SSPD) dengan form SSPD yang telah ditentukan mengenai bentuk 

dan isinya oleh Kepala Daerah dilaksanakan pada Kas Daerah atau tempat lain 

yang ditunjuk dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPDKBT, STPD (pasal 1.3). 

Biasanya pembayaran dilakukan pada ·oinas Pendapatan ·oaerah dimana 

tempat usaha hiburan tersebut berada sehingga dapat · mempermudah dalam 

hal pengecekan tentang intonnasi atau data yang diberikan wajib pajak 

hiburan. Oi Surabaya terdapat 5 (lima) area penagihan pajak untuk klasiftkasi 

atau jenis hiburan yaitu wilayah Surabaya pusat, Surabaya timur, Surabaya 

barat, Surabaya selatan serta Surabaya utwa 
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7. Para Wajib pajak hiburan yang merasa keberatan dengan mekanisme 

pembayaran pajak secara sekaligus atau lunas (penggunaan pembayaran 

dimuka) maka pasal 14 dalam ~erda tentang Pajak Hiburan ini masih 

memberikan upaya lain yaitu untuk mengangsur pembayaran pajak 

terhutangnya dalam lcurun waktu tertentu apabita memenuhi persyaratan yang 

ditentukan.. Persyaratan yang dimaksudkan adalah wajib pajak diharuskan 

untuk memberikan kesanggupan bahwa ia menyetujui untuk melakukan 

an.gsuran pembayaran secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 

bunga sebesar 5% (lima persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau 

lrurang pembayarannya. Wewenang untuk: memberik:an persetujuan bagi 

pengangsuran pajak tersebut dipegang oleh Kepala Daerah setelah memenuhi 

persyaratan yang telah disebutkan dan apabila dirasa. pedu maka Kepala 

·oaemh menet.apkan syarat-syarat lain bagi mekanisme angsuran tersebut. 25 

8. Apabila telah dai.am jatuh tempo pemba.yaran namun belum juga dilakukan 

penyetorao pada tempat yang dimaksud maka 7 ( tt~:iuh) hari se.iak saat jatuh 

tempo pembayaran pajak terhutang akan diterbitkan Surat Teguran atau surat 

lain sejenis sebagai a·wat dari petaksanaan penagihan ~jak hiburan. 

9. Penerbitan surat paksa adalah langkah selanjutnya yang akan ditempuh 

apabila setelah melebih.i .iangka waktu 21 ( dua puluh satu) hari sejak tanggal 

penerbitan surat teguran at.au surat sejenis lainnya ternyata wajib pajak belum 

juga melunasi jumlah pajak yang harus dibayar. Kewenangan penerbitan Surat 

Pak.sa ini berada di tangan Pejabat atau juru sita.(pasal 16 ). 

15 PenjeJasan menge~W pengangsuran pernbayaran pajak hiburan Jihat pada halaman 77 
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10. Apabila setelah penerbitan surat paksa wajib pajak belum melunasi jumlab 

pajak yang harus dibayarkan maka dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelab 

tanggal pemberitahuan Su.rat Paksa diterima, Pejabat atau juru sita segera 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal t 7). 

ll. Wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sekurang-kurangnya 14 

( empat betas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Mel.aksanakan 

Penyitaan maka Pejabat atau juru sita yang berwenang segera alcan 

mengajukan permohonan pada Kantor Lelang Negara untuk mel.akukan lel.ang 

(pasall8). 

1.2. Penetapan • tanggal, jam, dan tempat pelaksa.naan lelang oleh Kantor 

Lelang Negara (pasall9). 

13. Pemberitahuan tentang pelaksanaan lelang dari juru sita kepada waji.b pajak 

secara tertulis (pasal 19). 

1.4. Pengumuman mengenai pelaksanaan lelang kepada, masyarakat umum (pasal 

20). 

15. Hasil pelelangan digunakan untuk membayar hutang pajak dan biaya lelang 

dan apabita masih terdapat ketebihan dari hasit lelang tersebut maka sisa 

tersebut akan dikembalikan pada wajib pajak (pasal22). 

Dalam pral'tek di lapant,'8.n mekanisme pemungutan Pajak lliburan lebih 

sederhana dan tidak. rumit seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hibura~ datam pelaksanaannya 

prosedur yang digunakan lebih sederhana dan dipahami oleh Wajib Pajak 
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'Hiburan. ·Prosedur pemungutan pajak hiburan di ·Kota Surabaya adalah sebagai 

berikut: 26 

•:• Untuk hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk : semua karcis yang 

aka.n dijual diserahkan kepada Dinas Pen<iapatan Kota untuk diporporasi dan 

di.lakukan pembayaran pajak hiburannya (mekanisme pembayaran di muka), 

apabila tidak laku alcan diadakan restitusi pa.jak (pengembalian pajak) kepada 

wajib pajak. 

(• Untuk hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk dilakukan 

dengan sistem taksasi { taksiran) atas potensi rata-rata omzet yang diterima hal 

ini dilakukan dengan cara ''pengedokan" untuk mendapatkan basil penentuan 

dari potensi omzet rata-rata. Setelah diadakan penaksiran dengan jalan 

pengedokan tersebut dit.akukan pembua.tan Surat Ketetapan_ Pajak Daerah 

(SKPD) mengenai besarnya omzet Wajib Pajak yang bersangkutan serta untuk 

menetapkan jum.lah pa.jak yang barus dibayar bulan itu. Setelah itu Wajib 

Pajak dapat melakukan pembayaran di bagian Kas Daerah baik di cabang 

dinas (Di.spenda) ataupun di Kantor Pusat (Di.spenkot). Pembayaran dilakukan 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

Pasal4 Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 tentang petunjuk 

peJaksauaan P~raturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tabun 2002 tentang pajak 

hiburan menjabarkan mengenai tat.a cara pembayaran pajak hiburan. Pasal 4 

memuat tentang hat berikut ini : 

16 Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selalm lc.asi Penerbitan Surat Ketetapa.n Dinas Pendapatan 
Kota Surabaya tanggal 25 Jum 2004. 
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( l) Untuk ·Hiburan yang menggunakan tanda masuk, pembayaran pajaknya 
dilakulcan di muka pada saat me1alcukan porporasi; 

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran kepada Bendaharawan Khusus 
Penerima (BKP) dengan menggw1akau SSPD berd~an SKPD; 

(3) Untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk ketetapan pajaknya 
ditetapkan tiap 3 (tiga) bulan seka.li dengan menerbitkan SKPD dan 
pembayaran pajaknya dilakukan pada tanggal 7, t 4, 2l, dan 28 tiap bulan 
berjalan pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan melampirka.n 
hasit penjualan; 

(4) Pada akhir setiap triwulan untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda 
masuk diadakan pemeriksaan kemudian diterbitkan : 

a. SKPDKB, apabila setelah diperiksa. terdapat kekurangan pembayaran pajak; 
b. SKPDKBT, apabila setelab diperiksa terdapat tambahan jumlah pajak~ 
c. SKPDLB, apabi.la setelah ditJeriksa terdapat ke1ebihan pembayaran paj~ 
d. SKPDN, apabila setelah diperiksa tidak terdapat kekurangan pembayaran 

pajak. 
(5) Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, dapat diperhitungkan dengan 

utang pajak lainnya yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah 
bukuan. 

Menurut basil penelitian di Dinas Pendapatan Daerah cabang Sum.baya 

Selatan tata cara pembayaran pajak hiburan adalah melalui prosedur sebagai 

berik:ut : 27 

Untuk wajib pajak yang tempat hlburannya menggunakan sistem porpomsi 

melaJui prosedur berikut ini pertama-tama Wajib pajak membawa Sura.t 

Keteta.pan Pajak Daerabnya ke loket I bagian pencatatan kemudi.an dilakukan 

pencatatan pada kartu pembayaran masing-masing wajib pajak. Selanjutnya loket 

ll membuatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang ditandatangani Wajib 

Pajak, den!,ran adanya SSPD tersebut wajib pajak menyetorkan pajak yang harus 

dibayar melalui 1oket Ul akhimya akan diterb1tkan Surat Setoran Pajak Daerah 

27 Ibid. 
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yang sudah diporporasi dan hal ini menandakan bahwa yang bersangkutan telah 

sah membayar pajak. 

4. Telmis Perb.itungao Pemungutan Pajak Riburan. 

Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan mendefinisikan objek pajak 

hiburan sebagai "penye{enggaraan hiburan dengan dipungut biaya". Dari rumusan 

pasal tersebut dapat dikatakan bahwa selunih penyelenggaraan hiburan di wilayah 

kota Surabaya yang dalam penyelengga.raannya dipungut bayaran. Sedangkan 

untuk subyek pajak hiburan adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan 

yakni "orang pnbadi atau badan yang menonton dan atau. menikmati hiburan.". 

Yang dimaksud orang pribadi disini adalah semua orang yang menikmati hiburan 

yang dipertunjukkan sedangkan yang dimaksud dengan badan telah dijelaskan 

secara rinci pada pasal t angka 6 Peraturan Daemh tersebut. 

Secara wnwn pengenaa.n pajak hiburan yang diatur daJam Peratum.n Daera.b 

dari wilayah atau region mastng-masing menggunakan prinsip pengenaan 

berdasarkan tarif pajak dimana pengaturan mengenai prosentasenya diserahkan 

pada .daerah yang bersangkutan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa tarif 

pajak hiburan tersebut dalam pelaksanaannya di lapanga.n tidak boleh melebihi 

tiga pulub lima persen (35 %). Ketentuan ini tidak boleh disimpangi dalam 

pengenaan pajak hiburan pada tiap daerah, jadi pengenaan tarif maksirnal adalah 

tiga puluh lima persen khusus untuk. pajak. hiburan. 
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Dalam rangka melakukan pemungutan pajak di daerah diperlukan biaya 

untuk membantu terlaksananya tugas apand pemungut pajak., biaya yang 

diperlukan untuk tetap menjabra kesinambungan pelaksanaan tugas tentu tidaklah 

sedikit dan dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mengalok.asikan dana tertentu 

untuk: mewujudkan tugas tersebut yang kemudian akan menjadi pemasukan bagi 

Pendapatan Asli Daerah.. Pemerintah mengatur hal ini dalam suatu perundang-

undangan yang tercermin dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 

Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Tujuan 

dari dilcetuarkannya peraturan tersebut ada.lah untuk menjamin kepastian hukum 

dalam hal pembiayaan kegiatan pemungutan pajak daerah sebingga. dt satu sisi 

Aparat bagian Pemungutan Pajak dapat melakukan tugasnya secara baik dan di 

sisi lain kegiatan pemungutan pajak daerah. dapat terselenggara secara 

berkesinambungan dan dapat memberikan basil yang optimal bagi pemasukan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Mengenai pemungutan dan biaya pemungutan di.ielaskan dalam pasal 2 dan 3 

pada Keputusan Menteri tersebut, Pasal 2 Menyatakan : 

'" Dalam rangka kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya 
pemungutan~'. 

Mengenai definisi pemungutan dijelaskan dalam pasal I angka 8 : 

" Pemungutan adatah suatu rangkaian k.egiatan mutai dari penghimpunan data 
objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak. yang terhutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya". 

Dapat dilihat bahwa pemungutan ini mendahului kegiatan penetapan pajak 
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terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak ( dalam hat ini wajib pajak 

hiburan). Pemungutan terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Aparat Pemunt,rutan Pajak untuk mengbjmpun data-data di lapangan baik 

mengenai obyek atau subjek pajak yang ada di wilayahnya kemudian tahap 

selanjutnya adalah penentuan pajak terhutang datam bentuk penetapan dan setelah 

itu dilakukan pengawasan mengenai penyetoran pajak pada instansi yang 

berwenang. 

'' Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pela.ksana 
pemWlgutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. ,, 28 

Untuk menunjang tugas dari aparat pelaksana pemungutan pajak di wilayah 

daerah maka undang-undang mengatur mengenai biaya pemungutan ini akan 

dibebankan pada realisasi penerimaan pajak daerah yang bersangkutan dan 

mengenai persentasenya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. 

Biaya Pemungutan ini barus memenuhi kriteria tertentu yaitu tidak boleh 

melebihi 5% (lima persen) dari reaJisasi penerimaan pa.jak di tingkat daerah baik 

itu pajak propinsi ataupun pajak yang dipungut pada witayah Kabupaten atau 

Kota.29 

Sedangkan khusus untuk alokasi pemungutan pajak di tingkat Propinsi dan 

Kabupat~n atau Kota di jelaskan dalam pasal 8 Keputusan Menteri tersebut. 

" Alokasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas air dan Bea Balik Nama 
Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak 
Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, ·Pajak ·Parkir, Pajak ·Hiburan, dan pajak 
lai.nnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah~, 

-n Pasal l angka 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 
H Paul 3 Keputusan Menteri da]am Negeri Nomor 35 Tahun 2002. 
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Peraturan Daerah ·Nomor 9 Tahun 2002 membedakan tarif pajak untuk 

hiburan menjadi dua macam yaitu tarif pajak yang dalam pengenaannya 

menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) dan yang tida.k menggunakan Harga 

Tanda Masuk (HTM) mengenai pengklasifik:asian tersebut pembuat undang­

undang tidak me~jelaSkan lebih lanjut apa landasan yang mendasari pembedaan 

demikian, padahal dalam pengenaan pajak hiburan memiliki kekhususan yaitu 

adanya sistem porporasi seperti yang dijelaskan datam pasal l angka t 3 Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan '"Porporasi 

adalah tanda (plong) mesin porporasi yang barus disertakan atas tanda masuk 

sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak" . 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan 

pada pasal 5 ayat I adan 2 membagi tempat-tempat yang nantinya berfungsi 

sebagai sasaran pemungutan pajak hiburan berdasarkan pengenaan _ tarif pajak 

dengan ketentuan tidak boleh melebihi 35 (tiga puluh lima) persen dari Harga 

Tanda Masuk maupun pembayaran, aturan tersebut digunakan agar pengenaan 

atau pemungutan pajak di masing-masing daerah sesuai dengan peraturan yang 

ada dan hal ini selaras dengan tujuan awal dari pembentukan peraturan 

perpajakan daerah yang termak'tub daJam PasaJ 3 ayat I Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 

tentang Pajak dan Retribusi daerah jo pasal 51 ayat t Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2001. 
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Selain pengaturan dari pasal 5 pada ·Perda "Hiburan tersebu~ saya membagi 

lagi hiburan yang ada menurut sifat penyelenggaraannya yang dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu : 

a) Hiburan yang bersif.at tetap atau rutin~ artinya penyelenggaraan hiburan 

ditalcukan secara lcontinu atau berk.esinambungan dari hari lee hari. 

b) Hiburan yang bersifat insidentil ( sewaktu-'Mlk:tu) dapat diartikan kebalikan 

dari hlburan rutin yang berarti penyelen~raraannya tidak dilakukan secara 

terus-

menerus dalam kurun waktu tertentu. Sewaktu-waktu dalam. artian bahwa 

dttpat terjudi da{am jangka waktu satu bulan penyelenggam hiburan 

rnenyelenggarakan hanya satu. kali atau. dapat juga terjadi setaftu.n sekali 

hiburan tersebut diselenggarakan. 

Pembagian penyelenggaraan hiburan berdasarkan sifatnya dapat dirinci sebagai 

berikut: 

Penyelenggaraan hiburan rutin meliputi: 

l. Pertunjukan film atau bioskop~ 

2. Diskoti~ 

3. Taman satwa, Pemandian Alam dan Taman Rekreasi; 

4. Persewaa.n video cassete, laser disc, compact disc, video compact disc, dan 

sejenisnya; 

5. Rar > cafe, kelab malam~ 

6. Karaoke~ 
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7. ·Panti pijat, mandi uap, sauna dan spa; 

8. Pennainan ketangkasan~ 

9. Pennainan anak; 

l 0. Pertunjukan permainan bilyard~ 

ll. Kolam pancing; 

1.2. Pertunjukan permainan bowling; 

41 

13. Usaha fasHitas wlsata tirta dan rekreasi airJ'ertunjukan otah raga fitness dan 

senam kebugaran. dan 

14. Pertunjukan selancar ice (1ce skating). Khusus untuk hiburan ice skating ini 

kebt!raduannya sudah ditiadakan karena arena pertunjukan selancar es satu­

satunya di Kota. Surabaya sudah tidak ada dengan ditutupnya arena hiburan 

tersebut. 

Untuk penyetenggaraan hiburan insidentil dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

I. Semua jenis hiburan yang diselenggarakan di hoteL restora~ bar, plaza, cafe 

dan sejenisnya; 

2. Pertandingan olahraga dan sejenisnya~ 

3. Pameran seni budaya, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukan atau 

pagelaran musik/tari dan pertunjukan atau pagelaran hiburanlainnya~ 

4. Kesenian yang bersifu.t tradisionaJ yang perlu dilindungi dan dilestarika.n 

k.arena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat 

kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dan 

5. Pertunjukan atau pennainan sirkus. 
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·Menurut macamnya, tarif pajak dapat dibedakan menjadi empat macam 

yaitu:30 

I. Tariftetap adalah tarifyang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah, 

jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah. 

2. Tarif proporsional adalah tarif yang berupa suatu prosentase tetap yang tidak 

berubab-ubah. Tetapi jika jumtab yang dijadikan dasar perbitungan berubah, 

tnaka jwnlalt uang yang ha.rus dibayar berubah juga. 

3. Tarif Progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik 

apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan menaik. 

4. Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah 

yang dijadikan dasar perhitungan naik. 

Untuk Tarif pajak hiburan maka menggunakan tarif yang proporsional 

sehingga semakin besar jumlah uang yang dikenakan prosentase pajak maka 

jumlah y-ang hams dibayarkan akan semakin besar pula. 

Dasar pengenaan dan tarif pa.jak hiburan diatur daJam bah ill Peraturan 

Daerab Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Pasal 4 

mengatur tentang dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang 

seharusnytt dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Mengenai tarif 

pajak diatur dalam pasal 5 dan dibedakan menjadi dua yaitu yang menggw1a.ka.n 

Harga Tanda Masuk (sistent porporasi) dan yang tidak menggunakan Harga Tanda 

Masuk (Sistem taksasi). Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penentuan tarif 

JU Rochmat Soemitro. AJW· da111Jasar Perpa)aku1 (Re~·iJ'/). Cetakan V, PT Refika Aditama. 
Bandung, ) 998, h. ) 23. 
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pajak maka dicantumkan pula tentang cara penghitungan pajak hiburan baik 

untuk sistem porporasi dan sistem taksasi dalam pasal 7 Peraturan Daerah tentang 

Pajak Hiburan. 

Tata cara perhitungan pajak hiburan diatur da.lam peraturan pelaksananya 

yaitu surat ·Keputusan Watikota ·Nom.or 29 Tahun 2003 tentang petunjuk 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak: 

ffiburan tepatnya pada pasal 2. Tata cara penghitungan pajak ruburan ditetapkan 

demikian: 

a. Untuk jenis biburan yang menggunakan tanda masuk, besarnya pajak 

dih.itung saat penyetenggaraan h.iburan dengan cara mengalikan tarif pajak 

yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan HIM. 

b. Untuk jenis h.iburan yang tidak menggunakan tanda masuk, besamya pajak 

dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan dalam 

Peraturan Daerah dengan omzet atau jumlab pendapatan setiap bulan. 

Pemungutan pa.jak hiburan untuk tempat hiburan yang menggunakan Harga 

Tanda Masuk (HfM) pengaturannyanya lebib sederbana karena Wajib Pajak 

Hiburan hanya menyetorkan karcis ke Dinas Pendapatan Daerah ( untuk hiburan 

rutin) atau ke Dinas Pendapatan Kota (untuk hiburan insidentil) untuk kemudian 

diporporasi (diplong sesuai denbran harga HIM disertai garnbar berupa lambang 

sura dan buaya) dengan mesin porporasi yang telah disiapk.an oleh dinas yang 

berwenang ( dalam hal ini Dispenkot atau Dispenda) setelah itu dilakukan 

pt:mbayaran seswti dengan prosentase k.etentuan yang te~antum datam Peraturan 
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·Pajak ·Hiburan. Contoh : untuk obyek hiburan "Bioskop dikenai pajak sebesar l 0 °/o 

dari HTM~ 

Secara urn urn rum us untuk menghitung jwnlah paja.k terhutang bagi Hibura.n 

yang menggunakan sistem porporasi adalah : 31 

Harga Tanda Masuk (HTM) X Prosentase Tarif Pajak yang terc.antum pada I 

I Perda Pajak Hiburan X Jumlah pengunjung Tcmpat Hiburan dalam l bari X 30 I 
I __ . I 
fiDm l 

Contoh : untuk obyek hiburan berupa Bioskop bertempat di Galaxy Mall. 

Harga Tanda Masuknya adaJah Rp.20.000,00 sedangkan tarif paiak hiburan yang 

h.arus dibayar sesuai ketentuan dalam Perda Pajak hiburan adalah t 0 °AJ. Misalnya 

diketahui bahwa jumlah penonton dalam pada tanggat l juni 2004 adalah 50 

orang setiap gedung dan gedung bioskop yang ada sejumlah 4 buah. 

Tarif ~iak hiburan yang harus dibayar dalam 1 bulan (30 Hari) adaJah : 

Rumus: 

Harga Tanda Masuk (HTM) X Prosentase Tarif Pajak yang tercantum. pada 

Perda Pajak Hiburan X Jumtah pengunjung Tempat Hiburan dalam 1 hari X 30 

Hari 

= Rp.20.000,00 X t.O% X (50 orang X 4 Gedung bioskop) X 30 hari 

= .Rp. 12.000.000,00 

31 \Vawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku 1wi Poncrbitan Surat Kctctapan Dinas Pendapatan 
Kota Surabaya tangaa1 25 Juni 2004. 
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Jadi dalam contoh kasus tersebut pajalc hiburan yang harus dibayar oleh 

Bioskop tersebut adalah 12 juta rupiah. 

Tempat hiburan yang tidak menru,runakan HTM pemungutan pajaknya 

menggunakan sistem taksasi (t.aksiran) yang dapat diperoleh dari perhitungan 

om7et (pendapatan) ba1k itu. dihitung perhari atau per bulan dikatikan dengan tarif 

pajak yang prosentasenya di.tetapkan dalam Peraturan Oaerah tentang Pajak 

Hiburan. Contoh : untuk panti pi.iat omzet yang diperoleh dalam satu hari adalah 

Rp. 300.000,00. Untuk mencari ketetapan pajaknya dalam sebuJan maka 

menggunakan rumus : 

Om1et t hari X 30 hari X tarifpajak (prosentase) menun.11 Perda Pajak Hiburan f 

Jadi untuk pembayaran paiak dari panti pijat tersebut adalah Rp. 300.000 

dikalikan 30 dikalikan 35 % dan wajib pajak hiburan akan membayar Rp. 

3. 150.000,00. 

Untuk tempat biburan yang penetapan pajak terhutangnya menggunakan 

mekanisme "Pengedokan" pada hari sabt~ minggu dan senin menggunakan 

rum us perhitungan seperti berikut ini: 31 

31 Wawancara dengan lbu Yusnairu kepaJa bagian penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang 
Surabaya SeJatan tan88a1 11 Ju)i 2004. 
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Hari Sabtu : omzet yang diperoleh pada hari sabtu dikalikan empat ( 4) (karena 

dalam satu bulan terdapat em pat hari sabtu). 

Hari minggu : omzet yang didapat pada hari minggu dikalikan empat ( 4) (karena 

dalam satu bulan terdapat em pat bari minggu ). 

I Hari Senin : Penjualan atau omzet hari senin dikalikan dua puluhdua (22) 

{&peroleh dari 30 bari- (4 bari sabtu + 4 hari minggu)) 

+ ---------------------------------------------------
Hasjj darj penjumJahan X Prosentase tarif pajak tempat hiburan yang terdapat 

dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nom.or 9 i'ahun 2002 tentang Pajak 

Hiburan. 

Potensi hiburan rutin (khusus untuk bioskop) memiliki karakteristik tertentu 

datum ststem perb.itungan untuk pengenaan pajak hiburan dimana di dalamnya 

terdapat: kotnponen kflusus yang membeda.kannya dengan obyek hlbunm lain, 

kmnponen tersebut rneliputi. : jundab tempat duduk, jam retain, hari, dan harga 

tanda masuk semua aspek tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam 

n~nghitung pajak yang akan dik:enakan bagi wajib pajak hiburan. 

Rwnus untuk tnenghitung potensi· · hiburan rutin Wltuk bioskop da.pat 

dirangkum sebagai berikut :33 

Phib = ( S x Tp x H x Pr ) + ( Sc x 'fp x Cd x Pr ) 

Keterangan : 

n Kesit Bambang Prakosa. op.cil. h. 140. 
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.Phib = ·Potensi Bioskop 

s = Jumlah tempat duduk 

Tp =Jam main 

H = Hari besar 

Pr = Harga tanda masuk 

Cd = Hari biasa 

Perhi.tungan potensi rutin untuk non bioskop meliputi unsur-unsur jumJah 

sarana tempat duduk yang disediakan, jumlah hari, waktu pergantian dan harga 

tanda. masuk (EITM}. 

Rumus untuk menghitung potensi hiburan rutin yang ada dapat dijabarkan 

sebagai berikut :34 

Phir = S x D x To x Pr 

Keterangan : 

S = J umlah tempat duduk 

·o = Jumlah hari 

To = Waktu pergantian 

Pr = Harga tanda masuk 

Khusus untuk nite club atau yang dalam Peraturan Daerah Kota Sura.baya 

·Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan disebut dengan istilah diskotik 

potensinya dihitung dengan tambahan unsur hostes fee. 

Perhitungcm potensi hiburan Nite Club dapat dirumuskan sebagai berikut :35 

PHIN = S x D x To x 0 x Pr x P x Pf 

14 Ibid 
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Keterangan: 

PHIN = Potensi hiburan nite club 

s = Jumfah tern pat duduk 

D = Jumlah hari 

To = Waktu pergantian 

0 = Jam kerja atau jam buka 

Pr = Harga tanda masuk 

p = Prarnuria 

Pf = ·Hostes fee 

Untuk menghitung potensi. biburan insidential. dapat diuraikan sebagai berikut : 

Phil = Pn x S x Pr 

Keterangan : 

Phil = ·Potensi hiburan insidentil 

Pn = Jumlah. penyelenggara 

S = Jumlah tempat duduk 

Pr = Harga tanda masuk 

Perhitungan untuk potensi penerimaan bagi hiburan ana.k-anak berbeda 

dengan perhitungan potensi obyek hiburan yang telah disebutkan sebelumnya dan 

ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penentuatl potens1 

yang ak.an dik.enak.an. Dengan demikian perhi:tungannya adahih sebagai berikut ·.36 

PHIM =Ex D x To x Pr 

Keterangan : 

PHIM = Potensi hiburan anak-anak: 

E = Jumtah sarana permainan 

3~ /hid h. 141 
36 /hid 
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To = ·Masa pergantian 

Pr = Tarip 

S. Target Realisasi Pajak Hiburan di Kota Surabaya. 

Dalam rangka peningkatan bagi pemasukan Pendapatan As'li Daerah terutama 

berhubungan dengan aspek perpaja.kan akan ditemui suatu sistem kerja yang 

memudahkan bagi kedua betah pihak yaitu fiscus dan wajib pajak hiburan untuk 

melakukan kewajibannya masing-masing, di satu sisi fiscus berk:ewajiban untuk 

memungut pajak dan di lain sisi ke~jiban wajib pajak hiburan adalah untuk 

melakukan pembayaran pa.jak. Pengenaan pajak dalam hal ini pajak hiburan 

dklasarkan atas target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh masing-masing 

daerah yang diwakili oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tersebamya obyek hiburan di suatu 

wilayah akan menyebabkan perbedaan pengenaan pajak hal ini akan 

menimbutkan pengaruh terhadap target yang hendak dicapai pada masing-masing 

wilayah. 

Sebagai perwujudan dari pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya, 

dikenal sebuah sistem berupa target realisasi yang harus dicapai oleh masing­

masing wilayah. Setiap area yang diwakili oleh Dinas Pendapat.an Daerah 

mempunyai beberapa obyek hiburan yang cukup potensial untuk dikenai pungutan 

Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 

2002 tenbtng Pajak Hibunut. Keanekaragarthut temput hlburan irulah yang dapat 

tuenjadi sun1ber utama pendapatan bagi masing-tnasing aiea untuk memenuhi 
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target dari perealisasian Pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing 

wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya memiliki keistimewaan tertentu 

yang munbrkin ttdak dimiliki oleh wiJayah lain, pada beberapa di.nas dapat 

dimungkinkan menangani tempat hiburan yang potensial dan banyak 

menghasitkan pemasukan bagi dinas tersebut. Sebagai contoh di wilayah surabaya 

pusat banyak terdapat tempat biburan yang sampai sekarang ini menjadi 

primadona da1am pemasukan Dinas .Pendapatan Cabang Surabaya Pusat seperti 

bioskop, Diskotik, spa atau obyek hiburan lain yang memiliki tarif pajak tinggi 

Sekarang ini witayah Surabaya ·Pusat menangani 23 tempat permainan anak, 25 

buah panti pijat, ll bilyard~ l tempat bowling atau video rentaL 16 buah gedung 

bioskop, 4tempat diskotik, serta 8 tern-pat karaoke. 37 Letak geografi yang strategis 

menyebabkan. area SUrabaya Pusat menjadi tempa.t berkumpulnya tempa.t hiburan 

yang potensiat dan pengenaan tarif pajaknya tinggi. ·Namun hat tersebut tidak 

mengecilkan arti dari Dinas Pendapatan Daerah di wilayah lain karena di area. lain 

jui,'ll terdapat obyek pemungutan pajak hiburan yang potensinya tidak kaJah 

dengan. obyek hiburan yang menjadi primadona tersebut.. 

Secara umum realisasi perotehan pajak d.aerah dari target yang ditetapkan 

Pemerintah Kota Surabaya tahun 2004 adalah sebesar 210.777.838.9-88 rupiah-

Sejak periode .I Januari hingga 6 April 2004 tercatat telah mencapai angka 

58.275.040.868 rupiah yang berarti telah mencapai sekitar 27~6 persen dari target 

yang harus dicapai. Angka tersebut berasat dari enam sektor ·pajak daerah yang 

37 Wawancara dengan lbu Enny koordinator Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah cabang 
Surabaya Pusat tansgal 24 Mei 2004. 
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meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan pajak 

r'YArk:. 38 ,.,_.. u. 

Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota 

Surabaya, Basuki Sip yang didampingi oleh Kepala Sub Dinas Hubungan 

t-A.asyarakat ( Drs. Tasmuji Cham.sun ) menyatakan bahwa mereka optimis dengan 

target yang telah ditetapkan ·pat~a awal tahun ang~ciran akan terealisasi pada akhir 

D&ri. enam sumber penerimaan. pajak, masing-masing targetnya ditetapkan Rp 

48,9 miliar (pajak hotel), ·Rp. 44,9 miliar (pajak restoran), ·Rp. 8,8 miliar (pajak 

hiburan)~ Rp. 84 miliar (pajak penerangan _jalan) .. Rp. 18 .. 5 miliar (pajak: reklame) 

dan Rp. 5.5 miiiar untuk pajak pa.rkir. Sedangkan dari target perolehan pajak yang 

dit.A+a..,.t.a., l J... .. ,l Anr-t{· sebe ·7 l.-,.-, 'j·' 'ah co + ; . o· _ -...~.~. se ama vw.an. ~-·- sar l.,., .:..;:.. mt 1ar rupt.cu . saat m1 tnas 

Pendapatan mencatat realisasi sebesar 1,009 miliar rupiah atau telah mencapai 

Benlrut ini akan disajikan target realisasi paiak hiburan kota Sura.baya selama 

. h 1..-L. m.· . • h "'1\1\.. 41 tlga ta .. lm. te.rn.,_nli te ___ lt\mg SeJaK ta un b1u t. 

j• « R:oalisasi Pajak Daecah 27,6 %, Smya, 8 April, 2004, h.27. 
3~ Ibid 
4a Jbid 

41 Wawaneara doogan bapak Abdul Aziz selaku kui Pcnctbitan Surat Ketetapan Dinas Pcndapatan 
K ota Surabaya t8neea1 ?~ 'Juni ?004 
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TAHUN TARGET REALISASI KEKURANGAN/ 

KELEBIHAN 

2001 Rp. 6.685. 000. OOOJOO Rp.6.839.962.042,00 Rp.154.962.042,00 

i 2002 i Rp.7.650.000.000,00 Rp.7.7t l.5 tS.67S,OO Rp.6l.S 15.675,00 

2003 Rp.8.l50.000.000,00 
j I 

Rp.8.784.662.592,SO I Rp.634.662.59t,SO l 

Target realisasi Pajak Hiburan. ini adalah sebagai indikator mengeruu 

penerimaan pajak hiburan khususnya di Kota Surabaya, dari target yang 

ditetapkan pada waktu penyusunan APBD menjadi tolok ukur terhad3;p 

ke~thusihm Diuus Ptudupatun Kulu dulwn. IDelakukan tuga~nya yaitu memungut 

pajak biburan di kota. Surabaya. Pada akhic taJmn anggacau dilakukan evaluasi 

i1iengenai peningkatan ataupun penurunan penerimaan yang diperoleh Dinas 

Pendapatan Kota dan hal ini dihicarak:an secara int.en~df agar pada tahun yang 

meudat.ang kcnduta-ktmdalu yu.ng ililna.Uupi ililpu.t ilirninimalisir. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



BAR Ill 

SOLUSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK 

MEMECAHKAN HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK 

HIBURAN DI KOT A SURABA Y A 

1. Sistem pemungutan pajak biburan. 

Sistem pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya menggunakan dua cara 

yaitu cara porporasi dan taksasi. Porporasi berlaku bagi hiburan yang 

menggunakan Harga Tanda Masuk sedangkan untuk taksasi ( sistem taksiran) 

digunakan untuk hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda ~fasuk. 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan 

membedakan tarif pajak untuk hiburan menjadi dua macam yaitu tarif pajak yang 

dalam pengenaannya menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) dan yang tidak 

menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) mengenai pengklasifikasian tersebut 

pembuat undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa landasan yang 

mendasari pembedaan demikian, padahal dalam pengenaan pajak hiburan 

memiliki kekhususan yaitu adanya sistem porporasi seperti yang dijelaskan dalam 

pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang 

Pajak Hiburanjo pasall angka 18 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 

Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan "Porporasi adalah tanda (plong) 
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mesin porporasi yang harus disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti 

pembayaran pajak". 

Dalam melakukan kegiatan berusaha, penyelenggara hiburan dibebani dengan 

kewajiban tertentu selain melakukan pembayaran pajak atas hiburan yang 

diselenggarakan. SaJah satu kewaj iban penyelenggara hiburan antara Jain tertuang 

pada pasal 30 ayat I huruf g Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 

2002 tentang Pajak Hibura.n yang menyatakan bahwa Penyelenggara Hiburan 

berkewajiban untuk memporporasi karcis Harga Tanda Masuk (HTM) yang akan 

digunakan atau dijual ke kantor dinas Pendapatan Kota Surabaya. Surat 

Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 6 menyatakan 

bahwa penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk diharuskan 

menggunakan tanda masuk yang telah diporporasi oleh mesin porporasi Dinas 

Pendapatan Kota Surabaya. Larangan bagi penyelenggara hiburan terkait dengan 

sistem porporasi adalah dilarang melakukan perubahan tanda masuk yang telah 

disyahkan menurut ketentuan Peraturan Daera.h ini tanpa izin (porporasi) Kepala 

Daerah atau Pejabat. 

Bagi pemungutan pajak hiburan tempat hiburan yang menggunakan Harga 

Tanda Masuk (HTM) administrasinya lebih sederhana karena Wajib Pajak 

Hiburan hanya menyetorkan karcis ke Dinas Pendapatan Daerah ( untuk hibura.n 

rutin) atau ke Dinas Pendapatan Kota (untuk hiburan insidentil) untuk kemudian 

diporporasi dengan mesin porporasi yang telah disiapkan oleh dinas yang 

berwenang setelah itu di lakukan pembayaran sesuai dengan prosentase ketentuan 
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yang tercantum dalam ·Peraturan ·Pajak Hiburan. Contoh : untuk obyek hiburan 

berupa taman satwa (Kebun Binatang Surahaya) dikenai pajak sebesar 15 °~ dari 

HTM. 

Khusus mengenai bioskop ditetapkan secara tersendiri dalam Surat 

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan 

Pertunjukan Film pada Biosk:op di Kota Surabaya. Dalam Surat Keputusan 

tersebut diatur mengenai klasifikasi gedung bioskop, jadwal pertunjukan film, 

~rta harga dan wama tanda masuk pertunjukan fthn. Pembagian berupa kelas 

atau gotongan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penentuan pajak terhutang 

yang harus disetorkan pada Dinas Pendapatan Daerah yang menangani tempat 

hiburan tersebut karena tiap-tiap kelas memiliki tarif pengenaan pajak yang 

berbeda tergantung dari besamya Harga Ti.ket masuk dati gedung bioskop 

tersebut. Semakin besar Harga Tiket ·Masuknya menunjUkkatt semakin tinggi 

tingkatan kelas atau golongan bioskop tersebut dan hal ini membawa dampak bagi 

semakin besamya jumlah pajak hiburan terhutang yang harus dibayar dan 

disetorkan pada 

tersebut. 

Pelanggaran-pelanggaran yang dilak:ukan oleh .wajib pajak terkait dengan 

masalah pemungutan pajak dengan sistem porporasi adalah terjadi 

ketidaksinlcronan antara data yang dilaporkan di Dispenda dengan fak.ta di 

lapangan mengenai jumlah pengunjung di tempat hiburan. Hal ini biasanya terjadi 

pada Taman Satwa, diskoti~ dan kelab malam. Hal ini pemah terjadi pada Kebun 
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Binatang Surabaya. Cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak 

adalah demikian, dari 100 HTM yang terjual, pengunjung yang diberi karcis resmi 

hanya 80 orang sedangkan 20 orang sisanya diberi karcis yang bel urn di-porporasi 

pada Dispenda . Kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut adalah 

dengan memberikan karcis ilegal (belum di-plong) bahkan adapula yang 

mempunyai karcis ganda sehingga ada karcis yang sengaja tidak diporporasi ke 

Dispenda. Memang karcis yang lain sudah diplong pada Dispenda tempat hiburan 

tersebut berada namun inisiatif untuk tidak melak:ukan porporasi itu datang dari 

diri wajib pajak "nakal" itu sendiri. Padahal hal tersebut merupakan tarangan bagi 

penyelenggara hiburan yang tercantum dalam pasal 30 ayat 2 point a yang 

menyatakan " Penyelenggara hiburan dilarang mengadakan, menyediakan, 

memberi, menjual, dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf g (sistem porporasi).42 

Contoh pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara hibura.n di Kota 

Surabaya adalah ditemuinya I Karcis yang digunakan wttuk tiga orang · padahal 

dalam Pasal 30 ayat 2 point b menyatakan bahwa penyelenggara hiburan dil.arang 

memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung setain dari 

tempat atau kelas yang tercantwn dalam tanda masuk. Pelanggaran lain yang 

ditemui adalah pada tempat hiburan yang seharusnya menggunakan Harga Tanda 

Masuk ada yang diubah menggunakan sisten taksasi (taksiran) yang jelas 

41 W ~wancara dengan lbu Yusnaini kepala bagian penetap.m Dinas Pendapatan Daerah cabang 
Surabaya SeJatan tangga) J J Juli 2004. 
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menyalahi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya ·Nomor 9 Tahun 2002 

tentang Pajak Hiburan. 

Sol us( yang ditawarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah di litna wilayah Kota 

Surabaya untuk mengantisipasi pelanggaran yang ada dari sistem porporasi adalah 

dengan cara mencatat semua nomor seri Harga Tanda Masuk yang telah 

diporporasi agar dapat diketahui apakah Wajib Pajak melakuk:an pelanggaran atau 

tidak. Pada prakteknya adalah demikian : misalkan karcis yang bemomor seri A l 

sampai ASOOO akan diporporasi di Dispenda dan batas akhir dari seri A adalah 

A l 0000 maka bila yang diporporasi hanya sampai nomor 5000 barus diteruskan 

sampai habis nomor serinya ( sampai A l 0000 ). Setelah diporporasi maka 

ditakukan pencatatan oleh bagian petaporan pada Dispenda yang menangani 

tempat hiburan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran Wajib 

Pajak Hiburan atas sistem porporasi 43 

Untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi dilalrukan upaya pengawasan 

dari Oinas Pendapatan daerah dengan cara menerjunkan personil atau team 

khusus yang menangani masalah ini untuk melakuk:an investigasi atau 

penyamaran menjadi pengunjung yang membeli karcis di suatu tempat hiburan 

sehingga apabila Wajib Pajak Hiburan melanggar ketentuan porporasi maka dapat 

segera ditindak. Pada prakteknya penindakan terhadap kecurangan tersebut tidak 

dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam pasa132 ayat 4 Peraturan Daemh 

Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan yang menyatakan 

bahwa H Harga Tanda Masuk yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa 
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denda sebesar l 00% ( seratus persen) dari pajak yang terhutang'., namun melalui 

mekanisme sebagai berikut ini : 44 

1.. Dilakukan pemanggilan pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan 

porporast 

2. Meminta bukti-bukti pelanggaran berupa karcis yang belum diporporasi 

tersebut. 

3. Memporporasi karcis yang bel urn diporporasi tersebut. 

Tujuan investigasi ini adalah supaya wajib pajak hiburan yang melanggar 

ketentuan porporasi tidak dapat mengelak lagi karena sudah ditemui bukti 

pelanggaran yang dilalcukan. 

Bagi tempa.t-tempat hiburan di Kota Swabaya yang menggunakan sistem 

Taksasi dalam pungutan pajak Hiburannya dapat menimbulkan kendala dan 

hambatan dalam praktik pemungutannya. Sistem taksiran atau taksasi ini dapat 

menimbulkan upaya "kerjasama" antara aparatur pemungut pajak ( fiskus) dengan 

wajib pajak Hiburan. Hal ini terjadi karena dalam perhitungan untuk penetapan 

pajaknya seringkali diwamai dengan subyektivitas dari aparatur pemungut pajak 

itu sendiri. Kejadian yang demikian jelas dapat memungkinkan terjadinya usaha-

usaha dari kedua belah pihak tersebut yang nantinya akan terarah pada kegiatan 

yang merugikan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah. 

Pelanggamn dalam sistem taksasi terjadi pada kasus panti pijat liar yang 

sedang gencar dimuat di media massa. Menurut pernyataan yang diungkapkan 

43 !hid 
~Ibid. 
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beberapa pemilik panti pijat liar yang dikonfirmasi oleh Jawa /'o.~ menyatakan 

bahwa selama ini Dinas Pendapatan Kota selalu menerima setoran rutin dari 

·pemihk panti-panti pijat liar tersebut.45 

Kadispenkot Suhartoyo secara blak-blakan mengakui adanya setoran da.ri 

panti pijat tak berizin tersebut. Menurutnya setoran itu adalah untuk membayar 

pajak hiburan dan bukan digunakan untulc setoran yang lain. Ia menyatakan 

bahwa pajak hiburan tidak ada lcaitannya dengan perizinan yang dikeluarkan 

Di.sparta. Selama ada obyek dan subjek yang mela.kukan kegiata.n bisa ditarik 

pajak hiburan.46 

Padahal tempat hiburan seperti panti pijat itu diharuskan (berk:ewajiban) 

untuk memiliki izin usaha sesuai dengan yang dltentukan oleh pasal 30 ayat l 

huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak 

·Hiburan yang menyatakan bahwa penyetenggara hiburan diwajibkan untuk 

menunjukkan surat izin usaha pariwisata. dan atau surat izin menyelenggarakan 

hiburan dari Walilcota Surabaya. Hal ini didul\lllg pula dengan bunyi ketentuan 

pasal30 ayat 2 huruf g yang menyatakan bah.wa penyelenggara hiburan di.larang 

menyelenggarakan atau mengadakan pertunjukan hiburan tanpa izin dari ·Kepata 

Daerah atau pejabat.47 

Kadisparta Muhtadi mengatakan bahwa penarikan pajak yang dilakukan oleh 

Dispenkot memang sering menyulitkan Disparta sebab banyak pemilik panti pijat 

•~ Temyata. Pemkot Tarik Pajak. )OHJO Pos, Selasa 22 Juni 2004. h.JJ. 
46 lhitl 
47 Baca halaman 64 skripsi. 
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yang menganggapnya sebagai bukti legalitas. ·Padahal pajak hiburan sama sekali 

bukan bukti perizinan. 43 

Digunakannya dua sistem yaitu sistem porporasi (bagi tempat hiburan yang 

menggunakan Harga Tanda Masuk) dan sistem taksasi atau taksiran (bagi tempat 

hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk) mempunyai tujuan untuk 

mencegah wajib pajak hiburan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang 

nantinya dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (tax evasion). Setiap 

sistem tentu memiliki kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya di lapangan, 

untuk itu kedua sistem tersebut digunakan agar sating melengkapi dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya. 

2. Wewenaog dinas lain yang terkait. 

Wewenang dinas lain yang terkait dengan pemungutan pajak hiburan di Kota 

Surabaya sangat menentukan dalam hal kelancaran pemungutan yang dilakukan. 

Dinas yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Oalam rangka 

meningkatkan pendapatan asli daerah maka dapat dilakukan upaya intensifikasi 

dan. ek:stensifikasi pemungutan pajak daerah. lntensifikasi adalah dengan upaya 

mengoptimalkan penerimaan dari obyek Pendapatan AsH Daerah yang telah ada 

sedangkan ekstensifikasi adalah dengan meluaskan jaringan obyek Pendapa.tan 

Asli ·oaerah khususnya dalam bidang pajak daerah. 

41 Ternyata, Pemkot Tarik Pajak, Loc.cit. 
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Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berik:ut :49 

a. Mempeduas basis penerimaan 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertuas basis penerimaan adalah 

dengan ca.ra mengidentifikasi pembayar pajak baru yang dianggap 

potensial, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaia~ 

menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 

b. Memperkuat proses pemungutan 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempercepat penyusunan Pemturan 

Daera~ mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan sumber 

daya manusia. 

c. Meningkatkan pengawasan 

Pengawasan dapa.t dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaa.n secara 

dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasa~ menerapkan 

sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terbadap pibak fiscus 

(petugas pajak), serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan 

yang diberikan oleh daerah. 

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 

49 Tjip Ismail, Op.cit, h.IJJ. 
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Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki 

prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, 

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 

e. Menin.gkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang l.ebih baik 

Hat ini dapat ditakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait di daerah. 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Depkeu Hadi Poemomo menjelaskan 

mengenai berbagai upaya untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak adalah 

melalui upaya monitoring atau pengawasan dengan cara membuat bank data 

untuk memonitor aktivitas wajib pajak , introspeksi internal, canvasing 

(penyisiran), ekstensifikasi (mencari wajib pajak yang sembwtyi), dan 

intensifikasi.50 

Dalatn pemungutan pajak hiburan terdapat dinas lain yang terkait yaitu Dinas 

Pariwisata dalam hal pemberian izin usaha pariwisata Badan Kesatuan Bangsa 

dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Polisi Pamong Praja serta Dinas 

Pendapatan Daerah dan Dinas Pendapatan Kota dalam hal memungut pajak 

hiburan. Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut seperti berikut ini. 

a. Wewenang Dinas Pariwisata (Disparta) 

Dinas Pariwisata berwenang Wttuk memberikan izin usaha pariwisata bagi 
I 

tempat hibw:an untuk menjalankan kegiata, atau usaha bagi tempat-tempat 

hiburan di Kota Surabaya. Salah satu ins~en yang seeing digunakan daJam 

Hukum Administrasi adalah izin, dengan adania izin yang diberikan maka tujuan 
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utama yang ingin dicapai adalah untuk pengendalian terhadap suatu kegiatan 

tertentu. Pengendalian ini tercermin dalam tindakan pengawasan yang dilakukan 

oleh instansi yang mengeluarkan izin tersebut agar ke&riatan yang dilaksanakan 

tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. 

Secara umum tujuan perizinan adalah: 51 

a. Mengarahkan atau mengendalikan (sturen) aktivitas tertentu; 

b. M.encegah bahaya; 

c. Melindungi obyek tertentu~ 

d. Seleksi orang dan atau aktivitas tertentu. 

Dalam Kaitannya dengan aspek perizinan maka kegiatan yang 

diselenggarakan oleh tempa.t hiburan memerlukan adanya izin Usaha Pariwisata 

dan Tempat -Hiburan Umum yang diketuarkan oleh Dinas Pariwisata, ·Pasat 1 

angka 5 Surat Keputusa.n Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan mendefinisikan Izin 

Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Kepata Dinas Pariwisata kepada 

badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di 

bidang Kepariwisataan. 

Tujuan utama penerbitan izin ini adalah selain untuk upaya pengendalian 

bagi usaha yang dilakukan agar tidak mengganggu lingkungan sekitamya juga 

~ Potensi Kenaikan Pajak Rp. 23 Trilyun., Jawa Pos, Sabtu 29 Mei 2004, h. 9. 
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untuk upaya pendataan agar tempat usaha tersebut dapat dikenai pemungutan 

pajak hiburan. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat l huruf f Peraturan Daemh 

Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yang menyatakan 

bahwa penyelenggara hiburan diwajibkan untuk menunjukkan surat izin usaha 

pariwisata dan atau surat izin menyetenggarakan hiburan dari Walikota Surabaya, 

alasan pengaturan ketentuan ini adalah supaya administrasi yaitu mengenai 

pendataan tempat hiburan di Surabaya dapat terkoordinasi dengan baik dan 

dengan pendataan tersebut da.pat memudahkan. Dinas Pendapatan Kota maupun 

Dinas ·Pendapatan ·oaerah mengetahui tokasi tempat hiburan di Surabaya untuk 

kemudian melakukan pemungutan pajak lnburaa Namun dalam prakteknya 

masih banyak terjadi pelanggaran dan adanya kesulitan dalam penerapan 

penerbitan izin resmi bagi tempat hiburan liar tersebut (banyak terjadi pada panti 

pijat). Selain bat tersebut, izin juga dapat dipergunakan untuk upaya penindakan 

dari aparat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran seperti melakukan usaha 

yang tidak disebutkan dalam izin, petanggaran dalam hal tidak membayar pajak 

hiburan dan sebagainya. 

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pariwisata (Disparta) hingga bulan J uni 

2004 terdapat sekitar 300 (tiga ratus) panti pijat yang tidak memiliki izin resmi 

da.ri Disparta. Dan beberapa. panti pijat yang tidak memiliki izin tersebut diduga 

dipergunakan sebagai tempat prostitusi terselubung.52 

51 J.B.J.M. ten berge dan N.M. Spelt, Penganlar Hulcum Perizinan, cet. l, Yuridika. Surabaya, 
1993, b.4-5. 
s2 300 Panti Pijat Liar. Jawa Pos. se\asa lS Juni 2004. b.34. 
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·Menurut ·Muhtadi selaku Kepala 'Dinas Pariwisata 'Pemerintah Kota Surabaya 

ini data yang terhimpun adalah berdasarkan pada hasil pengamatan dalam sebulan 

penuh dan data tersebut dihitung dari seluruh wilayah di Surabaya. Misalnya di 

kawasan Ngagel~ sepanjang saluran Simo, Darmo Park, hingga Kawasan Kedung 

·noro, dan tempat panti pijat lain yang terletak dalam perkampungan belum 

termasuk dalam hitungan.s3 

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa. tempat hiburan 

tersebut akan merugikan Pemerintah Kota (khususnya Dinas Pendapatan Kota) 

dalam hal pemungutan pajak hiburan. Kesulitan yang dibadapi oleh Dinas 

Pendapatan Kota dikarenakan banyaknya tempat hiburan yang tidak terdaftar akan 

berdampak pada kinerja masing-masing Dinas Pendapatan Daerah dalam upa.ya 

penarikan pajak hiburan. Dispenda akan kesulitan dalam hal melacak obyek 

hiburan yang akan dikenai pajak hiburan dan hal ini dapat mengakibatkan 

penurunan jumlah penerimaan masing-masing Dinas yang nantinya akan 

berdampak pada pencapaian target realisasi pajak yang tidak: maksimal. 

Maraknya panti pijat liar di Kota Surabaya membuat pendapatan pemkot 

tidak bisa tergali secara optimal. Maklum., panti-panti pijat liar itu tidak 

menyetorkan pajak kepada pemkot sebagaimana paanti pijat resmi. Berdasarkan 

hitungan kasar Jawa Pos., pendapatan yang ~-hilang" akibat maraknya panti pijat 

liar itu bisa mencapai Rp. 9 AS miliar selama setahun. Untuk hal tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut: 54 

':\ liNd 
'" Pemkot Bjsa "Rugi" Rp 9,45 M • .Jawo Pos, Senjn 2 J Juni 2004, h.JJ. 
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J ika tarif pijat per jam Rp 25 ribu, dan konsumen per hari rata-rata l 0 orang, 

maka pendapatan rata-rata setiap panti pijat mencapai Rp 7,5 juta sebulan. 

Asumsi : panti pijat liar di Surabaya berjumlah 300 tempat (data Dinas 

Pariwisata), maka pendapatan rata-rata seluruh panti pijat liar adal.ah Rp. 27 

miliar setahun (Rp. 7,5 juta x 300 panti pijat x 12 bulan = 27 miliar). ·Karena 

pajak: panti pijat liar ditetapkan 35 persen d.ari pendapa.tan, maka, fulus yang bisa 

diraup pemkot bisa mencapai Rp.9,45 miliar (Rp.27 miliar x 35 persen = Rp.9,45 

miliar). Jadi potensi pendapatan pemkot yang bilan.g diperkirakan sebesar Rp. 

9,45 miliar setahun.55 

Untuk: mencegah hal tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya mengatur 

permasalahan yang terkait dengan izin usaha pariwisata maupun izin tempat 

hiburan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan. 

Di dalam ·Peraturan ·oaerah tersebut memuat mengenai ketentuan tentang 

perizinan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin serta 

prosedur pengajuan izin. 

Prosedur mengenai pengajuan izin Pariwisata Rekreasi dan Hibumn Umum 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang ·Kepariwisataan 

tepatnya pada pasal ll3 ayat l. Ketentuan pada pasal tersebut mengatur bahwa 

izin diJnohookan secara tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

Dalam hal ini pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izi.n adalah Kepala 

Dinas Pariwisata Kota Surabaya melalui permohonan yang diajukan oleh 

pemohon izin. 

~~ Ibid 
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·Pemohon yang berkepentingan dalam penerbitan izin harus mengisi formulir 

t~rt~ntu yang disediakan oleh Dinas Pariwisata (Disparta) dan disertai dengan 

persyaratan tertentu yang harus dilampirkan oleh pemohon izin tersebut. Formulir 

berisi tenta.ng identitas pribadi pemohon izin dan data mengenai hal-hal yang 

terkait dengan tempat usaha yang dimohonkan untuk memperoleh izin. Setelah 

fonnul.ir tersebut diisi secara lengkap dan benar maka langkah selanjutnya adalah 

melampirkan persyaratan administratif yang harus disertakan meliputi : 

a Foto copy Izin. Gangguan yang dilegalisir; 

b. ·Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 

c. Foto copy Akta Notaris pendirian Badan yang dilegalisir apabila pemohon 

adalah Badan; 

d Gambar denah ruangan; 

e. Foto copy surat izin usaba pariwisata rekreasi dan hiburan wnum yang 

dilegalisir, bagi permohonan perpanjangan izin usaha~ 

f. Bukti pelunasan pa.jak hiburan tahun terakhir sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bagi permohonan 

perpanjangan izin usaha. 

Mengenai tata cara dan prosedur pengaJuan izin bagi usaha pariwisa~ 

rekreasi dan hiburan umum tersebut diatur lebih lanjut dalam Sura.t Keputusan 

Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum. 

Proses dan tata cara dalam penyelesaian pennohonan izin diatur dalam Bab 
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lV Surat ·Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 

10 yang akan diuraikan sebagai berikut: 

l. Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas 

Pariwisata melalui sub dinas obyek dan daya tarik wisata serta mengisi. 

fonnulir tersebut secara benar 

2. Penyerahan persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebelumnya 

kepada sub dinas obyek dan daya tarik wisata 

3. Sub dinas obyek dan daya tarik wisata berkewajiban untuk : 

<• ·Menetiti berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan yang diajukan 

•!• Mengadakan pemeriksaan atau penelitian ke lokasi. Hal ini bertujuan 

untuk mencocokkan data yang ada dengan fakta di lapangan mengenai 

kebenarannya. 

•!• Membuat berita acara pemeriksaan ke lokasi dan memberikan 

pertimbangan berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan izin 

yang dimaksud 

•!• Persiapan m.engenai konsep Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan. 

·Hiburan umum yang diajukan kepada kepala dinas pariwisata. 

4. Setelah itu kepala dinas pariwisata berk:ewajiban untuk: 

•!• Menandatan&rani konsep Surat Izin Usaha Parhvisata Rekreasi dan Hiburan 

umwn 

•!• Menyerahkan kembali berkas Surat lzin Usaha Pariwisata Rekreasi dan 

Htburan Uanutn kt:paua sub dinas obyek dan daya tarik wisata. 
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5. ·sagian Tata ·usaha berkewajiban untuk: 

•!• Memberi Nomor register perizinan pada surat izin usaha tersebut 

kemudian ditandatangani kepala disparta dan dicatat dalam buku register 

•!• M.elakukan penyerahan surat izin kepada sub dinas obyek dan daya tarik 

wisata. 

6. Sub dinas obyek dan daya tarik: wisata berkewajiban untuk: 

•!• Memberikan bimbingan dan pengarahan pada pemohon dalam upaya 

pembinaan penyelenggaraan usaha pariwisata 

•!• ·Menyerabkan surat izin tersebut kepada pemohon. 

Pemohon izin usaha pariwisata dan hiburan umum dapat menerima izin 

datam jangka wal~ kurang lebih 6 ( enam) hari setelah di8;jukannya permohonan 

kepada Dinas Pariwisata. 

Dalam. hal persyaratan yang diberikan. belum memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan oleh Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan maka instansi pemberi 

izin dapat tidak mengolah permohonan yang· diajukan. NamWl hal ini haruslah 

didabului dengan pemberitahuan kepada pemohon agar dengan segera melengkapi 

persyaratan yang kurang dalam kurun waktu tertentu. 

Menyikapi ketentuan pasal 3 ayat 3 Keputusan Walikota No.2 Tahun 2004 jo 

pasalll3 ayat (10) Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang Kepariwisataan, izin usaha 

pariwisata rekreasi dan hiburan umum meliputi : izin usaha, izin usaha khusus, 
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dan izin usaha bersyarat. Pengaturan izin usaha khusus dan izin usaha bersyarat 

tidak lazim dalam berbagai perundangan perizinan. 56 

Namun karena jenis usaha tersebut merupakan aturan hukum yang harus 

dilaksanakan, mak:a pertimbanga.n yang diberikan atas pemberian izin. usaba panti 

pijat yang berupa izin usaha khusus haruslah dengan bijak dan bertumpu pada 

asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk 

Bestuur ). Perlu ditekankan untuk tidak terlalu mudah dalam pemberian izin usaha 

khusus dan izin usaha bersyarat, yang akhimya a.kan mengarah pada tindakan 

c;'diskriminasi". Disamping berpeluang diskriminatif, adanya izin khusus dan izin 

bersyarat merupakan lahan subur bagi praktik tindakan sewenang-wenang dan 

penyatahgunaan wewenang (detournement du pouvoir). 57 

b. Wewe11ang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

(Bakesbaog liomas) dan Dioas Potisi Pamoog Praja (Dispol PP) 

Bakesbang linmas berwenang dalam melakukan pendataan dan pengawasan 

tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya~ pengawasan dikhususkan untuk jam 

operasional tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya. Ketentuan mengenai Surat 

Keputusan Walikota mengenai jam operasional bagi kegiatan usaha di bidang 

rekreasi dan hiburan sempat rnenirnbulkan pennasalahan dalam pelaksanaannya. 

Bakesbang linmas dalam hal ini menjadi ketua tim pengawasan tempat 

rekreasi dan hiburan di Kota Surabaya namun dikhususkan untuk tempa.t-tempat 

~6 Tatiek Sri Djatmiati, "Ribut-ribut Soal Panti Pijat Liar- Pijat ltu "Medis", bukan Hiburan", Jawa 
Pas, 5 JuJi .2004, h . .27. 
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hiburan yang memitiki izin resmi yang diterbitkan o1eh Dinas 'Pariwisata 

sedangkan di sisi lain tugas untuk menertibkan tempat hiburan yang tidak 

memitilci izin resmi adalah menjadi kewenangan dari Dispol PP. 58 

Pemerintab Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan akan menutup tempat 

hiburan di Surabaya selama Bulan Puasa. Langkah ini diambil guna meredam 

konflik kepentingan yang timbul di antara beberapa kelompok di Surabaya, yang 

dikhawatirkan dapat menyulut pertikaian.59 

Keputusan tersebut diambil oleb W alikota Surabaya yang pada saat itu 

dijabat oleh Bambang Dwi ·Hartono ketika dalam pertemuan bersama dengan 

jajaran Muspida Surabaya. Menurutnya upaya ini diambil karena untuk 

menimbulkan situasi dan kondisi yang kondusif dalam bulan-bulan tertentu yang 

dimungkinkan da.pat menimbulkan kont1ik bagi masyarakat Kegiatan penutupan 

ini diutamakan bagi tempat hiburan ma1am yang dirasa dapat meresahkan 

masyarakat apabila tetap beroperasi selama bulan Ramadhan. Langkah penutupan 

di beberapa tempat hiburan malam dilakukan dengan tujuan pengendalian 

terhadap kegiatan hiburan malam di Surabaya. 

·Pada tahun 2002 walikota menerbitkan Surat ·Keputusan Walikota ·Nomor 49 

Tahun 2002 tentang waktu atau jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan 

hiburan umum pada bulan ramadhan dan malam hari raya Idul Fitri di Kota 

Surabaya. Ketentuan yang demikian secara tidak langsung akan berdampak 

terhadap pendapatan dari Dinas Pendapatan Daerah tempat hiburan tersebut 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



72 

berada, dengan adanya kebijakan penutupan sementara atau penutupan selama 

jam-jam tertentu akan menyebabkan berkurangnya pengunjung yang tentu saja 

akan menyebabkan berkurangnya .iumlah ~jak yang harus disetor pada Dinas 

Pendapatan Daerah dalam bulan·bulan tersebut. Surat Keputusan Walikota ini 

adalah sebagai awal dari penentuan kebijakan penutupan tempat-tempat hiburan 

tertentu pada bulan Ramadhan namun dalam pengaturannya ada ketentuan yang 

terlewat yaitu tidak dicantumkannya sanksi bagi pelanggar. 

Solusi yang diambil oleh kelima Dinas Pendapatan Daerah. agar pada bulan 

tersebut pemungutan pajak hiburan tidak mengalami penurunan secara drastis 

adalah dengan mengantisipasi sebelum dan sesudah bulan Ramadhan wajib pa.jak 

hiburan dikenakan pajak dengan jumlah lebih besar daripada bulan-bulan 

sebelumnya agar target realisasi yang telah. ditetapkan sebelumn.ya dapat tercapai 

·Hat ini agar tetap sesuai dengan ketentuan ·Perda ·Pajak ·Hiburan, wajib pajak 

hiburan tetap dapat mengajukan keberatan atas pemungutan pajak namun harus 

disertai dengan alasan yang terdapat dalam bab IX tentang keberatan dan banding 

pada Penta Pajak hiburan.6() 

Peraturan pelaksana atas ketentuan mengenai pembatasan bagi jam 

opt:rasional di bcberapa t~mpat-tt:mpat hiburan yang selalu berubah-ubah dan 

berganti tiap tahunnya dapat menimbulkan kebingungan baik dari aparat 

5
K Oispol PP dan Bakesbang Saling Lempar. Jawa Pos. Kamis 24 Juni 2004. h.33. 

~9 http://www.kompas.com/Jcompas~akl 0210/J5/jatim/temp47.htm, Sebsa 15 Olctober 2002 
60 Wawancara dengan lbu Y usnaini Kepala bagian Penetapan Dinas Pendapaun Daerah cabang 
Surabaya Selatan t.anggalll Juli 2004. 
Untuk pe.Yelasa.n lebih l~t tentang mekanisme k.eberatan dan banding terbadap pemungutan pajak 
mburan lihat pada halaman 75. 
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pelaksananya ataupun dari sisi Wajib Pajak yang dikenai ·Pajak ·Hiburan. 

Seharusnya Peraturan yang dibuat dapa.t merangkum segala kepentingan yang ada 

dan diutamakan bagi pemberian jaminan kepastian hukwn bagi W~jib Pajak 

Hiburan di Kota. Surabaya. Peraturan yang selalu berubah menyebabkan Wajib 

·Pajak ·Hiburan (khususnya bagi penyelenggara ·Hiburan) ban yak yang tidak 

mengetahui akan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang mengenai berbagai 

ketentuan yang terkait dengan. tempat hiburan malam~ 

·pada Surat ·Edaran Nomor 435/4158/436.4.17/2003 tertanggal 7 oktober 2003 

ketentuan operasionalnya masih berpedoman pada Penltura.n Daerdh Nomor 6 

Tahwt 2003 tentaog Pariwisata. Ketentuan itti ~hatusnya mentperhatikan 

ketentuan. lain yaitu mengenai Peraturan Daemh Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 

2002 tentang Pajak Hiburan karena ketentuan tersebut akan merugikan bagi 

kepentingan pengelola tempat hiburan di Kota Surabaya karena pemasukan yang 

diterima menjadi berkurang sedangkan pajak hiburan yang menjadi kewajibannya 

tiap bulan. tetap barus dibayar. Dal.am ketentuan tersebut tidak dicantumkan 

mengenai sanksi, namun hanya dicantumkan mengenai denda yang terlalu ringan 

bagi pengusaha Kealpaan dalam mencantumkan jangka wal'tU peringatan lisan 

serta peringatan tertulis dapat menyebabkan pelaksanaan surat edaran ini menjadi 

tidak efektif dan banya sebagai pemberitahuan semata bagi pihak pengelola 

hiburan di ·Kota Surabaya. 
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c. Wewenan& Dinas Pendapatan Kota dan Dinu Peoclapatan Daerab 

Wewenang Dtnas Pendapatan Kota secara umum adafah memungut pajak 

daerah dan retribusl daerah, sedangkan wewenang Dinas Pendapatan Daerah yang 

tersebar di lima wifayah Kota Surabaya adalah memungut pajak di tingkat 

Kabupaten atau ·Kota tennasuk di dalamnya adalah pajak pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak: reldame, pajak penef"'d.Ilgdll ja~ serta pajak 

pengambilan bahan gatlan golongan C. Dinas pendapatan daerah merupakan 

ujung tombak dan Dinas Pendapatan_ Kota Surabaya. Untuk pemungutan dan 

penetapan jumlah pajak terhutang bagi pajak hiburan atas penyelenggaraan 

hiburan rutin dilcelola oleh Dinas Pendapatan Daerah di lima wilayah Surabaya 

sedangkan untuk hiburan insidentil wewenang untuk memungut pajaknya 

ditangani oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dispenda di lima wilayah hanya ik.ut 

metakukan kegiatan pengawasan saja. 

Pada Dinas Pendapatan Oaerah terdapat susunan organisasi yang 

tnetnudahkan petnbagian tugas dalam rangka pelaksanaan Pemturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak: Hiburan yaitu Kepala Dinas 

-Pendapatan ·oaerah yang membawahi Bagian Tata Usaha, ·Pendataan, Penetapan, 

Penagi~ Pembukuan dan Pelaporan. 

Wewenang Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Daerah adalah : 

a) Mengbimpun data objek dan subjek pajak; 

Tugas ini dilakukan oleh bagian pendataan untuk jenis data objek dan subjek 

pajak sedangkan untuk mendata pembayaran Wajib Pajak Hiburan baik sistem 
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porporasi maupun sistem taksasi dilakukan oleh bagian pembukuan dan 

pelaporan. 

b) Menentukan besarnya pajak yang terbutang (dilakukan oleh bagian 

penetapan); 

Diatur dalam dalam Bah VI tentang Tata Cara Penetapan Pajak (pasal 11 dan 

12} Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak 

Hibura.n. 

c) Melakukan kegiatan. penagihan pajak: kepada wajib pajak ( dilakukan oleh. 

bagian penagihan ); 

Diatur dalam Bab VII tentang Tata Cam Penagihan Pajak Peratumn Daerah 

Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.61 

d) Menerima permobonan keberatan dan banding dari wajib pajak hiburan~ 

·Keberatan untuk ·Pajak-pajak daerah diajukan kepada -Kepata ·oaerah atau 

pejabat yang ditunjuk: (Kepala. Dinas Pendapatan Daerah) sebagaimana diatur 

dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 

(Kepala dinas Pendapat.an Daerah) atas suatu: 62 

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)~ 

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan; 

61 Penjelasan mengenai prosedumya lihat pada balaman 32-33 point 8 sampai 15. 
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4. Surat ·Ketetapan Pajak ·oaerah Lebih "Sayar (SKPDLB)~ 

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). 

Hal ini diatur dalam Bab IX tentang keberatan dan Banding (pasal23-pasal25 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan). 

·Pasal23: 
(l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada 

Kepala Daerah atau pejabat atas suatu : 
(2} Permohonan keberatan. sebagaimana dimaksud. pada ayat (I) barus 

disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 ( tiga) 
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT diterima oleh Wajib 
Paja~ kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat ditemui karena keadaan di luar kekuasaannya.; 

( 3) Kepata Daerah atau P~jabat datam jangka waktu paling lama 12 ( dua 
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagai.mana 
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan; 

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belus) bulan sebagaimana ditnaksud 
pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabilt tidak ntetnberikan keputusan, 
petmobonan. keberatan dianggap dikabulka.n; 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( t) tidak menunda 
kewajiban membayar pajak. 

Pasal24: 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian 

sengketa P~iak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 
Surat Keputusan Keberatan; 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak menunda 
kewaji.ban membayar pa.j_ak. 

Pasal25: 
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau 
banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikabulkan sebagian atau 
seluruhn~ kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

e) Menetapkan pembebasan ~iak dan keringanan pajak; 

61 Atep Adya Barata, MemlniiiKllisasi dm1 Alenghindt.vl Sengketo Pajak don Bea C11/ral, PT Elex 
Media Komputindo Kelompok Gramcdia. Jakarta. 2003. h. J 4. 
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Diatur dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah ·Kota Surabaya ·Nomor 9 

Tahun 2002 tentang Pajak Hibunm. 

Pasal26: 

(l) Kepala Da.erah (Walikota. Surabaya) atau pejabat berwenang (Dinas 
Pendapatan Kota) berwenang menetapkan pembebasan atau keringanan 
pembayaran pajak; 

(2) Pembebasan. dimaksud pada ayat (l) pasal inj diberikan kepada: 
a. Semua penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha 

ekonomi femah. yang peoyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling 
dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang 
dim iota da.ri penonton secara sukarela; 

b. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi 
lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan 
menggunakan peratatan yang sederllana dan penibayaran yang diminta 
dari penonton secara sukarela; 

c. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang 
seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan. pada APBN/ APBD; 

d. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang 
semata-mata bertujuan untuk peneranga.n masyarakat. 

Pasal27: 

(t) Uo.tuk pembinaan dan pengembangan Olah raga, kesenian daerah, dan 
Perfilman N·asional, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan berupa 
sumbangan setinggi-tingginya 500/o (lima pu(uh persen) dari jumlah pajak 
terhutang~ 

(2) KepaJa Daerah dapat memberikan keringanan terbadap penyelenggaraan 
hiburan yang bersifat sosial dan atau keagamaan yang tidak bertujuan untuk 
mencari keuntungao 

f) Menetapkan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak hiburan~ 

Diatur dalam pasal 7 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tabun 

2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 

Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. 

Pasal7: 

(I.} Wajib Pajak yang akan mengangsur pa.iak harus mengajukan permohonan 
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tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan~ 
(2) Wajib Pajak yang akan m.enunda pembayaran pajak barus mengajukan 

pt!nnohonan k~pada K~pala Dinw; P~ndapatan u~ngan mclampirkan foto 
copyKTP. 

g) Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan~ 

Diatur dalam pasal 9 Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 

tentang Petuf\iuk Pelaksanaan Peraturan. Daerah Kota Surabaya NQmor 9 

Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. 

Pasal9: 

Kelebihan pajak yang sudah disetor dan atau pajak yang dibayar di muka 
tetapi tidak semua tanda masuk terjual dapat dikembalikan kepada Wajib 
Pajak dengan cara : 
a. Mengisi formutir permohonan pengembalian pembayaran pajak yang telah 

di~iakan di alas tnat~rai s~~sar ~suai k.~t~ntuau yang berlaku dan 
memperoleh SKPDLB; 

b. Wajib pajak seteJah menerima SKPDLB selanjutnya Dinas Pendapatan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah 
(SPMKPD) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapata.n; 

c. Dinas Pendapatan menyampaikan SP.MKPD kepada bagian ·Keuangan 
guna dit~rb.itkan SPMU dan selanjutoya Kas Da~rah mengembalikan 
kelebihan pembayaran pajak kepada pemobon berdasarkan SPMU. 

h) Pengawasan penyetoran pajak hiburan terhutang. 

Untuk pengawasan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab tentang 

pengawasan oleh Dina~ Pendapatan Kota dan Dina~ Pendapat.an Oaerah,63 

3. Penegakan hukum dalam Pajak Rlburan 

Konsep penegakan hukwn tidak dapat disama artikan dengan konsep 

perlindungan hukum sebab keduanya memiliki arti yang berlainan. Penegakan 

hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran 

ut:ngan cant mt!lttkukan pengendalian sedangkan perlindungan hukum adalah 
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sarana yang dimiliki masyarakat untuk menuntut perlindungan da1am bidang 

hukum agar haknya terlindungi. Ketentuan penegakan hukum administrasi 

mengandung dua komponen penting yakni pengawasan ( upaya penegakan hukum 

preventif) dan penerapan sanksi (upaya penegakan hukum_ represif). Kedua 

komponen ini diperlukan agar dalam pelaksanaannya di lapangan petunjuk 

pelaksanaan mengenai penertiban tempat hiburan yang ada di Kota Surabaya 

menjadi efektif. 

Peran_ Pemerinta.h Kota. Surabaya dalam_ melakukan pengawasan mekanisme 

pemungutan pajak hiburan iatah metakukan pengawasan secara berkala melalui 

koordinasi dinas-dinas terkait yang meliputi : Dinas Pari~ Bakesbang 

Ho.tnas, Dinas Polisi Ptitiiutig Pf3:ja, Ditms Pendapatan Kota, serta Kecamatan dan 

K.eturahan. 64 

Pemerintah Kota Surabaya memanda.ng perlu untuk melakukan pengawasan 

t~rhadap l~n1pat hiburau ui Kota Suntbaya, pt:ngawasan dilakukan pada berbagai 

aspek yang terkait dengan tempa.t hiburan yaitu men~nai perizinan (~akukan 

oleh Dinas Pariwisata ), jam operasional bagi tempat-tempat hiburan ( dilakukan 

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Dinas Polisi 

Pamong Praja), ~rnungutan pajak (dilaksanak.a.n olt!h Dinas Pendapatan Kota 

serta k:ehma Dinas Pendapa.tan Daerah). Upaya ini ditempuh untuk mengurangi 

dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara 

61 Penjelasan lihat pada halaman 90. 
~ W awancara dengan bapak Abdul Aziz seWru kasi Penerbit•n Sum KetetJSpan DiMs Pe."1dapaW1 
K.ota Surabaya tanggal25 luni 2004. 
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hiburan. Tetbit dengan wewenang masing-masing dinas akan dijelaskan seperti 

berikut. 

a. Penegakan hokum oleh Dina Pariwisata (Diaparta) 

PelakmtttWtrt <htri kett:nluan penegukun hukum administrasi dalam hal 

perizinan dilakukan oleh Oinas Pariwisata meliputi upaya penegalcan hukum 

oorsifal pr~ventif dan represif. 

Upaya pene~ hukum preventif dapat dilakukan dengan mekanisme 

pengawasart uleh pihKk yang berwenang wdum hul pengawasan izin. Mengenai 

pengawasan dan pembinaan penye1enggaraan kepariwisataan diatur dalam pa.~l 

118 Pt:raturan Da~rah k~pariwisataan dan paua prak.l~knya ~ugawasan dilakukan 

dengan koordinasi antara instansi-instansi terkait yaitu badan k:esatuan bangsa dan 

pei'llm1uitgan ntusy~rttkut (Dt1k~lmrtg Htu1itts) diin Dirt~ Polisi Pamong Praja 

{Dispol PP). 

Namun dengan adanya kasus panti pijat Liar yang sedang gencar dimuat 

datam media massa ini dapat dinilai bahwa aparat pemerintah Kota menjadi 

sal.ing mel.empar tanggung jawab, padahat ketika tem.pat hiburan malam yang 

berskala besar (seperti diskotik) diberi peringatan aparat pemerintah kota justru 

bertindak tegas. Lemahnya koordinasi dan sistem informasi pada tim pengawasan 

hiburan malam di Kota Surabaya menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif 

dan tidak dapat betjalan baik. Tcrjadi kcrancua.n dalam pemha~an tuga.~ (joh 

disc) aparat pengawas tern pat hiburan, seharusnya hakeshang linmas sehagai tim 

yang mengetuai memberikan inisiatif unt.uk mela_l<ukan penindakan atas 
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pelanggaran yang tetjadi. Koordinasi antara ketiga aparat pemkot ( dispol PP dan 

kepolisian dari sisi pidana, bakesbang linmas dan disparta dari sisi perizinan~ serta 

Dinas Pendapatan Kota dari sisi pajak) sangat diperlukan dalam rangka 

melakukan penertiban terhadap panti pijat liar yang jela.s-jelas menyalabi 

ketentuan perda pariwisata mengenai perizinan. Tugas pokok dan fungsi yang 

masih tidak jelas menyebabkan antara instansi yang satu dengan instansi yang 

tain menjadi saling menunggu untuk melakukan tindakan penertiban atas 

pelanggaran yang ada. 

Sanksi administrasi adalab instrumen pemerintah yang digunakan untuk 

menghentikan pelanggaran norma hukum administrasi dan penerapannya 

merupakan penegakan hukum represif. 

Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain :65 

a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan ); 

b. Penarikan k:embali keputusa.n (ketetapan) yang menguntungkan (izin, 

pembayaran, subsidi)~ 

c. Pengenaan denda administratif~ 

d. -Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (Dwangsom). 

Dalam Peraturan Daerah tentang kepariwisataan mengenai sanksi 

administrasi diatur secara tersendiri dan pengaturannya tercermin dalam pasal 

121 bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan 

kewajiban yang tertera dalam perda tersebut akan dikenai sanksi administrasi 

berupa peringatan l~ peringatan tertulis~ dan pencabutan izin. 
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Tata cara mengenai petaksanaan administrasi petanggaran Perda Nomor 6 

tahun 2003 tentang kepariwisataan diatur dalam Surat Keputusan Walikota 

No100r 45 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Walikota 

Nomor 54 Tahun 2003. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur dengan lebih rinci 

mengenai sanksi administrasi apa yang dapat dikenakan bagi pelanggar. 

Dasar hukum dari dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota terdapat dalam 

pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

berbunyi sebagai berikut : 

( l) Untuk mela.ksa.nakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang­
undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala 
Daerah. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang­
•mdangan yang lebih tinggL 

Bestuursdwang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata 

(feitelijke handeling) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang 

dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa 

yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan 

undang-undang. Menjalankan bestuursdwang merupakan suatu tindakan 

penguasa dengan cara yang amat langsung. Sanksi-sanksi lainnya lebih berperan 

secara tidak langsung. 66 

Peringatan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dalam 

jangka waktu tertentu meniadakan sendiri akibat-akibat pelanggaran dan dengan 

demikian mencegah penerapan paksaan pemerintahan. Sebab paksaan 

6
' Philippus M. Hadjon, et.al. Op.cil, h.243. 
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pemerintahan dapat berakibat jauh bagi yang bersangkutan. lni membawa sebab 

bahwa ada kebutuhan akan perlindungan hukum. Di samping it~ dalam 

peringatan diberitakan kemungkinan pembebanan biaya.67 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan peringatan paksaan 

pemerintahan adalah : 

•:• Peringatan harus definitif 

Keputusan yang diberikan oleh instansi yang berwenang harus definitif artinya 

harus disebutkan secara pasti dalam formulasi pasal-pasal yang ada dan 

keharusan adanya penyebutan pasal-pasal yang memuat wewenang paksaan 

pemerintahan. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 2 Surat Keputusan 

Walikota Nomor 45 Tahun 2003 jo Pasal3 Sura.t Keputusan Walikota Nomor 

54 Tahun 2003. 

•!• Organ yang berwenang harus disebutkan 

Instansi yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan harus secara 

jelas dan tegas diseb~ dalam hal ini adalah wewenang dari waliko~ 

kepala disparta, kepala Dispol PP, dan Kepala Bakesbang Linmas . 

.:• Peringatan harus ditujukan pada orang yang tepat 

Yang dimaksud dengan orang yang tepat adalah orang yang sedang atau telah 

melanggar ketentuan Perda kepariwisataan. Contoh dalam kasus panti pijat 

liar maka yang dapat dikenai sankst administrasi adalah panti pijat yang 

66 /bidb.246. 
67 J.B.J.M. ten berge dan N.M. Spe)t. Op.cit, b.77. 
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beroperasi dengan me1anggar ketentuan yang te1ah ditetapkan dalam Perda 

kepariwisataan dan ketentuan pelaksananya. 

•:. Kejelasan mengenai ketentuan yang dilanggar 

Ketentuan yang dilanggar barus disebutkan secara jelas dalamnya misalnya 

dalam kasus peringatan (warning) yang diberikan kepada 30 tempat hiburan 

malam di Sumbaya barus disebutkan bahwa mereka telah melanggar 

ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 58 Tahwt 2003 tentang 

Ketentuan waktu atau jam operasional kegiatan usaba obyek dan daya tarik 

wisata rekreasi dan hiburan umum. 

•!• Pelangganm nyata barus digambarkan dengan jelas 

Pelanggaran atas ketentuan yang tercantwn dalam perda harus dapat 

dibuktika.n secara konkrit, hal ini dapat dil.akukan dengan koordinasi denga.n 

kepolisian untuk meta:kukan razia atas tempat-tempat hiburan yang metanggar 

ketentuan jam operasional ataupun ketentuan perizinan yang berlalru. 

•!• Peringatan memuat penentuan jangka waktu 

Penentuanjangka waktu dalam pemberian beban barus jelas. 

Dalam Surat ·Keputusan Nomor 54 Tahun 2003 mengenai jangka waktunya 

tidak mempunyai pedoman yang jelas dari hari diterimanya peringatan 

sruupai tittk akhir pettentuan pelaksanaan dari paksaan pemerintahan. 

Ivlemang untuk mentberikan paksaan pemerintahan adalah merupakan 

wewenang bebas dari pemerintah namun peraturan yang tidak mengatur 

secam jelas mengenai ja.ngka waktunya akan menimbulkan kesulitan dalam 
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pelaksanaannya karena dapat direkayasa sesuai dengan keinginan aparat 

penindak di lapangan. Hal demikian terbukti dari lambannya kincrja 

pemerintah kota dalam menindaklanjuti masalah panti pijat liar dan 

memberikan batas waktu (deadline) enam bulan bagi panti pijat liar yang 

tidak memiliki izin agar segera mendaftarkan usahanya ke Dinas Pariwisata. 

Padahal sebelumnya telah ada Surat Keputusan Nomor 45 tahun 2003 yang 

mengatur mengenai hal ini namun Pemerintah Kota mengubah dengan Surat 

Keputusan Walikota Nomor 54 ta.hun 2003 yang tidak memuat tentang jangka 

waktu, tentu saja hat ini dapat menimbulkan cetah bagi pelanggaran yang 

terjadi 

•) Pemberian beban jelas dan seimbang 

Pemberian beban harus secara jelas disebutkan dan seimbang dengan 

petanggaran yang dilakukan, sebaliknya pemberian beban yang metebihi apa 

yang telah dilalrukan (melalui pelanggaran) tidak diperbolehkan. 

•!• Pemberian beban tanpa syarat 

Pemberian beban harus tak bersyarat Dari sudut kepastian hukum, pemberian 

beban tidak bo!eh digantungkan pada situasi yang tidak pasti di kemudian 

hari. 

•:• Beban mengandung pemberian alasannya 

Dalam melakukan peringatan harus dijelaskan mengenai alasan pelanggaran 

kepada pelanggar hal ini disebabkan karena paksaan pemerintahan yang 

dilalrukan bukan merupakan kewajiban melainkan sebuah wewenang. 
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•) ·Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya 

Apabila ada biaya tertentu dalam melakukan paksaan pemerintahan maka 

harus dijelaskan siapa yang dibebani dengan biaya tersebut. 

Adanya perubahan Surat Keputusan Walikota Nomor 45 tahun 2003 menjadi 

Surat ·Keputusan Walikota ·Nomor 54 tahun 2003 mengenai pengaturan tempat 

hiburan malam. Perubahan pada Surat Keputusan tersebut bertujuan untuk 

memberi kewenangan peauh bagi Dinas Pariwisata wttuk menangani tempat-

tempat hiburan. Pemerintah Kota Surabaya merevisi Surat Keputusan Walikota 

Nomor 45 Tahun 2003 yang mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi 

terhadap tempat hiburan malam yang melanggar Peraturan Daerah Tentang 

Pariwisata diberikan peringatan selama tiga kali. Tenggang waktu antara 

peringatan itu sekurang-kurangnya lima bari sejak diberikan. Setelah peringatan 

ke-tiga, tempat hiburan diberikan toleransi lagi selama lima hari. Jika dalam 

tenggang waktu tersebut tempat htburan tersebut masih melakukan pelanggaran, 

pemerintah Kota akan mencabut izin usaha tempat hiburan tersebut.68 

Pasal 3 ayat 2 sampai 4 pada Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 

2003 tentang perubahan atas Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003 

tentang Tata Cara pelaksanaan Sanksi Admi.nist:msi Pelanggaran Peraturan Daerah 

Kota Surabaya N<>roor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan mengatur demikian : 

(2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah 
peringatan tertulis; 

( 3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh Kepala 
Dinas sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa peringatan 1 (pertama), dan 

61 Pemkot Mbingungi. Jawa Pos, Jumat 21 November 2003, b.JI. 
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peringatan n (kedua) masing-masing berdasarkan berita acara pemeriksaan di 
tempat; 

(4) Apabila setelah diberikan peringatan II (kedua) masih terjadi pelanggaran dan 
atau tidak mematuhi peringatan dimaksud~ maka izin usaha pari wisata dapat 
dicabut; 

Setelah berbli-kali mendapat sorotan terkait maraknya panti pijat liar dan 

tempat mesum terselubung, pemkot akhimya mengambil sikap. Kemarin, enam 

kepala dinas yang tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi) terkait pengawasan dan 

penertiban tempat-tempat itu menggelar rapat koordinasi. 69 

Hasilnya, seluruh panti pijat liar diharuskan melengkapi penzinannya, 

selambatnya sampai akhir Desember tabun ini. Jika deadline ini diabaikan., 

pemkot mengancam akan mengobraknya secara besar-besaran. Kesepakatan itu 

tertuang dalam rapat yang digelar di ruang Asisten ll Muklas Udin. Rapat itu 

dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Kota Suhartoyo, Kepala Dinas Pariwisata 

Mubtadi, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kadri Kusuma, Kepala Bakesbang 

Linmas Surabaya Suyitno Miskal, Kabag Pemerintahan Nasi~ dan Kasubdin 

Hwnas Tasmudji Chamstm mewakili pit Kadis Infokom Juli Subianto.70 

Berkaitan dengan ~~Dead Line" 6 bulan bagi semua usaha panti pijat, itu 

memang langkah pemkot yang cukup rasional. Namun demikian, hat itu perlu 

disikapi dengan prinsip-prinsip dasar yang harus ditegakkan. Bagi usaha panti 

pijat yang liar karena dipakai untuk tujuan yang tidak semestinya~ harus segera 

ditertibkan. Selebihnya perlu kehati-hatian dalam menanganinya71 

69 Pemkot ~Jine 6 Bulan, .Jawa Pos. Rabu 30 Juni 2004. h.JJ. 
70 Ibid 
71 Tatiek Sri Djatmiati. Loc.cil. 
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Langkah terakhir yang diambil oteh Pemerintah datam Penegakan Hukwn di 

bidang perizinan adalah pencabutan izin usaha pariwisata seperti yang 

dicantwnkan dalam pasal 5 Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003. 

Dasar atau alasan yang dapat di.kemukakan untuk pencabutan suatu izin adalah 

penyimpangan perizina~ pandangan kebijaksanaan yang berubah, keadaan nyata 

yang berubah dan penarikan kembali sebagai sanksi. 

Sanksi pidana diatur dalam pasal 120 Peraturan Daerah tentang 

kepariwisataan yang menyatakan bah.wa pef.an.ggaran terhadap ketentua.n yang 

tersebutkan dalam Perda ini akan dikenai pidana lcurungan paling lama enam 

bulan dan denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah. Ketentuan pidana dalam 

hukwn perizinan ini bertujuan untuk memberikan nestapa kepada orang atau 

badan hukum yang melanggar ketentuan perizinan Dasar hukum di.tetapkan 

bahwa sanksi pidana tidak boleh melebihi enam bulan ( untuk pidana kurungan) 

dan denda maksimal sebanyak lima juta rupiah adalah Pasal 71 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

b. Penegakan Hukum oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat (Bakesbang linmas) dan Dinas Pollsi P•mong Praja (Dispol 

PP). 

Pasal 3 ayat l point c dan d menjelaskan tentang wewenang yang dipunyai 

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan ·Masyarakat serta ·Kepala Dinas 

Polisi Pamong Praja. Wewenang yang dipunyai oleh keduanya adalah untuk: 
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memberikan peringatan tisan dan peringatan tertulis. 

Dalam Surat Keputusan Walikota tersebut ada tiga instansi yang sating 

bekerjasama dalam penegakan hukum dari tempat hiburan di Kota Surabaya yaitu 

Bakesbang Linmas, Satpol PP dan Disparta. Ketiga instansi ini saling 

berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan penertiban (berupa pemberian 

sanksi administrasi) pada tempat hiburan yang melanggar ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Kepariwisataan. 

Dalam penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara 

hiburan dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Sifat pengenaan 

kedua sanksi ini adalah kumulatif, jadi kedua sanksi tersebut dapat dikenakan 

terhadap petangaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2003 Tentang Kepariwisataan secara bersamaan. Mengenai hal. ini tersirat dalam 

pasal 3 ayat 7 Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003 tentang 

Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahwt 2003 tentang tata 

cara pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan. 

Kumulasi sanksi dapat didefinisikan sebagai penerapan dua buah sanksi atau 

lebih secara bersamaa.n, lrumula.si sanksi ini metiputi kumu/asi eksternal 

(penerapan sanksi administrasi dengan sanksi lain secara bersamaan misal : sanksi 

pidana) dan kumulasi internal (penerapan dua sanksi administrasi secara 

bersamaan). Untuk kumulasi internal ini tidak melanggar asas nebis in idem 

kareoa sanksi administrasi tidaklah melalui prosedur pengadilan seperti halnya 
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sanksi pidana. Untuk kumulasi internal tidak boleh melanggar asas nebis vexari 

(sanksi administrasi sejenis dimana tujuannya sama tidak boleh diterapkan secara 

bersamaan) dan asas keseimbangan (harus memperhatikan keseimbangan antara 

berat ringannya pelanggaran dan berat ringannya penerapan sanksi). 

c. Penegakan bukum oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Peadapatan 

Daerah 

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap wajib 

pajak hiburan adalah dengan upaya pengawasan dan pemberian sanksi bagi wajib 

pajak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. 

Pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi yang 

bersifat preventif, hal ini sesuai dengan sifat dan fungsi pengawasan untuk 

melakukan pengawasan terbadap ketaatan dan k:epatuhan masyarakat dalam 

melaksanakan peraturan. 72 

Upaya pengawasan diutamakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hiburan atas 

ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam ·Peraturan ·oaerah ·Kota Surabaya 

Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Penga.wasan dalam menjalankan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dilakukan melalui cara 

'"pengedokan,., pada tempat-tempat hiburan tertentu dan hal. ini dilakukan sebagai 

upaya preventif (pencegahan) khususnya dalam rangka untuk meminimatisir 

teljadinya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak terhadap perhitungan dan 
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penyetoran pajak pada ·Dinas Pendapatan Daerah yang menangani hiburan 

tersebut. 

Upaya "pengedoka.n" dapat diartikan bahwa petugas pajak (fiscus) 

mendatangi tempat-tempat hiburan tertentu (berlaku untuk tempat hiburan yang 

mekanisme pemungutan pajaknya menggunakan sistem taksasi I taksiran) untuk 

kemudian melakukan inspeksi melalui obsetvasi pada tempat tersebut untuk 

jangka. waktu tertentu dan selama proses pengamatan akan dilakukan perhitungan 

mengenai jumlah rata-rata orang yang menikmati hiburan pada tempat tersebut. 

Kewenangan untuk melakukan kegiatan "Pengedokan,, berada pada Dinas 

Pendapatan Daerah pada lima wilayah yang ada di Kota Surabaya, hal ini 

disebabkan dispenda yang mengetahui tentang jumlah hiburan yang ada di 

wilayahnya. 

Mekanisme "Pengedokan', ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada 

lima wilayah yaitu wilayah Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, 

Surabaya Barat, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan dan biasanya antara 

Dispenda dilakukan rapat koordinasi agar dapat memantau perkembangan 

pemungutan pajak: hiburan di masing-masing wilayah, kendala yang dihadapi 

serta laporan mengenai ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. 

''Pengedokan" dilakukan pada hari sab~ min~ dan senin jadi dalam satu 

minggu dilakukan tiga kali. Alasan mengapa ''Pengedokan.,., dilakukan pada tiga 

hari tersebut adalah karena biasanya pada hari sabtu dan minggu omzet 

(pendapatan) yang diperoleh mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari 

72 l.Jiik Pudjiastut~ Op.cil h.559. 
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biasa mengingat hari tersebut adalah akhir pekan sehingga banyak orang 

mengunjungi tempat hiburan. Sedangkan hari senin termasuk dalam jadwal 

"Pengedokan" dikarenakan omzet yang diperoleh pengusaha tempat hiburan 

menurut pengamatan Dispenda adalah menempati posisi terendah dibandingkan 

hari biasa ( selasa sampai jumat ). 

Upaya pengawasan berupa "Pengedokan'' ini dilakukan sebelum penetapan 

pajak hiburan terhutang (khusus untuk obyek hiburan yang tarifnya menggunakan 

sistem taksasi) dan setelah di.tetapkan pajaknya akan terus dilakukan pemantauan 

terhadap omzet atau pendapatan yang diperoleh datam setiap bulannya. Jadi 

dilakukan pra penetapan pajak hiburan terhutang dan pasca penetapan pajak 

hiburan terhutang. Untuk pra penetapan pajak hiburan dilakukan pengawasan 

untuk menentuk:an jumlah pajak terhutang suatu tempat hiburan baru juga 

dilakukan penyisiran terhadap tempat hiburan baru yang memiliki potensi 

penghasil pajak bagi Dispenda setempat. Sedangkan untuk pasca penetapan pajak 

hiburan tetap dilakukan "pengedokan'' karena bertujuan untuk mengawasi potensi 

pajak hiburan dari tempat-tempat hiburan yang menggunakan sistem taksasi, 

apabila terjadi peningkatan omzet maka pengenaan pajaknya segera ditingkatkan 

hal ini adalah upaya yang diambil agar tidak terjadi kecurangan sebab banyak 

terjadi \Wjib pajak melaporkan data yang tidak sebenarnya kepada Dispenda 

mengenai potensi penerimaannya sehingga pajak hiburan yang disetorkan menjadi 

berkurang. 

Dalam melakukan tindakan pengawasan, Dinas Pendapatan Daerah 
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memegang peranan yang penting karena cabang tersebut yang langsung 

menangani permasalahan pajak daerah (dalam hal ini pajak: hiburan) yang 

terdapat di wilayahnya masing-masing. Untuk tindakan pengawasan Dispenda 

membentuk tim gabungan yang selalu mengadakan mpat koordinasi. dengan pusat 

(Dispenkot) dalam jangka waktu sebutan sekali dan dengan sesama dispenda 

dengan jadwal seminggu dua kali. 73 

Dalam Dinas Pendapatan terdapat seorang Koordinator yang membawahi 

beberapa Sub Koordinator Kecamatan (Subkorcam). Koordinator dan Sub 

Koordinator Kecamatan ini adaJab petugas Japangan yang bertugas untuk 

mengawasi satu wilayah kecamatan saja dan tidak berkantor di kelurahan 

melainkan berkantor di Dinas Pendapatan Daerah setempat Namun karena 

keterbatasan tenaga dan Sumber Daya Manusia yang ada maka hanya terdapat 25 

petugas di Dispenda cabang Surabaya Selatan dimana ada satu petugas yang 

memegang 2 kelurahan sebingga apa yang terjadi pada kelurahan atau wilayah 

tersebut dapat dipantau terus oleh petugas dalam hal ini khususnya. untuk aspek 

pajak hiburan. Di Dispenda Surabaya Selatan ada seorang koordinator yang 

membawahi Subkorcam dan dalam tugasnya ia mengawasi 8 kecamatan 74 

Koordinator dan Subkorcam ini melakukan pengawasan berupa kegiatan 

''Pengedokan" setiap hari sabtu. min~ dan senin. Ini merupakan kegiatan rutin 

yang dilakukannya dalam rangka mengawasi lingkungan yang dibawahinya. 

Tugas Dispenda tidak hanya melakukan "'peogedokan,, pada pajak hiburan saja 

n Wawancara dengan lbu Yusnaini K.epala bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang 
Surabaya Selatan tanggal 11 JuJi 2004. 
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sebab untuk pajak hotel, pajak restoran juga dilakukan pengawasan dengan model 

yang sama. Di Dispenda cabang Surabaya Selatan dalam satu hari mengeluarkan 4 

(empat) orang petugas yang terbagi menjadi dua shift (jam kerja). Pagi dari jam 

delapan sampai jam empat sore ada dua petugas yang bertugas untuk berkeliHng 

memantau tempat hiburan di wilayahnya dan sisanya diterjunkan untuk 

mengawasi padajam empat sore sa.mpai malam. Untulc tempat hiburan yang "di­

dok" dalam sehari kurang lebih ada 6-7 tempat hiburan dan untuk restoran dan 

hotel kurang lebih ada lO buah tiap barinya. H.ambatan yang ditemui di lapangan 

adalah: 75 

a) Mengingat jumlah obyek pajak, terutama pajak: htbunm yang ada di Kota 

Surabaya dan tersebar di seluruh Kota Surabaya dengan jarak jangkau yang 

cukup jauh maka dengan terbatasnya jumlah petugas (seksi penagihan dan 

pengawasan) merupakan salah satu penghambat kinerja penagihan terhadap 

penunggakan pajak: yang ada di wilayah Dispenda 

b) Lokasi tempat-tempat hiburan yang ada di Surabaya sating berjauhan sehingga 

membutuhkan dana untuk k:egiatan operasional. maka dengan keterbatasan dan 

operasionat akan menghambat kinerja yang diharapkan. 

c) Kurangnya sanma transportasi untuk: kegiatan operasional akan berpengaruh 

terhadap kelancaran penyelesaian tugas dan pembagian tugas kurang serasi 

akan berpengaruh terhadap kecepa.tan dan ketepatan pelaksanaan tugas serta 

pemberian pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. 

74 Ibid. 
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Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam bukum, juga 

dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan 

kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan 

perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu 

tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara ( dalam hal maksud dipertukan). 76 

Penegakan hukum dalam hal sanksi masih terbagi lagi menjadi dua yaitu 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sifat pengenaan sanksi ini adalah 

kumulatif, jadi kedua sanksi tersebut dapat dikenakan pada waji.b pajak terbadap 

pelangaran terhadap ketentuan dalam ·Peraturan ·naerah Kota Surabaya Nomor 9 

Tahun 2002 tentang Pajak Hiburaa Sanksi administrasi adalah instrumen 

pemerintah yang digunakan untuk menghentikan pelanggaran norma hukwn 

administrasi dan penerapannya merupakan penegakan hukum represif 

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adatah antara lain menuntut 

tercipta.nya suasana tertib, termasuk: tertib hukum. Di dalam rangka mewujudkan 

suasana tertib itu, maka pelbagai program dan kebijaksanaan pembangunan 

negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan 

perundang-undangan yang a. I memuat aturan dan pola perilaku-peritaku tertentu, 

berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Salah satu 

upaya pemaksaan hul'Uill (law enforcement) itu, adalah, melalui pemberlakuan 

sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta 

akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (a. I. berupa pidana 

75 /hid 
76 Philipus M Hadjon. et al, Op.cil h.243. 
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penjara, kurungan dan harta benda (a. I. berupa pengenaan denda)) dari pelanggar 

yang bersangkutan. 77 

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan ini diatur 

dalam bab XIV tepatnya pada pasal 3 2 yakni meliputi : 

a. Pengenaan pidana kurungan selama-lamanya l (satu) tahun dan atau 

denda sebanyak banyalmya dua kali jumlah pajak yang terhutang terhadap 

wajib pajak yang alpa dalam menyampaikan SPTPD atau melakukan 

pengisian SPTPD secara tidak benar, atau tidak lengkap, atau 

melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah. ( ayat I). 

b. Dikenai pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda maksimal 

sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang 

sengaja tidak menyampaikan atau mengisi SPTPD secara tidak benar 

yang dampaknya dapat merugikan keuangan negara.( ayat 2) 

c. Denda sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak terhutang bagi Wajib 

Pajak yang menyelenggarakan hiburan tanpa izin.(ayat 3). 

d. Harga Tanda Masuk yang tidak diporporasi dikenai sanksi berupa denda 

sebesar 100°/o (seratus persen) dari pajak terhutang (ayat 4). 

Pasal33 memuat tentang ketentuan penyidikan yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

( l) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini ada.lah: 

77 /hid, h.262. 
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a. ·Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di. bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
ti.ndak pidana perpajakan daerah tersebut; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

d. ·Memeriksa buku·buku., catatan-catatan, dan dokumetH:iokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baban bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dolrumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka .pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang bertangsung dan memeriksa identitas orang 
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e 
pasal ini; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
daerah; 

L Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

J. Menghentikan penyidikan; 
k. ·Melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah menurut hokum yang dapat 
dipertanggoogjawabkan. 

(3) Penyi<hK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal. i.ni, memberikan 
dimutainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penwttut 
Um~ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana. 

4. Penutupan Tempat Hiburan Potensial Karena Alasan Tertentu. 

Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas 

Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak biburan adalah bila terjadi 

penutupan pada salah satu atau beberapa tempat hiburan yang dianggap potensial 

untuk dikenakan pungutan Pajak Hiburan. Hal ini terjadi di Kota Surabaya yaitu 
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dengan ditutupnya Bioskop ·Mitra 2 t pada tanggal 25 ·Mei 2004. 

Selasa depan (25 Mei 2004) bioskop paling terk:enal di Surabaya ini resmi 

ditutup. Belum jelas alasan penutupan bioskop yang selalu padat pengunjung ini. 

Namun~ pengelola mengisyaratkan kalau pihaknya sudah terlalu merugi.78 

l<artono selaku wakit manajer bioskop ·Mitra menjelaskan bahwa dalam dua 

bulan temkhir ini (bulan april-mei) pendapatan Mitra semakin menurun. 

Menurutnya untuk dapat bertahan, minimal Mitra harus meraup 300 Juta 

perbulannya. Angka itu untuk menutupi biaya-biaya operasional sebesar 250 juta. 

perbulannya. 79 

Dengan adanya penutupan bioskop tersebut secara otomatis pendapatan 

Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas untuk memungut pajak hiburan akan 

berkurang dan akan berpengaruh pada pencapaian target realisasi yang tidak 

maksimat dalam rangka pemungutan Pajak ·Hiburan di Kota Surabaya. Selain itu 

contoh lain yang dapat dikemnkakan adalah penutupan Karaoke "Meteor" baru-

baru ini dapat menyebabkan penurunan dalam pencapaian target realisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pendapatan Kota.. 

Dengan kondisi demikian seharusnya Pemerintah Kota Surabaya dapat 

mengantisipasi kendala yang dihadapi dengan cam pembukaan tempat hibunm 

baru di berbagai wilayah Kota Surabaya. Pembukaan tempat hiburan baru tersebut 

dapat meningkatkan jumlah pendapatan Dinas Pendapatan Daemh sebagai tujuan 

71 Bioskop Mitra Segera Tutup, Jawo Pos, Sabtu 22 Mei 2004, h.29. 
7'9 Jhidb.43. 
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utama dari pemungutan pajak hiburan yaitu memperluas obyek sasaran 

pemungutan di suatu daerah. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pari wisata dalam pengembangan 

program wisata bahari adalah Pantai Kenjeran yang akan digunakan sebagai 

obyek wisata seperti Dunia Fantasi (Dufan). Tempat wisata ini dilengkapi pula 

dengan base camp untuk komunitas Jet Ski di Surabaya. Setelah dilakukan 

pengurukan Dinas Pariwisata. langsung akan melengkapi pantai tersebut dengan 

berbagai sarana permainan anak-anak sehingga daya tarik wisatanya akan lebih 

tergali yang pada akhimya akan dapat menambah pemasukan bagi Dinas 

Pendapa1an Daerah untuk pajak hiburan atas permainan anak. 80 

Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 juga terjadi pengaturan yang 

dirasa tidak diperlukan, dalam rumusan salah satu pasalnya mengatur mengenai 

pemungutan terhadap hiburan berupa selancar es. Tempat hiburan tersebut dirasa 

tidak diperlukan dalam hal pengaturannya dikarenakan telah ditutupnya hiburan 

berupa selancar es (ice skating) tersebut. Untuk itu penyusun undang-undang 

(legal drafter) seharusnya cennat dalam menyusun peraturan perundang-undangan 

yang ada khususnya dalam menentukan tempat-tempat hiburan yang memiliki 

potensi tinggi dalam pengenaan pajaknya. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



100 

S. Tingbt Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan 

yang ada. 

Sistem self assesment dapat memberilaut kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 

rangka pemungutan pajak, selain itu petugas pajak juga akan merasakan 

kemudaban dalam menjalankan kegiatan rutinnya dalam memungut pajak. 

Dalam rangka penerapan sistem "self assessment", wajib pajak diharapkan 

dan diharuskan untuk menen~ menghitung, dan membayar sendiri sesuai 

dengan jumlah pajaknya yang terhutang. Dengan demikian fungsi aparatur pajak 

dapat dialihkan dan dikonsentrasikan kepada tugas pengawasan dan penerapan 

atau pelaksanaan undang-undang perpajakan baru.81 

Dengan adanya sistem "self asessment" peranan aparatur pajak "dibatasC'~ 

dan sebaliknya wajib pajak diharapkan aktif dalam menentukan jumlah pajak 

mereka sendiri yang harus dibayar. Akibat "pergeseran'' peranan tersebut tentunya 

perubahan (penyesuaian) sikap dan perilaku sangat penting, mengingat dalam 

pelaksa.naan undang-undang perpajakan lama seringkali dijumpai , .. kerjasama" di 

antara wajib pajak dan aparatur pajak yang mengarah pada usaha menggelapkan 

dan menyelundupkan pajak sehingga banyak merugikan keuangan negara. 82 

Pelanggaran-petanggaran dari wajib pajak bukan hanya menyangkut masalah 

melaporkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, kedisiplinan dalam 

pembayaran, ataupun namun pelanggaran juga dapat terjadi karena wajib pajak 

tersebut menyimpangi ketentuan pelaksana yang telah ditetapkan oleh pejabat 

80 Kenjeran Disulap Jadi Dufan, Jawa Po...,, Sabtu 5 Juru 2004, h.31 
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yang berwenang. ·Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha 

hiburan di Kota Surabaya yang melanggar ketentuan mengenai jam operasional 

untuk hiburan malam di Surabaya. 

Ketidakdisiplinan tempat-tempat hiburan terbukti dengan dirazianya sekitar 

30 (tiga puluh) tempat hiburan malam di ·Kota Surabaya. Ketiga puluh tempat 

hiburan yang terpergok melanggar ketentuan tersebut terdiri dari sepuluh tempat 

bilyar, sembilan karaoke, dan sisanya terdiri dari kelab malam, diskotek dan panti 

pijat. Untuk bil.iar, yang di.beri peringatan adalah AJBS BiJiar, Bola mas, Bola 

Dunia, Darmo Park, Galaxi, Home Ball, KA Hong, Topas, Biliar Agung, ·Planet 

99, dan Tunjungan Swya. Sedangkan tempat karaoke yang juga dianggap 

melanggar adalah Top Ten, Meteor, Club Deluxe, My Way, Lotus, Happy Puppy 

(KompJek Darmo Park IT Jl Mayjen Sungkono ). Khusus karaoke Meteor, telah 

ditutup paksa karena tiga kali melakukan pelanggaran. 83 

Sedangkan kelab malam yang melanggar adalah Amusement Panama, 

Restoran Viva, Java Jimmy's. Dinas Pariwisata juga memwarning beberapa panti 

pijat yakni panti pijat Monalisa, Simponi, Primadona, dan Shinta. Untuk: Diskotek 

ada Kowloon, Top Ten, dan Rasa Sayang.84 

Tempat-tempat hibwan malam tersebut termasuk dalam beberapa tempat 

hiburan yang terkena operasi razia yang dilakukan oleh aparat Dinas Polisi 

81 Sarwi~ Rejlek.w L.fDiitNan dan Kepatuhtm Huhlm Dalom Rangka Penegaktm Hulaim di 
Bidang Perpaja/can. Yuridika, 1990. b.224. 
12 Ibid h.225. 
13 30 Tempat Dugem Oi-Waming. Jawa Po. ... 11 Juni 2004. h.34. 
84 Ibid. 
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Pamong ·praja, "Bakesbang Linmas, dan Dinas Pendapatan Kota dalam rentang 

waktu antara bulan Oktober hingga bulan Mei 2004. 

Hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan begitu beragam hal ini 

diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak hiburan terhadap peraturan 

yang ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terjadi pada hiburan 

insidentil dan hiburan rutin, untuk hiburan insidentil wajib pajak biasanya enggan 

untuk melaporkan kepada dinas pendapatan daerah maupun dinas pendapatan 

kota apabila hendak mengadalcan kegi.atan hibumnA Sedangkan untuk wajib pajak 

rutin seringkali terjadi pengusaha hiburan yang menjual Harga Tanda ·Masuk yang 

belum diporporasi untuk mengbindari pembayaran pajak. 85 

Banyaknya pelanggaran yang terjadi mengindikasikan bahwa kesadaran wajib 

pajak untuk mentaati ketentuan mengenai pajak hibumn masih rendah. 

Pendekatan secara personal sangat diperlukan terutama untuk menjalin hubungan 

yang baik antara wajib pajak dan fiscus (petugas pajak) hal ini dila.ksanakan 

dalam rangka mengurangi petanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. 

Selain itu pengawasan harus dil.akukan secara terus menerus agar pelanggaran 

dapat dengan segera ditindak lanjuti dengan tegas. 

Kepatuhan hukum yang berdimensi kesadaran hukum dengan tipe 

intemalisasi sulit direalisasikan dalam sikap dan perilaku wajib pajak. Kunci 

pemecahan permasalahan terletak pada bagaimana menciptakan suatu kebiasaan 

dan kondisi baru yang sesuai dengan tuj uan yang hendak dicapai oteh usaha 

~ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz seJaku kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan 
Kota Surabaya tangga) 25 Juni 2004. 
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1. Kesimpulan. 

BABIV 

PENUTUP 

• Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya menggunakan sistem target 

realisasi, sistem porporasi bagi tempat hiburan dengan Harga Tanda Masuk 

serta bagi tempat hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk 

dengan menggunakan sistem taksasi (taksiran). 

b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh fiskus dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya serta upaya Pemerintah Kota 

dalam mengatasi serta meminimalisir hambatan tersebut : 

a. Kesadaran masyarakat ( dalam hal ini pengelola hiburan tingkat menengah 

ke bawah) yang masih minim dalam rangka mendaftarkan usaha hiburan 

yang dikelolanya untuk memperoleh Izin Usaha Hiburan mengakibatkan 

petugas pajak kesulitan wttuk mendeteksi tempat-tempat hiburan liar 

tersebut dan hal ini akan menghambat kinerja fiscus dalam memungut pajak 

hiburan. 

86 Sarwirini Op.cit h.233. 104 
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b. Penerapan sanksi yang kurang tegas menyebabkan banyaknya 

penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena dirasa sanksi 

tersebut terlampau ringan. 

2. Saran 

a. Respon wajib pajak menentukan peningkatan pemasukan pajak dalam hal 

ini pajak hiburan. 

b. Pemberian Izin Usaha Pariwisata dan tempat-tempat hiburan harus 

dilakukan dengan lebih ketat dan selektif agar tidak ditemui penyimpangan, 

penggelapan pajak yang seharusnya dapat masuk ke dalam kas daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAM 

MEMBAC.A. 

MENGINGAT 

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 & 4 Telp.031 - 54 73284, 5343000 
SURABAYA • 60272 

SllRA T I(E1~ER_ANGAN 
Untuk melakukan Survey/Research 

Nomor : 072/ j rJ' 9::) /436.5.3/2004 

Sur:1t dari UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 
Nornor 706/J03.1.11/PU2004 
T~nggal 25 Maret 2004 
Pefihal ljin Survey 

I lndang-undang t'-Jomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemertntahan 
2 Pcrd3 Nomor : 4 Tahun 2001 tent3ng Pcmbentuk~.m Lemb3g3 Tckhn:s 

[!ina~ Kota SUI auaya 
3 Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 59 Tahun 2001 tentang Tupok~;' 

Bakesbang & Linmas Kota Surabaya 
4. Surat Kadit Sospol Prop. Dati I Jatirn No.3~i011885/303/1999 tente:u tg Pro8t:S 

Perijinan Survey, KKN, PKL & Sejenisnyn di .. lawa Timur 

Dengan ini menyatakan tidak keberatan diiakukan Riset/pengabdian iviasyarak~t oieh 

Nama 

Pekeijaan 

Them a/ Acara Survey/Risei 

Daerah/Tempai diiakukan Survey 

Lamanya Survey 

Pengikut 

FRANSiSCA ANGGRAINI ./ 

J!. Tambak ,ll,rum 11/20 Surabaya 

Mahasiswa UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABA YA 

TiNjAUAN YURiDiS ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR : 9 TH.2002 TENTANG PAJAK HIBURAN 
Dl KOTASURABAYA 

KOT A SURABA Y A ( Dinas Pendapatan ) 

3 ( Tiga ) Bulan, TMr surat dikeluarkan 

Syarat .. syarat ketentuan sebagai berikut : 
1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku dimana 

dilakukan kegiatan Survey/Research 
2. Dilarang menggunakan Questionare diluar design yang telah ditentukan 
3. Yang bersangkutan sebelum & sesudah melakukan Survey/Research/Kegiatan harap 

meiaporkan kegiatan dan hasiinya pada Dinasilnstansi yang bersangkutan. 
4. Surat Keterangan ini akan dicabutltidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mematuhi 

syarat-syarai serh:t ketentuan-ketentuan sepedi tersebut diatas. 

TEMBUSAN : Kcpadn Yth. 
1. Sdr. Gubernur Prop. Jawa Timur 

Up. Ka Bakesbang Jawa Timur 
2. Sdr. Ka Dinas Pendapatan Kota Surabaya 
3. Sdr. Pembantu Deke~n Bid.Akadernik 

Fak. Hukum UNAIR SBY 
-- ---· ·------------··---- ----

l, . ~; ·~ : ,; ~ . .'. ,' '. 
Surabaya ............. : ......................... . 

an. KEPALA BADAN KESA TUAN BAi~GSA 
DAN PERLINDUNGAN MASY ARAKA T 

KOTA SURABAYA 
KepaJa Bidang Pengendalian Penertib~n1 

Dan Peningkatan SDM 

Drs. Ec SUMARDI. MM. 
··. ·.·Pembina 

NIP. 510 102 646 
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TARIP PAJAK UN1UK lllBURAN YANG MENGGUNAKAN IITM 
BERDASARKAN P.ERDA NO. 9 T AIIDN 2002 

JENIS lnBURAN TARIP 
PAJAK 

Pertunj ukan film I bioskop. 10 °/o 
Hiburan di 1-Iotel, Restoran, Bar, Plaz~ Cafe dan sejenlsnya. 30 °/o 
Dlskotik. 35 °/o 
Pertandfngan Olah Raga dan sejenlsnya. 15 °/o 
Pameran Seni Buday~ Pamcran Bu~a, Kontes Kecantikan, 10 °/o 
Pertunjukkan atau Pagelaran muslk I tarl dan Pertunjukan atau 
Pagelaran Hiburan dan sejenisnya. 
Kesenian yang bersifat tradislonal. 10 °/o 
Pertunjukan I permalnan Sirkus dan sejcnisnya. 10 °/o 
Taman Satwa, Pemandlan Alam dan Taman Rekreasi. 15 °/o 

TARIP P A.JAK UNTIJK HIBURAN YANG- TIDAK MENGGUNAKAN.IITM 

JENIS IDBURAN 

Persewaan Vidio C, LD, CD, VCD dan .Jejcnisnya. 
Bar, Cafe & Klab Malam. 
Karaoke. 
Pantl Pljat, Mandl Uap, sauna & SPA. 
Permalnan Ketangkasan dan sejen.isnya. 
Permalnan anak. 
Pertunj ukan permainan biUyard. 
Kolam pancing ' 
Pertunjukan permainan Bowling 
Usaha Fasllltas Wlsata Tlrta dan Rekreasi alr 
Pertunjukan selancar es (Ice SlOtting) 
Pertunj ukan Olah Rllga Fitness 

TARIP 
PAJAK 

15 o/o 
35 °/o 
35 °/o 
35 °/o 
30 ~/0 
10 °/o 
35 °/., 
10 ~0 
25 °/o 
10 °/o 
15 °/o 
10 o/o 

J 
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V'JALIKOTA SURABAYA 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 29 TAHUN 2003 

TENT.O.NG 

PETUNJUK PELAI<SANAAN 
PER.t\TURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2002 

TENTANG PAUAK H!BURAN 

1bang 

WALIKOTA SUR.ABAYA, 

a. ba:1wa dalam rangka pelaksanaan _ Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomot 9 'Tahun· 2002 tentang Pajak .Hiburan, maka 
Ketentuan Petunjuk.Pela~<5anaan Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak 
Hiburan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikot.amadya 
Kepala Daerah Tingka-~ II Sur~baya Nomor 80 Tahun 1999, perlu 
ditinjs:tu kembafi; 

b. br!hwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, 
perlu men€t~pkan Kepu~usan Vvalikota Surabaya tentang 
Pt.tunJ~~:·: P9!:~:··3nne~1n Pl3ra~uran Oaerah Kota Surabaya Nomor 
9 Tah1tn 2002 tentang Paj~k Hiburan. 

ntjlat 1. l'ndang-undang Nornor ·J6 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah Kota Besar da:am Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah/ Jawa Darat dan Daerah )stimewa Yogyakarta 
yang te\ah diubah dengan Lindang-untiang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lambaran r-·f~g~ra Tahun 1955 Nomor 6'5, Tambahan Lembaran 
Neg3ra I'Jomor 2730): 

2. Undan~-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
P3nyelesaian Sengketa Pajak; 

3. Undang-undnng Nomor 18 Tar.un 1997 tentang Pajak Oaerah 
dz.n Retribusi Oaerah yang teljlh diuh-oh dengan Undang-undang 
i\lomor 34 Tahun 2000 (Lembnran Negara Tahun 2000 Nor.1or 
24, Ta1nbahan Lcmbc:ran Negara N()mor 4048): 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat P~ksa (lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997, 
Tambahan L~mb:tra.n Negara Nomor 3091): 
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~netapkan 

S. Undang-un:iang Nomor 22 :ahun 1999 tcntang Pomorintahan 
C'aorah (Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lcmbar;Jn Ncgara Nomor 383~); 

G. PcrJtur:HI Pcmcrintah Norror 65 Tahun 2001 tcntang Pajak 

Uaer8h; 

7. f->craturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
l,iomor 13 Tahun 1987 tentang Pcnyidik Pegawai Ncgori Sipil di 
Ungkungan Pemerlntah K0tamadya Oaerah Tingkat II Surabaya; 

8. Pcra!uran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tcnt.ang 
Organisasi Dinas Kota S•Jrabaya; 

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang 

Pajak Hiburan; 

10. ~eputusan Mentl3ri Dalam Neg~ri Nom or 170 Tahun 1997 
tentang Pcdoman Tata Car;J Pemungutan Pajak Dacrah; 

11. Keputusan Walikota $urab3ya Nomor 38 Tahun 2001 tentang 
Rinciai'l Tugas dan Fungsi Dinas Pcndapatan Kota Surabaya. 

MEMUTUSKAI'J 

KEPtJtlJSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEAATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 9 TAHLIN 2002 tENTANG PAJAK HIBURAN. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pas~l 1 

Oalam Keputusan ini yan~ dimaksud dengan : 

1. Oaerai1 adalah Kota Surabny8; 

2. Pem€rintah Oaerah ~d3lah Pemerintah Kota Surabaya; 

3. Kepalrl Oaerah adalah Walikota Surabaya; 

4. Kcpal3 Oinas Pcndapatan adalah Kapala Oinas Pendapatan 

Kota Surabaya: 

" Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya: 

6. Cabang Oinas Per,daoatan adnlah Cabong Oinas Pondapatan 

Kota Surabaya; 
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7. P~jabut adalah Pegawai yang diberl tugas tertcntu di bidang 
porpajakan dacrah sesuai peraturan porundang-undangan 

ynng borlnku: 

c. Wajib Pajak adnlah orang pribadi a tau bad an yang 
rnenyclcnggarakan niburc:n yang bertindak atas nama sondiri 

a'cau pihak lain: 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan I atau moGal yang 
mo,·upakan kesatuJn, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidal~ metakukah · usaha, yang meliputi Perser0an 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara ataL' Oaerah, dengan nama ~tau bentuk 
apapun, firmn, kongsi, 1-:operasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkuMpulan, yaya~an, organ\sas\ massi, organisasi sosial 
politik atau organisasi yang sejenis, (embaga , b_entuk usaha 
tetap dan bentuk b2dar. lainnya; 

10. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permairan ketangkasan 
dan/ atau keromaian dengan nama dan bentuk apapun yang 
ditonton atal! dinihmati oleh setiap orang dengan dipungut 
b:ayarari tidak termast:k ponggunaan fasiHtas untuk olall raga: 

11. Paj3k Hiburan yang selanju.tnya disebut Pajak, adalah pajak 
atas penyelenggaraan hiburan~ 

12. TGmpa! Hiburan adalah rersil ~tau bagian persil baik terbuka 
maupun tertutup yang cigunakan untuk men)-'elenggarakan 
hiburan; 

13. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang dan atau 
1nasyarakat yang rr.enonton dan a tau menikmati" .hiburan; 

14. Hiburan non lnsident.il adalah hiburan yang diadakan di tcmpat 
yang tetap; 

15. Hiburar. lnsidontil aaalah hiburan yang diadakan pada sa()t 
tcrter~tu di tempat tartcntu; 

16. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah scbaga-i bukti 
memasuki ternpat hiburan; 

17. Harg2 Tanda ~Aasuk yang dapat disingkat HTM ada!ah 
besarny'a nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk; 

1 a. PorpoiaSi adalah tanda (plong) mesin porpora~i yang harus 
dise~kan atas tanda masuk sebagai tanda' snt1 bukti 
pembf:\y;!ran pajak: 
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·1 9. Surat Pemberitahuan Pajak Daorah yang dapat disingka·t 
SPTPD adalah surat yang olch Wajib Pajak digunakan untuk 
mc:aporkan pcrh1tungan dan atau pembayaran pajak, obyck 
pajak dan atau bukar1 obyek pajak, dan atau harta dan 
kcwajiban menurut kctentuan pcraturan pcrundang-undangan 
perpe1jakan daerah; · 

20. Surat S2toran Pajak Oal3rah yang dapat disingkat. SSPD 
adalah surat yang diguna::an oleh Wajib Pajak untuk 
melakukan pembayamn atau penyetoran pajak yang 
terhutang ke Kas OaEJrCth atau ke tempat lain yong ditunju'r< 
olch Kepal3 Daerah; 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
pajak yang terhutang; 

22. Surat Kef8tapan Pajak Daerah Kurang Sayar yang disingkat 
SKPDKB adalah surat kepucusan yang menentukan besarnya 
j~mlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
adMinistrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 

23. Surat Ketetapan Pajai< Oaerah Lebih Sayar Tambahan yang 
dapat disingkat SKPCKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambar.an otas jum!ah pajak yang tefah 
ditetapkan; 

24. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Sayar Tambahan yang 
dapat disingkat dengan SKPDLBT adalah surat keputusan 
yang menentukan tambahan atas. jumlah pajak yang telah 
d;tctapkan; 

25. Surat r<etetapnn Pc:jak Daerah lebih Sayar yang dapat 
disingkat SKPDL9 adala~ surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembay.aran pajak karena 
j•Jtnlah kredit pajak l~bih besar daripada pajak yang terutang 
at~u tid2k seharusnya ter4Jtang; 

26. Surat Keputusai1 Par~k Dae;ah Nihil dapat disingkat dengan 
SKPON ada!ah sura~ keputusan yang menentukan jumlah 
rajak tcrhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau 
pajak tidCik terhutang rlan tidak ada kredit pajak; 

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat dengan 
STPD adalah surat ~ntuk mclakukan tagihan pajak dan atau 
sc.nksi administrasi herupa 9unga atau denda; 

25. Bag ian Keuangan adalah Bag ian Keuangan S okrctari~ t 
O;:}erah Kota Surabaya; 

29. Kas Oacrah adalah -:.(as Pemorintah Kota Surabaya; 
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30. Surot Kcputusan Kc~c12tJn Pajak Oacr~h yang dnpat 
disingkat SKKPD adalah surat keputusan yang mcncntukan 
jLJmlah ke~erapan pajak atas permohonan koberatan; 

31. Surat Pcrintah M8mbay:::tr Kclcbihan Pajak Daerah yan·g dapat 
disingkat SPMKPD ada1ah surat pongembalian kelebihar. 
pcmbnyaran pajak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas 
PonJapatan. 

BAB :1 
TATA CARA PENGI-ii7UNGAN PAJAK 

Pasal 2 

1 ata cnra penghitungan pa1ak · hiburan ditetapkan sebagai 
berikut : 

a. Ur.tuk jenis hiburan yang meilggunakan tanda masuk, 
bes.arnya pajak dihitung pada saat ~enyelenggaraan hiburan 
dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan 
dalam Peraturan Dae~c..h dengan HTM; 

b. Untt.:k Jenis hiburan y2ng tidak menggunakan tanda masuk, 
besarnya pajak dihitunf; der.gan cara mengalikan tarif pajak 
yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan omzetl 
jurnle1h J.Jendap3tan·setlap bulan. 

Pasal 3 

(1) HTM pertt.;J ijukan film khusus dan film tengah malam darat 
dikenakan tJmbahan palinR tinggi sebesar 100 °~ (seratus 
pcrseratus) dari HTM pertunjukan film atau bioskop blasa 
(r!.ltin); 

(2) HTM pertunjukan Film malam tahun baru ditetapkan tersendiri 
berdasarkan izin khusus dari Kepala Daerah. 

BAB !H 
TATA CARA PEMBAYARAN, 

Pasal 4 _, 

(1) Untuk hiburan yang :-r.enggunakan tanda masuk, pembaynran 
pajoknyo dilokukan di muka pada saat mclaksanakan 
porporasi; 

(2) VVajib pajak melakukan pembayaran kepada Bendaharawan 
~<husus Penerima (BKP) dengan menggunakan SSPD 
berdasarkan SKPD; 
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(3) Untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk 
katetapan pajaknya ditetapkar. tiap 3 (tiga) bulan sckall 
dengan menerbitkan SKPD dan pembayaran pajaknya 
dilakukan pada tang gal 7, 14, 21 dan 28 tiap bulan berjalan 
pa:jrt Bandaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan 
men·ggunakan SSPD dengan melampirkan hasil penjualan: 

(~) Pada akhir setiap triwula:-t untuk hiburan yang tidak 
mer.ggunt:lkan tanda masuk diadakan pemeriksaan kemudian 
diterbitkan : 

a. 3KPDKB, apabila setclah diperiksa terdCJpat kekurangan 
pembayaran pajak, 

b. SKPDKBT, apabila 3etelah diperiksa terdapat tambahan 
juml~h pajak; 

c. SKPDLB, apabila setelah dip~riksa terdap2t kelebihan 
pembayaran pajak; · 

d. SKPDN, apabila sP.ielah diperiksa tidak terdapat 
kekurangan pembayaran pajak. 

(:,) Apabila terjadi k(~lebihan pembayaran pajak, dapat 
dipet hh:ungkan dengan utang · pajak · lainnya yang 
pe;nbayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan. 

BAB iV 
KEVv.AJIBAN Wft.JIB PAJAK 

Pasal5 

(~) wc.tjib Pajak diharu~kan meng1s1 SPTPD dengan benar, 
lengkap dan menanda!ar.g3ninya, selanjutnya disampaikan ke 
C3bang Dinas Pendapatan sesllai wilayah kerj·anya: 

(2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus 
ditandatangani o!eh Pengurus atau direksi; 

(3) Galam hal SPTPD diisi dan ditandatangani or3ng lain bukan 
wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa; 

(4) Ap~bila SPTPD tidak d1sampaikan atau disampaikan tidak 
sesuai dengan batas wa.ktu yang telah ditetapkan dikenakan 
S8nksi administrasi sebcs"r 2 °k (dua porserrtus) per buiCJn; 

{5) Wajib . Pajak harus berscdia memenuhi pclaksanaan 
pemeriksaan atas obyek pajak sesuai waktu yang ditcntukan 
dun wajib menandatangetni berita acara hasil pcmeriksaan, 
dimana wajib pajak dapat mGnyGtujui seluruhnya, sobaginn 
atau tldak menyetujui: 
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(6) Pcnyclenggarnan hiburan yang mcnggunakan tanda masuk 
dil1a~uskan menggunakan tanda ma!.iuk yang tclah diporporClsi 
ole h. mesin porporasi Di~~s Pcndapatan; 

(7) Wajtb Pajak hiburan ycr,g melaku!<an usaha 11iburan dcngan 
omzet di atas Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan 
wajib menyelonggarakan perr~bukuc::m sesuai kctentuan yang 

borlaku. 

Pasal 6 

Ku~ang atal! tid3k dibayarny~ pajak dapat terjadi, karena bukti 
penggunaan tanda masuk tanpa diporporasi oleh Dinas 
Penda:;atan atau penyelenggara hiburan tidak merobek tand.1 
rnasuk yang telah digunaknn olel, pengunjung·tempat hiburan. 

BABV 
PERSYARATAN DAN TATA CAP..A 

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAf'! PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 7 

(1) Wajib pajak yang akan mengangs.ur pajak harus mengajukan 
~ermohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan; 

(?.) \Najib p~jak yang akan menunda pembayaran pajak harus 
mengajukan permoho'1an kepada Kepala Dinas Pendapatan 
dengan melamplrkan foto copy KTP. 

Pasal 3 · 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kebcratan 
kepada Kepalz Dinas Pendapatan atas SPTPD, SKPD, 
SKPDK8,SKPDKBT,SK~DLB,SPTPD; 

(2) Permohonnn keberatan diajukan secara tertulis kepada 
Kepala Dinas Pt::ndap::1tan dengan menyatakan alasan-aiasan 

secara jelas dan ben2r: 
_, 

(3) P0rmchunan kebcrClton h~Hus diajukan dalam jangka waktu 
paling lambat 3 bull"m sejak tanggal SKPD, SKPDKB d<ln 
SKPDK9T. ditorima V•Clji~:- pZtjnk; 

t .:i) Tanda tcrima surat kebc:-31an dari Kepala Din as Pcndapatan 
ddn tanda bukti pengiriman rnelalui pos tercatat mcnjadi tanda 
t.uktl p~nerimaan sur ut ~~ebera tan Wajib Pajak: 

l5) Pcn~ajuan kebcrata:1 tidat: menunda kewajiban mcrnbaynr 

p<lj<lk; 
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(6) Hasil peineriksaan · atas per.gajuan keberatan dituangkan 
dalar1 be rita acara · pemeriksaan dan ditandatangani oleh 
wajib pajal< yang bersangkutcm; 

(7) Kepala Dinas Penda;Jat_an dalam jangka waktu paling lama 12 .t/ 
bulan sejak menerima keberatan harus memberi keputusan 
atas keberatan yang diajukan ~'ang berlsl : · 

a. ~eberatan diterima sepenuhnya atau sebagian; 

b. Keben:tan ditolak; 

(8) Berdasarkan hasil pe:neril<saar. atas pengajuan keberatan ·7 
ditemukan adanya paj~k kurang atau tidak dibayar oleh wajib 
pajak. maka pajak tersebut akan diperhitungkan dan harus 
dibayar oleh yang bersangkutan. 

(9) Apabila Wajib pajak tidak dapat menerima Keputusan 
dimaksud dapat men~ajukari banding kepada badan 
pcnyelesaian sengketa pajak; · 

(1 0) Apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan 
keberatan diajukan dan Kepala Dinas Pendapatan tidak 
memberikan keputusan. . maka permohonan kebera~an 
dianggap dikabulkan. 

Posal 9 

Kulebihan ~ajak yailg sudah disetor dan atau pajak yang dibayar 
u! muka tatapi tidak scmua tanda masuk terjual dapat 
dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan car~ ; 

a. Mcngisi formulir · permohonan pengemba!ian pcmba~'aran 
(Jajak yang telah disediakan di atas materni sebesar sesuai 
ketcntuan yang berfaku dan memperoleh SKPDLB; 

b. Wajib pajak setelah mcnerima SKPDLB selanjutnya Dinas 
FendaJ.Jatan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan 
Pajak Daerah (SPMKPD) yang ditandat~ngani oleh Kepala 
Dinas Pendapatan~ 

. . 
c. Oii13S Pendapatan rncnyampaikan SPMKPD ·kepada Bagian (? 

Keuangan guna d!tervitkan · SPMU dan se/anjutnya Kas 
Daerah mengembalit<an kekbihan pembayaran pajak kcpadn 
pcmohoq ~erda sat kar'l SPMU. 

Pasal10 

Acntuk, ~si d:ln tata cara pengisian SPTPD. formulir penngihan 
pajal< sert<l tanda bt.Akti pembayaran dan bukti penerimaon pajal< 
dilaksanakan sesuai ketef'tu::ln yang berlt.lk"ll. 
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- g-

D~ngan berlakunya KepLltusan inl, maka Keputusan 
'Nalikotamadya Kopala Daerah Tingkat ·.II Surabaya Nom or 80 
Tc:lhUr"' 1999 tentang Petunjuk Polaksanaan Peraturan Oat:lrah 
Kotamadya Daerah. Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 
tentang Pajak Hlburan (Lembaran D~erah . Kotamadya Oaerah 
Ting.kat II Surabaya Nomor 60 Tahun 1999), dinyatakan dicab•.!t 
dan tidak berlaku lagl. 

PasaJ 12 

K-3p'Jtusan ini mulai _berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar ~etiap orang ·mengetahuinya, memerintah!~an pengundangan 
Keputusar. hli den.gan pe:1empatanpya dalam Lembaran Daerah 
Kota Surabnya .. 

1dan,gkan eli Surabaya 
l.tangga\ 10 Juni 2003 

\RETARlS D~E~~H KOTA SURABAYA 

ttd 

AL:SJAHBANA 

Ditetapkan di Surabaya 
padatanggai2Juni2003 

\J\'ALIKOT A ~URABA YA, , 

ttd 

BAMBANG D\AJI HARTONG 

' 
11BARAN DAERAH KOTA SURABAY/'. TAHUN 2003 NOMOR 21/02 

Salinan sesu?i d~ngan ·aslinya 
~e,Kretaris Daerah Kota SUI\abaya 
J!t.t·l~ . 
_ ~t\Ja Bagian H~kum . 

::·MI/l~J -
~n~1H * \...,..· · __ \}?" 
~-~ . 
~~"tilSJSWANTO ANVVAR 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



SI\.LINAN 

WALH<OTA SURABA'{A 

KEPU1USAN WALIKOTA SURABAYA 
NO:v10R 33 TAHUN 2003 

TENTANG 

... 

PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BIOSKOP 
Dl KOTA SURABAYA 

Menimbang 

Mengingat 

·C.\RfZAL \/JIOSKOP 

WALJKOTA SUHABAYA, 

a. bahwa dalam rangka untuk mempermudah dan memperJancar 
pelak~anaan pemungutan pajak hiburan khususnya pajak 
pertunjukan filrn/bioskop, yang didasarkan pada Keputusan 
Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Fetunjuk 
Pelt3ksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun · .. 
20Q2 tentang Pajak Hiburan, perlu mengatur penyelonggaraan 
pertunjukan film pada bioskop di J\ota Surabaya; 

• .... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Waiikota Surabaya tentang 
Penyelengf.1araan Pertunjul<an Film pada Bioskop di Kota 
Surabayn. 

1. Undang-u!ldang Nomor 16 Tahun 1950 ··tentang Pembcntul<an 
Daerah Kota Besar • dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta 
yang t~lah diubch <Jengan Undang-undang Nomor 2 Tit hun 1965 
(Lembaran Negara Tabun 1965 Nomor tiS, Tnmbahan Lembaran 
Negara Nom or 2730): 

2. Undang-undong Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 0De~ar.. 
dan Retri~usi Oaerah yarw teJah diubah dengan Undang-undan~ 
Nomor 34 Tahltn 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor -
24, Tambahan L9mbaran Negara Nomor 4048); 

·" ~-· 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerint~han 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 
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Menetapkan 

4. Pcrnturan Porn~rintah Nomor 65 T~hun 2001 tcntang Pojnk 
Oaornh tLemb~uan Negura Tnhun 2001 1-.Jomor 1·16, Tambal1an 

·~ Lembarun NC£18rr.l Nomor 4138); 

5. Pcraturc::n Da0ral1 Kota Sumbaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Organisasi Dir.as Kota Surabnya; 

6. Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Pajak Hiburan; 

7. Poraturan Dacrah J<ota Surnbnya Nomor 6 Tahun 2003 tcntang 
Kepariwisataan; 

8. Keputusan \JIJallkota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tenmng 
Rincian Tugas da:1 Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya; 

9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Petunjuk Pelaks~naan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 
Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan; · 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA ;, TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BlOSKOP 
Df KOTA SURABAYA. 

aAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dafa~ Keputusan int yang dimaksud dengan : 

• 1. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pe;"~dapatan 
Kota Surabaya; 

2. Klasifiknsi gcdung bioskop nda!nh susunan keJas/golongan 
bloskop yang terdiri atas golongan A.ll, 8.1, 8.11, dan C yang 
bertujuan untul< membedakan . ..fasilitas yang disediakan ol\h 
masing-masing gedung biosl<op; 

3. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bt!kti 
memasiJki gGdung bioskop; 

4. Hnrga Tandf.l Mas•Jk yang dapat disingkat HTM ada;ah 
besarnya nilai ua~g yang meJek~t pada sctiap tanda masuk. 
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BAB II 
KLASIFIKASI GEDUNG BIOSKOP DAN -. 

NOMOR TEMPAl DIJDUK PERTUNJUKAN FILM 

Pasnl 2 

KJaslfikasi gedung bloskop di Kota Surabaya dito~pkan 
sebagaimana diny:1takan daJam Lampiran J Keputusan ini. 

Pasal 3 

Nomor tempnt duduk pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Nom or tern pat duduk/kursi ditempel pad a masing-masing · 
tanda masuk ; 

b. Satu -nomor tempat duduk hanya berlaku untuk satu tanda 
· masuk; 

BAB Ill 
JADWAL PERTUNJUKAN FIL.M 

Pasal 4 

Jadwal pertunlukan film pada biosl<op ditetapkan seoagai berikut : 

a. Untuk pertunjukon film rutin/biasa, dilaksanakan pada pukul 
14.00 VviB, 17.00 WIB, 19.09 WJB dan 21.00 WIB; . 

b. Untuk pertunjukan film tambahan, diselenggarakan setiap hari 
sabtu, minggu dan hari besar/libur, dilaksanakan pada pukul 
12.00WIB; ., 

c. Pertunjuka;, film malam hari (midnight) diseJenggarakan pada 
malam minggu dan mafam harl besar/ libur, dilaksanakan 
pada pukul 24.00WIB ; 

"" d. Bagi pengusaha bioskbp yang akan menyelenggarakan 
pertunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, 
diwajibkan melapor paling lambat 1 (satu) hari sebelum 
pelaksanaan pemutaran film kepada .. Kepala Dinas 
Pendapatan. 

BABIV 
HARGA DAN WARNA T ANDA MAS UK 

PERTUNJUKAN FILM 

Pasal 5 

HTM pertunjukan film pada masing-masing gedung bioskop 
ditetapkan berdasar.kan kernampuan dan fasilitas yang 
dlsedtakan oleh gedung bloskop yang bersangkutan. 
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'I 
•' 

Pasal 6 .. 
l • 

Warna tanda masuk pertunjukan film/blos~cop berdasarkan jadwal 
pertunjukan film ditetapkan sebagaimana dinyatnkan dalam 
Lamplran II Knput•.Jsan lnl. · 

.. 
BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Keputusan ini !llu!ai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah 

K~ta Surabaya. 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggat 7 Juli 2003 

an. SEKRETARIS DAERAH •<OTA 
SURABAYA 

Pit. A~isten Tata Prnjo '· 

ttd 

MOCH. SANTOSO 

• 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 3 Jufi 2003 

t"JAUKOTA SURABAYA, 

ttd 

BAMBANG DWI HARTONO 

., 

LEMBARAI'J DAERAH KOTA SURft.BAYA TAHUN 2003 NOMOR.24/D2 

Salinan sesuai dengan aslinya 
,. ~.an. $.~~retaris Daerah Kota Sura!>aya 
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LAMPJRAN I KEPUTUSAN \NALIKOTA SUHABAYA 
NOMOR : 33 T AHUN 2003 "' 
T ANGGAL : 3 Jufl 2003 

KLASIFIKASI GEDUNG BIOSKOP 
Dl J<OTA SURABAYA 

NO GOLONGAN NAMA A-CAMA T 
---+------------~------- -------···------1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

1 
2 

A. II 

B. II 

Sumbaya 1 
Surabaya 2 
Surabaya 3 
Surai.laya 4 
Surabaya 5 
Tunj•Jn9an · 1 
Tunjunyan 2 
Tunjungan 3 
TunJun~an 4 
Delta I 
Delta 2 
Delta 3 
Delta 4 
Mitra 1 
MitrD 2 
Mitra 3 
Mitra 4 
Mitra 5 
Jembatan M erah 1 
Jembatan Merah 2 
Jembatan Merah 3 
.Jembatan Merafi 4 
Galaxy 1 ' 
Galaxy 2 
Galaxy 3 
Galaxy 4 
Galaxy 5 
Empire ·1 
Empire 2 
Etnpi;a 3 
Fort\ma 1 
Fortuna 2 
Fori:una 3 
Fortun~ 4 

• 

Pa5cu kombang 1 
Pasar kembang 2 

Jl. Pahfawan 
Jl'. PnhiClwCln 
Jl. Pahlawan 
Jf. Pahlawan 
Jl. Pahlawan 

Jl. Basuki Rachmad 
JI. Basuki Rachmad 
Jl. Basuki Rachmad 
Jl. Basuki F<achmad 
Jl. Pemuda 
Jl. Pemuda 
Jl. Pemuda 
Jl. Pemuda 
Jl. Pernuda 

I Jl. Pemuda 
Jl. Pemuda 
Jl. Pemuda 
Jl. Pornuda 

•., 

Jl. Jembatan.Merah 
Jl. Jembatan Merah 
Jl. Jembatan Merah 
Jl. Jembatan Merah 
Jl. DflcHma Husada Timur 
Jl. Dharma ..,.lusada Timur 
Jl. Dharma Husada Timur 
Jf. Dharma Husada Timur 
JJ. Dharma Husada Timur 
Jl. Mayjend Sungkono 
Jl. Mayjend Sungkono 
Jl. Mayjend Sungkono 
jJ. Kusuma Bangsa 
Jl. l<usuma Bangsa 
Jf. Kusuma Bangs a 
Jl. Kusuma Bnngsa 

Jl. Pasar Kembang J 
Jl. Pasar Kembang 
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F 
I 1 

0.1 

! 2 
! 3 

t1 

c 

1 
2 
3 
4 

2 

Rungkut Thc<:~tro 
Pur:t0mQ 
Anta 1 
P.nta 2 

Rukun Mulyo 
Tar.ju;1g 
Weta 
Surya Baru 

Jl. Abdul Karim 
Jl. Dinoyo 
Jl. Siwalt:m Kerto 
Jl. Siwalan Ker~o 

JI.Sirnomulyo 
JI.Tanjung Sari 
Jl. Menganti 
Jl. Wonokromo 

~--~------------~-------------------J-------------------~ 

VvALIKOTA SURAB.D.Y A, 

ttd 
•., 

BAMBANG 0\NI HARTONO 

C\f\ll AL \:l!OSKOf> 
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NO 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

C :VUZ AL VJ/OSKOP 

LJ\MPIHAN II KEPUTUSAN WAL.H<OTA SURABt-.Y 1\ 
NOMOR 33 T/\HUN 2003 
TJ\NGGAL 3 ~Juli 2003 

WARNA TANDA MASUK 
PERTUNJUKAN FILM Dl KOTA SURABAYA 

WAKTU WARN A I KETERANGAN ----
2 . '3 

14.00 Ungu Pertunjukan biasa 

17.00 Merah Pertunjukan bicsa 

19.00 Kuning Pertunjukan biasa 

21.00 Hijau Pe11unjukan biasa 

24.00 Biru Midnight 

12.00 Putih Pcrtunjul<an tambahan 

--

VvAL!KOTP. SURABAYA, 

ttd 

BAMBANG DVVI HARTONO 

• 

' 
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LIN AN 

~nimbano 

enginoat 

WALIKOTA SURABA.YA 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAGAYA 
NOMO~ 46 T.£\HUN 2003 

TENTANG 
TATA CAP-A PELAKSANAAN SANKSI ADMINlSTRASI 

PELANG~ARAN PERA'iURAN DAERAH KOT A SUMBA Y A 
NOMOR 6 TAHUN 201)3 TENTANG KEPARIW!SATAAN 

WALIKOT A SURABA y A,. 

: a .. haliw4 dalatn rangka melc\k5ahakah ketentuan pasal 121 ayat 
(4) P~raturan Daerah Kota Surabaya ~Nomor 6 Tahun 2003 
t~ntarig Kepiiriwisataan, parfu r.1engatur tata cara pelaksanaan 
~~nksi administrasJ pelai"sggarn!'l torhadap Peraturan Daerah 
dimak~ud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dl atas, perlu 
rr.enetapkan Kep utusan Wafikob Surabaya tentang Tata Cara 
P~l?.k~anaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan 
Daeral:l Kc,ta Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tantang 
J'(epariwis~t~an. 

1. L!ndang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Da~rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat_dan D~.erah lstimewa Yogyakarta, yang telah 
dfubah dengan Und~ng .. undang Nomor 2 T ahun 1965; 

2. Undang-undang Nofllor 9 Tahun 1390 tentang Kepariwisataan; 

3. Undang-undang N9mor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah; ' 

4. Peraturan Pemertntah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
Penyeienggaraan ~epariv.isata~n; 

5. Peraturan Daerah Kotamadya Oaerah Tingkat II Surabaya 
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Monggunakan 
Bangu:1anfT qmpat · untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan 
untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah 
Tingi<at II Surabaya; 

6. Pe~aturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Organisasi Din as Kota Surabaya: 

7. Pe.raturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
K~panwisataan. 
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-tapk&n 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN 
PERATURAN DAERAH KOTP. SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 
200j TENTANG I(EPARIWISAT AA.N. 

~J.\B l. 
KETE;NTUAN UMUM 

Pasal1 

O:ilam K sputusan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kepala Da&rah adalah Wallkota Surabaya; 

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya; 

3. KepaiR Dlm:ts Polisl Pamong Praja adalah Kepala Dinas Polisi 
Pamong Praj~ Kota Surabaya; 

4. ~epa(a Badan Kesatu~n Bangsa dan Perlindungan 
M~syarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Perlindungan Masyarakat Kotcl Surabaya; 

5. lzm U3aha Pariwisata adalah izJn yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Pariwisata kepada badal" usaha atau perorangan untuk 
menjafankan (mengop3rasikan) usaha dl bidang 
Kepariwisataan; 

6. Oadan adnlah sekumpulan or3ng dan/atau modal yang 
merupakan kosatuan b~ik yang melakukan usaha maupun -
yang t!dak melakukan usaha yang m~liputi perseroan terbatas, 
pt;)rS\lro"n komanditer·, perseroan lainnya, Bad an Usaha. Millk 
tJegara c1tau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi. koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
porkumpulan, yayasan. crganisasi massa, organisasi sosial _ 
pol!tik atau orl)anisasi yang sejenis, lembaga, ben~uk usaha 
tetap dan bantuk badan tainr.ya~ 

7. Pimp!nan Usaha Pariwisata adalah orang yang momimpin dan 
i:.'ertanggur.g jawab atas Usaha Pariwisata. 

BAB II 
PELAKSANAAN SANKS~ ADMINISTRASI 

Pasal2 

Pelanggaresn terhadap Peraturan Oaerah Kota Surabaya Nomor 
6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan, dapat dikenalcan sanksi 
administrasi berupa per!ngatan lisan, peringatan tertulis dan 
pel"cabutan izin usaha. 

• 
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- j -

Pr\sal3 

(1) Pvringatan sccara lisan dapat diborikan oloh : 

a. Kep<?la Daorah; 

b. Kepalu Dinas Pariwlsata "tau Pcjabat yang ditunjuk; 

c. Kepala Dlnas Polls: Pan1ong Praja atau Pejabat yang 
dit~nJuk; 

d. Ke:pala Barlan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 
Mnsyarakat a tau Pejabat yang ditunjuk. 

(L) Paringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, borsamaan 
maup•Jn sstelah peringatan tertulis; 

(3) Peri!lgatan tE~rtulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
d1borikan seb3nyak 3 (tiga) kali secara .berturut-turut yaitu 
beP.Ap3 perlngatan I (pertama), perlngatan It (kedua) dan 
perinaatan Ill (kotiga); 

(4) TenQgar.g waktu antara per!r.gatan I (pertama), peringatan II 
(kedua) dan peringatan Ill (ketiga) sekurang-kurangnya 
selama 5 (limaJ hari sejak perlngatan tersebut dioorikan; 

(5) Peringatan Ill (ketiga) adalai1 merupakan peringatan terakhir 
dC'.n apabila dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberikan 
roringamn Ill (ketiga) masit~ terjadi pelanggaran atau tidak 
mematuhi peringatan, maka izin usaha pariwisata dapat 
diet~ but; 

(G) Peringata!1 sebagaimana din1ak~ud dalam pasal 2 dibcrikan 
sec~ra langsung kepada pimpinan usaha pariwisata atau 
dapot diberikan melt\lui pegawai y?ng bertugas pada usaha 
pariw!sata ters(;jbut; 

(7) San!(si administrasi dimaksud dalam pas~l 2 dapat diberikan 
~ebelll'n, ber~nmaa() m~upun se~elah ~elaksanaan sanksi 
;Jidana ; · 

Pasal 4 

Khusus untuk pe:anggaran ketentuan waktu/ jam operasional 
diberikan tfmggang waktu untuk peringatan I (pertama), 
peringdt3n II (ked•Ja) dan peringatan Ill (ketlga) maslng-masing 
selnmt1 1 (sat~) x 24 (dua puluh err.pat) Jam sojak poringatan 
rlibcrlkan; 

Pasal 5 

Su~at pencabutan izin usaha pnri·Nisata dikoluarkan olch Kcpolo 
Dir.as. 
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BAB Ill 
· KSTENTUAN PENUTUP 

Paaal 8 

KopLituS3n Jnl mulaJ berlaku pad a tanggal dlundangkan. 

~ar seUap orang mongetahulnya, mamorlntahkan 
poogundangan Keputusan fnf dengan penompatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Surabaya~ . 

dangkan di ~uraba/8 
; tanggal 24 Oktt'ber 2003 

It SEKRETA..~S DAERAH 
KOTA SURABAYA, 

ttd 

MUHLAS UDIN 

D;totapkan dJ Surabaya 
pada tanggaf 24 Oktober 2003 

WALIKOrA SURABA Y A, 

ttd 

PAMBANQ DWJ HARTONO 

;ARAN DAERAH KOT A SURABA YA T AHUN ~003 NOMOR 33102 

Salfnan sesual dongan &siJnya 
1. Sekretaris ~erah Kotn Suubaya 

ANTOANWAR 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



WAL!KOTA SURABAYA 

KE?UTGSAN WAl.IKOTA SURA BAY A 
NOMOR 54 ·rAHUN 2003 

TENTANG 

PERU9AHAN ATAS KEPUTUSAN WALJKOT A SURABA Y A 
NOM OR 45 TAHUN 2003 ·reNTANG T ATA CARA PELAKSANAAN 
SANKS I ADMINISTRASI PELANGGARAN PERA TURAN DAER4.H 

KOTA SlJRABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN 

lim bang 

;,ingat · 

WA!..IKOTA SURABAYA, 

: a. bahwa dnlam rangka melaksanaka:1 ketentuan pasal 121 ayat 
(4) Peraturan Daerah Kot~ Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 
tentang Kepariwisataan, telah ciitetapkan Keputusan· Walikota 
Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara 
Pelc.ksanaan Sanksi Admjnistrasi Pelanggaran Peraturan 
Oaerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Kepariwisataail; 

b. bahwa dalarr• rangka efektifitas pelaksanaan Sanksi 
Administrasi Pelanggaran Peraturan Oaerah Kota Surabaya 
Nomor 6 ~aht.:n 2003 tentang Kepariwisataan dimaksud pada 
iu~ruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya 
tentnng Perubahan Atas KGpui:usan Walikota Surabaya Nomor 
45 Tahun 2003 tentang' Tata Cara Pelaksanaan Sanksi 
Adrr!inistrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Norr.or 6 Tahur. 2003 tentang Kepariwisataan. 

1. U!1dar"g-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
D:aeral1 Kota 8esar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur{Jawa 
TenQah/'"lawa !3arat dan Oaerah fstfmewa Yogyakarta, yang telah 
diubah dengar. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Und~r.g-undang Numor 9 Tehun 1990 tentang Kepariwi;sataan; 

3. Ur1dang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
D~erah; 

r 
I 
I 

• 
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1etapkan 

4. Peraturan Pera1erintah Nomor o7 Tahun 1996 tentnng 
Penyelenggara:Jn Kepariwisatac.an; 

5. Pereturetr. Daerr.~h Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Organisa:;i Din as Kota Surabaya; 

6. PAratura.n bae~ah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Kepariwlsataan; 

7. Keputusan W~likota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan _Sanksi Administrasi Pelanggaran 
Petraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Ke~~riwisalaan. · 

MEMUTUSKAN 

PERUEAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA 
N0l\10R 45 T AHUN 2003 TENT ANG TAT A CARA PELAKSANAAN 
SANKSI AD:'vliN!STRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG 
KEPARIVV!SAT A~N. 

Pasal I 

Ketentuan Pasa! 3, Pasal 4 dan Pa~al 5 dalam Keputusan Walikota 
Sur4baya Nomor 45 Tahun' 2003 tentang Tata Cara Pelaksan~an 
Sanksi Adn1ini5tra~i Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 6 Tah•Jn 2003 tent&ng Kepariwisataan diubah sebagai 
ber:kut: 

Pasal3 

{1) Peringatan sec3ra lisan dapat d!berikan oleh : 

a. Kepala Daerah; 

b. Kepale Qinas Pariwisat~ a~au Pejabat yang ditunjuk; 

c. Kepala Dir,a~ Pclisi Pan1ong P~aia atau Pejabat yang ditunjuk; 

d. Kepala Badan Kesntt;C;1n Bangsa dan Perlindungan 
MasyarakAt atau Pejabat ysng ditu.1juk. 
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(2) Peringatan li~Zln dcpat d!'Jerikan baik sebelum, bersamaan 
rr.aupun setelah peringatan ~ ;,rtulis; 

(3) PP-ri:1ga~ar1 tertulis sebag· imana dimaksud dalam pasal 2 
diberikai1 oleh Kepala Dina·; S()b2nyok 2 (dua) kali yaitu bcrupa 
p~ringatan I (pertr.ma), dar. peringatan II (kedua) m~tsing-m"sing 
berdasarkan herita acara pemGriksaan di tempat; 

(~) Apab!la setelah diberikan peringatan II (kedua) masih terjadi 
p~langgaran ctan atau tidak mematuhi peringatan dimaksud, 
maka izin usaha pariwisata dapat dicabut; 

(5) Sar.ksi administrosi di:naksud dalam pasal 2 depat diberikan 
sebafum, bersamaan maupun setelah pelaksanaan sanksi 
ridar.a. 

Pasal 4 

(1) Pelanggaran dimaksud - dalam Pasal 2, termasuk pula 
p(,ll1ngg~trG.n tit:s ketr ntuan waktui jam-op~rasional; 

(2) :<et~ntuan waktu/ja~ operasional dimaksud pada ayat (1) adalah 
s~bagaim3na diatur dalam ?asal 60 Peraturan Oaerah Kota 
S• lr3~:'18.ya Nom or 6 Tahun 2003 ynitu : 

a. ~al-hal yang mengatur tentang ketentuan waktu{jam 
operasional penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan 
umum diatur d~ngan Keputusan Kepala Daerah; 

b. khu~us selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya ldul 
Fitri: 

1. untu!{ kegiatan usaha Oiskotik, Panti Pijat, Bola Sodok 
(Bilyard), Gelan~gang Permainan dan Ketangkasan 
dewasa, Ketab Malam, Karaol<e (dewas~) dan Rumah 
tv1usik diwajibl<an menut:JplP1e.nghentikan kegiatan; 

2. un~uk kegiatan pe!tU:ljuKan Bioskop dilarang memutar film 
mul~i pukul 17.30 VvlB (waktu sholat maghrib/berbuka 
puasa) sampai d·~ngan pukul 20.00 WlB (waktu sholat 

':' 
isya'/ tarawih): 

.. 
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Pasal 5 

P0ncabutc:n izin usahJ par!'.visat" d;totapkan oleh Kopala Daerah 
aiau Kcpa!a Dinas. 

Pasal II 

K0pucusan ini mu!ai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seti.1p orany mengetahui:lya, memerintahkan pengundangan 
K-9putusan ir.i dengan penompatannya dalam Lemb&ran Daerah 
Kota St.~rabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal ·1 ·1 Nopember 2003 

VVAL!KOT A SURA8,6,Y A, 

ttd 

SAMBANG 0\/VI HARTONO 

)iundangkar. d: Surabaya 
)ada tanggal11 Nopetnber 2003 

S~KRETAR'S DAt:PJ\H KOTA SURABAYA, 

ttd 

SUKAMTO HAD! 

_EM BARAN D.4.Ef1Ar KOT A SUHi~BAYA T /"HUN '2003 NOM OR 42/02 

· Sallnan sesu.-~i dengan aslinya 
:.an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya 
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\'VALIKOTA SURABAYP. 

KEPUTUSAN V'JALIKOTA SURABAYA 
NOM OR 58 T AHUN 2003 

TENTANG 

,,, 

KETENTUAN V/AKIU/ JAM OPERASIONAL 
KEGJAT AN USAHA OBYEK DAN DAY A T ARIK WI SAT A 

REKREASI DAN HIBURAN UMUM 

WALIKOTA SURABAYA, 

·1imbang : 2. bahv1a dalam rangka pelaksGlnaan ketentuan pasal 60 ayat (3) 
Paraturan Daerah Kota Surabaya Nomcr 6 Tahun 2003 tentang 
Kepariw1sataan, perlu diatur kC3tentuan waktu/jam operaslonal 
kogiatan usaha obyek dan daya tarik wisata r<:krea~i dan hiburan 
umum; 

b. bah\AJ3 berd~sarkan ?ert!n bangar. pad~ huruf a, per!u menetapkan 
Keputusan VvaJikota Surabaya tentang- Ketontuan VJClktu/Jam 
Operasiona1 Kegiatan Usaha ObyeK dan D~ya'' Tarik Wisata 
Rekreasi dan Hiburan Un1utll. 

· 1. Undang-undang Nomor 16 T~hun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalum Hngkung~n Propinsi Jawa Timur/ Jawa 
fengah/ Jawa Barat dan Daerah lst1mewa Yogyakarta, yang telah 

· diubah d-~ngan Und;3tng-undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undeng-undang Nomor 9 Taht'n ·1990 tentang Kepariwisataan; 

3. •Jnda~g-undang Ncmor 22 Tahun 1999 tentang Pem\3rintahan 
Daerah;· 

A Peraturan Pemerint8h r.Jcmor 51 Tahun 1996 tentang 
Penyalenggaraan Kopariwisataan; 

5. Peraturar. Daerah Kota Surabay2 Nom or 3 T 3hun 2001 ten tang 
Organisasl Dinas Kota Surabaya; 

6. Peraturan Daerah Kota Su~aba)ia Ncmor 6 Tahun 2003 tentang . 
Kepariwisataan; 

7. K~outusan Walikota Sur~'1ava Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
,=(i~clan Tug~·s d:::n Fungsi uinas Pariwisata Kota Surabaya; 

• 
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'" 

8. KeputusJn Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun L003 tentang 
Penydlenggaraah Pertunjul<ah Film pada Biosl<op di Kota 
Surabaya; . 

9. KepL•tusan \Nalikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran 
Peraturan Daerah Kota ~urabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
:(cparlvli$ataan, yang telah diuba~, dengan Kcputusan Walikota 
Surabaya Nomor 54 TrJhun 2003. 

MEMUTUSKAN: 

KF.PUTUSAN \NALIKOTA SURABAYA TENT ANG KETENTUAN 
'lvAi<TUiJAM. OPERASiONAL KEGIATAN USAHA OBYEK DAN 
DAYA TARIK WISATA REKREA~t DAN HIBURA~ .• \)MUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Da!am Keputusan ini yang dlmaksudkan : 

Daerah zda!3h Kota Surabaya; 

Kep2!2 D~erah ada!ah Vva!ikota Surabaya; 

3. Kepa!a Dlnas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya; 

~t Dariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
wisata, termasuk pengusahaan obyak dan daya tarik wisata serta 
usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan; 

5. Usah3 Rekreasi dan Hiburan Umum, ada1ah setiap usaha 
komersiai yang ruang iingkup kegiatannya dimaksudkan untuk 
mt?mbenkan kes8garan Jasmani dan roham: 

S Hiburan, adalah segala bentuk penyajian/ pertunjukan dalam 
bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk 
m4?.mberikan rasa senang kepada pengun_1ung dengaF" 
:ncnd~patkan imbalnn jns~; 

7 !zin Usaha, adalah lzin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada 
Buc!an Usaha atau Perorangan untuk menjalankan 
(_mengoperasikan) usaha d1 bidang Kepariwisataan; 

8. Sa!or. Kecantikan, adal3h setiap usaha komersial yang ruang 
ilnghup kegiatannya manyedia\<an tempat dan f;.silitas untuk 
m~motong, m enat8 ram but, menas muKa serta merawat k1J1it 
d..::nG2n b3han kosmt~tika; 
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9. Barber Shop, adalah ·setl~p tempat usaha komersial yang ruong 
lingkup kegiatannya menyediakan jelsa pelay'4nan memotong dan 
atau menata serta merias ramb~tt: 

111., 

10. S p a, adalah setiap us aha ko:nersinl yang ruan'g lingkup 
kegiat~nnya menyedi~l<an temp~t dan fLtoi!ita5 pelayanan terpadu · 
sebagat terapl atau perawatan pada ba~pap-bagtan tubuh atau 
badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik 
dan. psikhis dengan menggunakan bnhan kosmetika atau ramuan 
tradisionaf: 

11. Sauna/Mandi Uap, adalah setiap us3ha komersial yang ruang 
iingkup kegiatannya menyediak<:~n tempat dan fasilitas jasa 

. pelayanan perawatan tubuh dengan cara terap! mandi uap 
!'•ienggunakan arotno, rcrnp~h- rcmpah 3tou lainnya untuk 
kesegaran jasmani.; 

~ 2. Usaha Karaoke Dewasa, ada!ah su:-1tu usaha yar~g n!enyediakan 
tempat dan fasiiitas untt•k bernyanyi dengan iringan musik 
r~kaman sebagai usaha pokok untuK orang dewr:tsa dan dapc:tt 
dHengkapi jasa p~lay;lr:3n makan dor1 minum serto prnmuria; 

13. Usaha Karaoke Ke!uarga, adalah ~uatu usaha y2r.g rr:enyediakan 
tempat dan fasiiitas untuk bernyanyi dengan iringan musik 
re-kaman sebagai usaha pokok: dan darat di!engkapi jasa 
pc~ayanan mai<an d'-tn minurn ·i'ang dapat dinikmatl. oleh anak­
anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga); 

·! t1 Kelab M3lam, adalah suatu usah2 yang rr.enyediakan tern pat dar. 
fasmtas untuk menari dan dlirir.gi ~iusik hidup, pertunjukan lampu 
.dan m~nyediakan jasa pelayanan ma!<:an dan minum sert3 
pramuria; 

15. Pub 3tau Rumah Musik ad:.!ah setiap usaha komersla! yang 
menyediakan tempat dan fasiiltas pertunjukan musik hidup, 
perttmJukan tampu tanpa pramuna dan dapat dtlengl<api dengan 
jos~ pdoyanan makt4n d«ln minun:; 

16. Prarn_uri3, adalah seseorang yong bertugas memandu dan atau 
mendampingi wisatav.:an ata~ tamu pada saat menikmati acara 
h!buran di tempat us aha pariwisat8: 

17. Di~.kotik, adalah suatu usaha yang menygdiakan tempat dan 
fasiiiias untuk menari deng<An diiringi musik yang di3ertai atraksi 
pertun.iukan cahaya tampu tanpa pertunjukan la,ntc.i dan dapat 
di!engkapi dengan jasa pelay3n3n rnak~n dan mii1um; 

·18. Bioskop, adalah su2tu usaha yang menyediakan tempat d~n 
fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat 
dllengKapi dengan penyediaan .iasa pelayanan makan dan 
minurn: 

... 

• 
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19. Pad ana GoJf, .adalah suatu bangun3n yang menyediakan tempat 
d~n fe2~Ultas Uhtuk olohrcga golt dlsuatu kawasan tertentu sebagai 
usaha pokok dan dapat dilengkapt dengan jasa petayanan makan 
dan minum serta akocncda~l~ 

20. L2pangan Tanis, adalah suatu usaha ya·ng rr:Gnyediakan tcmpat 
dan fa5Bitas untuk olah raga teniz s~baga1 usaha pokok dan 
-dapa! dilengkapl dangan jasa petayanan mak"n dan minum: 

21. P2nti Pijzt I Timung I Massage, 2dal2h · suatu u~.aha yang 
menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha 
pokok dan dapat dil~ngkapi dengan ja.sa pe!ayanan makan dan· 
minum; 

22. Gclanggang Bowling, adalah suatu usaha yan£ rnenyediakan 
tempat dan fasilitas ·untuk olahraga bvwling sebagai usah~ pokok 
oan dapat dHengl<ap! deng\ln penyadiaan -jasa pelayanan mak8n 
cl~r. minum; 

23. Gelanggang Seluncur Es (!ce Skating): adalah suatu usaha yang 
menyediakan tempat dan fasilitas beroiahraga seluncur es atau 
seJ~n!snya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 
p~r~ycdin~n jasa J:;ciay~n~n mokun don m~num; 

2<1. Pusat K~bugaran Jasm~ni atau Fitness Centre, adaiah suatu 
usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk 
melakukan kegiatan lat!han kesegaran Jasmam atau terapi 
~cb~g~i usaha poke~~ dnn dclp:lf diiengkapi dengan jasa 
pelaya11an makan dan minum; 

25. Ko!am Renang, ada!ah suatu usaha yang me'nyediakan tempat 
dan fc.smtas. untuk barenang sebagai · usaha pokok dan dapat 
dHengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum: 

25. Gelanggang Renang~ ad2lah su2tu usaha yang menyediakan 
tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain 
anak-anaK sebagai usaha pokok dan dapat dilengl<api dengan 
pcnycdia~n jasa pebyan;ln m~kan d~n minum : ... 

27. Kol3m Memancing, adalah suatu usaha yang menyediakan 
tempat dan fasilitas untuk memancinQ ikan sebagai usaha pokok 
dan dapat dilengkapi dengan penyectraan jasa pelayanan makan 
d::tn minum ; · · 

28. Bola Sodok (Billyard), adalah suatu usaha yang men~~ediakan 
tGmpat dan fasiiltas Untuk bermain bola SodOk (biflyard) Sebagai 
usaha pokok dan dapat dflengkapl dengan jasa petayanan makan 
dan minum; 

• 
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28. Gelanggang P'}rmain2n dan Ket(lngkasan 0e'NaC3a, adatah suatu 
U3aha y~ng menyediakan tempot dan fasilitas untuk permalnan 
Ketangkasan dan atau mesm permain"n sebagal usaha pokok 
d~n dapat dilengkapi dengan jaea pelayanan m3kan dan minum; 

30. Ge!3nggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak, adalah 
~uatu usaha yang menyedi~kan tempat dan fasiiitas untuk 
pt?.rmainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak 
s~baga! usaha pokok dan dap3t dilengkapi dengan jasa 
pelayanan makan dan minum; 

3~. 8a!ai Perternuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan 
tampat dan fasiiitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, 
f)esta atau pertunjukan sebagat usaha pokoK dan dapat 
c:l~r.g!·:;lpi dengan pcnycdioon j~~a p~!ay~nan makan dan 
m!num: 

1?. Gedung Ter.is Meja. ada!nh su3tu !..Jsaha yang menyediakan 
t€mpat dan fasilitas untuk clahraga tenis rncja sebagai usaha 
pokok dan dapat dilengkapt dengan jasa pelayanan makan dan 
rninum; -

~3. Ge!3nGg:Jr.g Olahraga Terbuka, ada!ah suatu usaha yang 
mer.yadiak<m tempat dan fasiiitas untuk kegiatan berbagai 
(aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi 
dor:gan jasa pelayanan makan dan min urn di tern pat terbuka; ... 

34. Gelanggang 0!3hrag~ Tertutup, ada!ah suatu usaha yang 
menyed:akan tempat don · fasilitas untuk kegiatan berbagai 
<~neKa) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi 
dengan jasa pelayanan rnakan dan rninum dalam g~dung 
tetiutup~ 

35. Taman Rekreasi, adal2h suatu usaha yang menyediakan tempat 
dan barbagai jenis fasmtas untuk membarikan kesegaran jasmani 
dan rohani yang meng~ndung unsur hiburan, per:didikan dan 
kcbud~yo~n sebag.:\i u~~h<l pokck d! su~h..t k~wnsan tertentu 
yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan 
d~n minum sert~ akomodasi; 

3E. Te3ter atau Panggung Terbuka, adalah. suatu usaha yang 
iilt;nycdiakan tempat dan fasilitas untuk portunjukar. seni budaya 
di tempat terbuka. (tan~a ata~) dan dapat dilengkapi dengan 

. pcr:ycdi~an jas~ pelayanan tnG!kan d;:m minum: 
,, .. , 

37. Teater atau Panggung Tertutup, adalah suatu usaha yang 
menyediakan tempat dan fasilit~s untuk pertunjukan (pentas) seni 
budaya dan dapat dilengkapi jasa pelayanBn makan dart minum 
di d~k::m gGdung tortutup; 

• 

I 
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38. Pasar Seni, adalah Euatu usaha yang menyediakan tompat d3n 
fa:;ilit~s untuk pertunjul<an ~eni budaya di tampat torbuka (tanpa 
c.tap) d~n dapat dilengkapi d~ngan .iasa pelayanan makan dan 
m!num; 

39. Dunia Fantasi. adalah suatu usaha yang menyediakan tem;-;at 
atau kawasan dan fasiiita~ untuk mempertunjukkar. karya (seni) 
tantastts; 

c10. T?.man Satvva, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk mamelihara berbagai jenis satwa dan dapat 
dllengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan 
n"llnu:n; 

41. Usaha Sar2na dan F~s!!it2s Olahragz.~, 3dalah suatu usah3 yang 
manyedi~kan perulatan ata'-! perlengl\zpan ut1tuk beroiC!hraga 
~tEll ke!angkasan ba!f< dt oar2t, 3ir dan ud:Jr9 vang dikelo!a 
sccara kcrner3ial~ 

~.2. L3pangan Squash, z;dalah suatu usahu yang menyediak~n 

tcmpat dan fasilitas Ui1tuk oiah raga squash sebagai usaha pokok 
dan dapat dilengkapi dengan _iasa pelayanan makan dan m!num; 

43. Pentas Psrtunjuxan Satv..ra, ada!ah suatu l!s~ha yang 
me:nyadiakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkCln 
permainan atau ketangkasan satwa: 

44. u~.aha Fasi!itas V\/isata Tirt3 dan Rekreasi ,t1,ir, 8da!ah suatu 
usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk 
bereJ<reasi air yang d!ke!o!a secara karners1al: 

45. Lapangan Bulu Tangkis! ad2!ah su3tu usaha yang menyediakan 
tempat dan fasiiitas untuk oiahraga bulu tarigkis sebagai usaha 
pol\ok dan dapat dHengkapt dengan jasa pelayanan makan dan 
m:num; ,. ""' 

1J.G. Shov.~biz (pertunjukan hiburan), ada!9h suatu usaha komersb! 
yang ruang iingkup kegi3tannya menyeienggarakai1 pertunjukar. 
h!buran umum. 

BA8!! 
KETENTUAN VvAKTU/ JAM OPERASION/\L 

KEGIL\TAN USAHA OBYEK DAN DAYP. TARJK VVISATA 
REKREAS! DAN H!BURAN UMUM 

Pas?.! 2 

Dal!!m pe~aksanaan kegiatan usaha obyek d~n daya tari!< v.~7at~ 
rs:,rau~i dan hiburan umum, penyetenggara usaha harus mengtkutt 
ketentuan· waktu/jam operasional sesuai dengan jon is usahanya_. 
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Pas~' 3 

(1) Ketentuan waktu/jam operasional sebagaimana dim2ksuu dalam 
pasal2 adalah sebagai berikut: 

a. Untuk pub (rumah musik), k0!2b malam (night .. ·club), diskotik 
dan karaoke dewasa dirnulai pada puk1.1i 20.00 VJiB dan harus 
sudah berakhir pad a pukul U3.00 W18: 

b. Untuk k3raoke ke!ucarga : 

1. P3da hari-h2ri !,)!asa dimu!ai pada pukul 09.00 'NIB dan 
i1arus sudah berakhir pada pukui 23.00 \NIB; 

2. Menje!ang hari besar/libur d!mul3i puku! 09.00 \/VIB d::m 
sudah berakhir puku: 0·1. CO V'Ji8. 

c. Untuk ge!a!1ggang permainan dan !-:ctang1-:asan dev:as~ da!" 
bcia sodok (biliy~rd) : 

1 P~da hari-hari bias a rnu!ai puku! ·1 t1.00 \!V!B dan harus 
sudah berakhir pada pukui 24.00 VviB; 

2. f\.1enjelang hari besarf!ibur muL=1i puku! 14.00 \.f\J!B dan harus 
~udah berakhir pukul 02.00 vViiJ. 

d. Untuk gelanggang p~rma!n3n clan kGtar:gkasan anak-anak 
dimuiai pad a pukui ·; 0.00 VViG dan harus sudah berakhir pada 
put<u! 22.00 \f\/18; 

1.'; Untuk bioskop : 

1. p~rtunjukan film rutin/bi2sa, dimu!a! p2d2. .Puku! 14.00 Vv!B 
dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 VviB; 

2. p~rtunjukan fi!m tambahan, dise!enggarakan setiap hari 
::;abtu, minggu dan hari besar/libur, diiilUiai pada pukul 
12.00 \N!B; 

3 ~e!tunju!<ar. film m?.!am hari (midnight) dise!enggarakan 
pada ma_iarn mlr.ggu don malam ht::~r: bes8r/iibur, dimuini 
~~c!a pukul 24 .OCJ V\!i!:S. 

f. UPtux p2nt: p!jat!~i~un]!m?.~.sag~ tj~:;:u!~: pac3 puku! 09.01J 
\iVFJ dan harus sudah bciakhir ;JJda pukul 22.00 \i\ii8; 

g. lJntl!!< ~.a!cn keca;,t~kan da!l ba~be!· shop d!mLd3! pada p~kut 
oe·.oo VviB dan harus ::>udah bciakh;; pad a pukul 22.00 \NIB; 

h U!~tuk s~una/~andl uap dan sp3 d!m:Jla! pada pukul 09.00 VV!9 
dan harus sudah berakhir pad a pukui 22.00 vViB; 

'·· LJntuv n~dang no!f t~n-~'"ln rot .. ,.a~c-i ,-.~~n "~c::-::~r c::oni r: 1·,.,u!~i p-::~d~ • "' '" t"~ •• ~ '• """"''''~''! ''-'"''""" ...... ,. ...... '-.tl :-'"··_,-..,.... '-~'-""' '\..," ••• ""'' ..... t\:.A 

pukul 08.00 \NIB dan haius suciah burakhir pada pukul 
22.1JO VV!B; . 

j. Untt!k kolam memandng dimulai pad?. puku! 06.30 \.\fiB dan 
haru3 3Udah berCl~<hir pada pul<ul 22.00 VviB; 

• 
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k. Untuk dunia fantasi: 

1. Pada harl-hari bissa dimulai pada pukul 08.00 WlB dan 
harus sudah berakhir pada pukul 22.00 Vv'IB: 

2. Mer.jelang hari b9sar/libur d!mulai pada puku1 08.00 VVIB 
clan harus sudah b~rakh;r pada pukui 24.00 WI B. 

L Untuk teater/panggung terbuka d~n t~ater/panggung tertutup/ 
pertunjukan hiburan : 

1. P2da hari-hari bias2 dimu!ai pada pt.!kul 08.00 \1'1!8 dar. 
harus sudah berakhir pada pukui 02.00 'NiB; 

2. Pada hari besarfl!bur dirnu!3i padB pu~t:!~ 08.00 \N!B dan 
h<Arus sudah bQrakhir pad& pukul 03.00 V'JlB. 

m t ln+tiV t'!l"""an c:~t;u~ IU::;':Ih~ t'!'lc::ili+-;:.c:- \~lic:-ata tirt~ ~~r. rovrr..-::~c:i air 
'· .. J ........ , .• t.Gtli • ...., ....... ., ... .,; ........... \ ....... : .& .... .~ .............. '""~·~· L. .. ,.~..;,. ..... '-'' ""''' .,...,.....,, I 

dimulai pada pukui 03.00 vVi8 d~n h~ru:; sudah b.;;rakhir paJa 
puku! 17.00 \NIB: . -

n. U!ltuk balai pertcmuan u!'"rlurn dar. pe!'"'tas pert.ur.1ukan satv·/3 
d~mulai pada pukul 08.00 \/'iii8 cicn hc:nus sudah b.;;ra.khir pado 
pukul 24.00 \N!B; 

c. UntuY. san~na dan fa<:B!t.a~- c!?hr2g~, f!tnes~ centre, kch~m 
rctlang dan ~e\~nggang rcilC\i1g dirnLilai pada pukui 06.30 VvrB 
dan !VHUS sudah b·?.raKh!r p2.d8 pul<:ul :lU.UO \NIB: · 

p. Ur:tu!< ge!anaganc c!ahrac3 ter~~!k3/tertutuo, cedung ten!s 
iii~ja., iapang~n squash, i;pGiilgc:.n tel,r.ls d~n \;t:Jangan buiu 
12ngl<is dimulai pada puKul US.OO \f\1!8 dan harus sud~h 
!:;ciakhir pada puku! 22.0Q vv:a; 

q. Untul< ge!a:~ggang bcwling dan ge!angg2ng se\u!1cur es (ice 
3kating): 

1. P3d3 hari-hari bias2 dimu~3i p2da puku! 08 00 VV!B d2n 
harus sudah berakhlr pada pukui 22.00 \.1\118; 

2. Pada hari besar/!lbur d!tnu!a! pad:::! puku! 08.00 VV!B dan 
harus sudah beiakhir pada puku~ 24.CO \lJi3. 

(2) Ketentuan sebagaimana ':!im9kc:~~~ p2~~ ayat (1 ), ber18ku juQ3 
unt\.lk kegiatan/usaha yang berada ~tau manjadi fa~;;ilitas di hotel 
dan restoran; 

Semua kegiatan usaha obyek ds~ d2ya tarik wisata rekreasi dan 
hibuian umum harus menghanti~ar. kogi~tanr.ya pa:ing lambat pada 
pukul 22.00 WIB pada tanggal 16 -".gt•stus (_menjelang peringatan hari 
Prc!·d.:lm~si Kc.merdekaan Rapublik !ndoncsi~). bngg~l 9 Nopembor 
~men,ieiang peringatan ·Hari Pahlawan) dan tanggai-tanggal la1n yang 
ditetapk~n oleh Kepale Dserah. 
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Pasaf 5 ,,,, 
U$aha C'byek dan daye tarik wi~ata rcV.reasi dan hiburan umum dapat 
rr.enye:ongg(Arnkan kegi~tan psrtunjul<~n hltumn ~ampai pada pukul 
04.00 Vvll::( pada tanggal 31 Oesember (m~nJelang p~rgantian Tahun 
3~ru ~.:t~sehl). 

BAB !H 
KETENTU.~.N PENUTIJP 

?.. Keput~'szn i.Na!ikot:mady2 Kepa!a D~er2h T~ng~at !! Surabaya 
i'~crnvr Z~ Ta!itm 1998 icniZ(ilQ ;.Z€tcntuai·, \/·JaktufJain Kegiatan 
r~m!='at-tempat Rekreas! dcr'l H!btJran Umum : 

~. Kc-ol~tucsan \AJa!ikot3 Surab:wa f\J0!'nor 49 T2hun 2002 tentanc 
'fi~ktu/Jarn Operasional ·Kegiatah Usaha Rckreasi dan Hibura~ 
Umum Pada bulan Ramaohan dan Malam Han kaya !dhu! Fitri di 
Ko~~ s~:-~b~ya. 

Kepu~usan ir.l mu!ai ber!aku pada tangga~ dit.mdangkan. 

Ag3r seti:lp orang mer.getahuinya, memerintahkan pengundang3n 
~-'··-~ ,~. ·--- :n: dengan p-nen~p·"'-nn·y- .J-•-·m 1 ~m~- .. an Do- eran· Ko•·' 1'\.~!-IUL\..c..;)Qil I I ~ I CUQ a UQIQ I L.~l IUQI I &.a 

Suraoava. 

Ditetapk8n di Surabaya 
padc.t tCJnggal ·15 Da::>ember 2003 

\A.tA.Lit.<OTA SURA8J\YA, 

ttd 

8A.MBANG OVV~ HARTONO 

Diundangkan di Sur.:1baya ....... .. ... 
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No. 'r 
Sifar 
Lampiran 
Per!hal 

PEMERINTAH KOTA·SURABAYA 

DINAS PARIWISATA 
( SURABAYA MUNICIPALITY TOURISM SERVICE) 

Jl. Adityawarman No. 110, Telp. (031) 561 7907, 566 0758, 567 7219 Fax. 566 3448 • 
SURABAYA 

: 556 I H ;~1 402.5.17 I 2003 
: Pcnting 

: Kderiiban Pcnyclenggaraan Tempat 
R"·· ~easi dan Hiburan Umum 

Dasar: 

Suraha ra, L 4 JUL 2003 

Kcpada 

Yth. Sdr. Para Pemilik I Pengelola 
Ternpat Rekreasi dan Hiburan Lmunt 
s~ Kota Surabaya . 

di-
SURADAYA 

1. Peraturan Dacrah Kota Surabaya 1\ mor: 6 tahun 2003 tentang Kepariwisataan; 

2. Hasil .:)perasi I pemantauan kegiatan bcberapa tempat usaha rekreasi dan Hibuf.ln 

Umum di Kota Surabaya tanggal 22 s/d 23 Juli 2003 yang clilakukan oleh Aparat 

Pemcrintah Kota Surabaya; 

3. Hasil Rap at Koorclinasi dengan bcberapa pengusaha rekreasi . clan hiburan umU..i'Tt di 

Kantor Dinas Pa1iwisata Kota Surabaya tanggal 23 Juli 2003. 

Dcngan ini kami ingatkan kemhali tentang kctentuan - ketentuan yang harus dipatuh.i 

oleh para pengclola I pemegang ljin tempat rekrcasi dan hibu.~an umum se Kota Surabaya, 

antara lain : 

1. !vlematuh.i k~h.:ntuan waktu I j<un opl.:rasiona1 scsu<u dengan yang tcrcantum dalam 

pertjinan ( pasal 60 ayat 1 ); 

2. Selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitti ( pasal 60 ayat 2 ) ; 

a. Untuk kegiatan usaha diskotik, panti pijat, bola sodok ( bilyard ), gelanggang 

pennainan d m kctangkasan dewasa. kelab malam, karaoke, elm rumah musik 

diwajibkan mcnutup I tncnghcntikan kcgiatan 

b. Untuk kcgiatan pcrtunjukan I3ioskop dilar~ng mcmutar fum mulai pukul 1· .30 

WIB ( waktu Sholat 1\1aghrib I bcrbuka pu3Sa ) sampai dcngan pukul 20.00 

WID ( waktu Sholat lsya' I Tarawih ) 

3. Menyalahgunakan tcmpat usaha u·ttuk kcgiat.an pcrjudian, pd<m2,gar~m k .:susi1;tan 

se11a pcngedar<m d•m pemakaian obat - ol>at ,crlarang ( pasal 119 lnw.1f g ) ; 
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•I. a. ~Jomp(.;kct:jakan tctwg&l kct:i•' asing l<mpa I.Jtn ~csu;u dcngan kctcntuan pcraturan 

,VcJOg bcJtd, \ ( p;1~;Jl 11 r, 1.,\lf Ill d ) 

b. !\1cmpck~.:tjakan anak ·- anak dih~1wah umur ('pasal 11 ~ hurur ~,; ) 

c. Mcncrima pcngunjung anak - an;tk dibawah umur pada jcnis usaha pariwisata 
tertcntu ( pasal 119 huruf r) 

5. Untuk usaha panti pijat agar seterimanya surat ini llt.:nd•1knya s~.:gc;;ra menyesuaikan 

dengan ketcntuan I pedoman teknis yang dip~rkenankan antara lain tidak tertntup 
rapat, transparan, dll. 

D~mikian untuk m~nj;1diLlll p~,;rh;lli;m dan pclaksanaannya. 

.,.l'rubusan Kepada : 
Yth. 1. Sdr. \Valikota Surabaya 

( sebagai laporan ) 
2. Sdr. Kepala Dinas Pol PP 
3. Sdr. Kepala Bak~..·sbang Lirunas 
4. Sdr. Kepala bagian Hukum 

Kota Surabaya 

ARI\VIS, TA 
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Lamp1ran 
·r·,Jmor 
Ta!lggal 

UNDANGAN 
~ 'tt 3 y; 402.4.17 I 2003 

7. 4 JUL 2003 . 

Kepada Yth. : 

I. Sdr. Pimn. Karaoke Kel :arga HAPPY PUPPY Komp. Darmo Park II Blok 2 No. I 9-20 
:? . Sdr. Pi· ap. i<araQke Keluarga HAPPY PUPPY Plaza Marina Lt. III 
3. S'Jr. P1mp. Karaokv K~luarga HAPPY PUPPY Surabaya Plaza Lt. V 

-4. Sdr. Pimp. Karaoke K· luarga NUR PASJFlC Jl. Raya Gubcng No. 37 
5. ~dr. Pimp. Karaoke Keluarga NUR PASIFIC Jl. Adityawannan No. 63 
6. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga N A V Gedung Srijaya Lt. III 
7 Sur. I irnj). K.Jraoke Kcluarga N A V Komp. RMI Blok I No 2X-29 
;~ Sdr. l)in'p Karat ke Lclu"rga N A V Jl. Ml:lnyar Kelua~jo V No. 59-60 
~, ;tlr !1111:p. Kam(lk~ f)c\V:Jsa ;\K/\S/\1\/\ Ruko Villa huki1 ~/las I{F/ I 
! Sdr. !'imp. Karaoke Dcwasa .\NEI<"A RASA Jl. Raya Satt litlndah No. C) 

I I. Sdr. Pimp. Karaoke Dcwasa D' Bc,ss Jl. Kedungdoro 36 - 46 
12. Sdr. l'inq>. Karaok~ D(.;wasa CLUB CC Jl. Mayjend Sungkono No. 7 A 
' .. Sdr. Pimp. Karaoke De\v~t:..t CLUB DELUXE Tunjungan Center Lt. IV 
i -1 ':idr Pimp. Karaoke Dewasa DISNSY' S Jl. .htrak No. o I 
t.. -idr Pii11p. Karaoke Dewasa f-l.1\MlNGO .fl. Genteng Kali ~o 51-.53 
U). Sdr !)i1np. Karaoke Dcw~1sa GALAXY Jl. MHyjend Sungko,w 20-t 
: ~. Sdr f)in1, l(araoke Dcw;tsa TKf Komp. Danno Park II 
! :; ·~r_lr. i 1 imp. Karaoke Dewasa K/ NTO:~ CLUB Komp. Indo Plaza Lt. lV -· V 
I 0. :· .ir. Pimp. Karaoke Oe\vasa KOWLON PALACE Suwbaya Plaza Lt. V 
~'0 .. -idr IJimp. Karaoke Dew<lsa ;~CC NIGHT CLUB J I. Kcdungdor) 36-46 131k ~:/ q-16 
2!. s~!r. l 1imp. Karaoke .)ew~~:.;a M;\Lli3U Jl. Ngagel Nu. I ~7 
:2~. )dr l'imp .. · trac.kt De" 1sa iv1L~ EOR Jl. Rayd J.rjuno ~L'-9J 
23. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MILLENllJM K<·mp. 1\ndika Plaza 
~-L Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MY 'NAY J I. Tic 1r No. I()-! 6.A 
25 Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MY \VA Y .II. Manyar Kt:r!natjn V No. 24-26 
-~() Sdr l)imp. Karauke D~w<ts:t NINANO Komp. Dannl• !'.1tk 1!31~lk YC No. IU 
:: Sdr. l1 ilnp. Karaoke Dew<l'"t PARADISE Jl. Embong fvlalai1g No. 33- 37 
?,;. Sdr .. Pimp. Karaoke Dcwasa PT. ASIANA Korr 1. D~H!llt) Park I 111ok 2 No.4 
:29. SJr. Pnnp. Karaoke De\vasa PERtviATA Jl. Em. ong Malang 3.3-37 
30. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa PRIMA TOP Komp. Perto~uan ;\tllbL~[Igan p. B .3-6 
3l. Sdr. Pimp. Karaokt: Dcwasa RANO Komp. Danno Park I Blok VB No. 21 
.~2. Sdr. F imp. Karaoke Dcwasa RASA SA YANG Jl. ivlanuk:tn Tam~1 Blok A-18 
33. >'dr. Pimr. Kararke Dcwasa R & R Jl. Mayjend :)un~koJJo ~:tu ' 1\r, 

Jt Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa RIVIERA Ko·np. IJiliiJ '<Irk I UinK Vl3 ~·~u )-(.. 

15. Sdr. Pimp. Karaoke Oewasa SIMPONI Jl. runjung:tn ~ .. !o. 57 K! L 
36. Sdr. Pimp. Karaoke 0~\vasa Tl A RA .II. Pernud~ No I i 
3 7. Sdr. Pin p. Karaoke Dewasa TOP TEN Tunjungan l'l;u;t l Lt. VII 
38. Sdr. Pimp. Karaoke Dewas~. TRJ ST;\R Jl Pasar Eksm \\\·tan No. l ~-1 t; 

: '. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Keta~1gka:'e:1n A!l:1k-anak AM1\ZONF (jiant Surk:nnarkct 
40. Sdr. Pimp. Gelanggan<~ Permainan & Kctangkasan Atnk-at~ak FUN POLlS Tun_1ungan Plaza Ill 

· LantP V 
41.:. Sdi-. eimp. Gelanggang Pcnnainan & Ketangkasan i\nak-<lli.ll, V!,\'1 :\i L\1~; : I;,!F/ONF. ~vlall 

. Galaxy Lantai III 
42. Sdr. Pimp. GelanggJng Pcrmainan & Kctangkasan Anak-anak lv!A l'AHAR1 TII'v1EZONE Pla:t.~t 

Surabaya Lantai IV 
43. Sdr. Pimp. Gdanggang P~rmairwn & Ketangkasan Anak-anak MAT AHARI TlMEZONE Tl-1 R 

Mal I lantai Dnsar 
44

'·. Sdr. Pimp. Gelanggang Pcrmain m & K1!tan~kasa11 .-\n<.~k-anak MATAHARl TlMEZOi L:: 
Tunjungan Plaza II Lantai IJJ 

45. Sdr. Pimp. Gelanggang Perma;nan & Ketangkasan .t\nak-anak MAHKOTA ACE Jl. TAIS 
Nasution 23- 25 
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46.. Sdr. Pimp. Gelangg' ng Pcrmai tan & Ketangkasan Anak-anak PT. GUMELAR TANGKAS 
: INf.\H BOLA Komp. Danno Park I Blk VB/ 27 

47. Sdr. Pimp. Gelanggang rermainan & Ketangka~.an . Anak-anak PT. PR~MABOLA 
~ PRESTISINDO Tl' l Mall Lantai. lll/ E . 

48. Sdr. Pimp. G~l~ggang Pcr,r4Jinan & Ketangkasa:1 Anak-anak PT. PfJ' !!.3()L '-\. 
.' 'PRESTISTNDO Jl. Kedungdoro 36-46Bik E/ 9-16 

49. Sdr. Pimp. Gelanggarig Pernainan & Ketangkasan Ani k-anak TUNJUNGAN ACE Tunjungan 
Center Lantai V ·. ::. ·., 

50. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan An,,k-anak WONDERLAND Plaza Marina 
Lantai III '.· :~ ·: '. · 

< 1~. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangka ;an Anak-anak CV. CARI',.JIVAL Plaza I tfarina 
Lantai.Il : .·.· · .~;:.. 

:i2. Sdr. Pimp. Gelanggang Pcrmainan & Ketangkasan Anak -ar1; k FUN CITY Giant Supermarket 
<\3. Sdr. PiP1p. Gclanggang Pc~mainan & Ketangkasan [). \\·asa CV. Ct\RN!Vt\1. Plaza Marina 

Lantai I. · 
.14. Sdr. Pimp. Gelanggang 1\;nnainan & Ketangkasan Dc\\<lsa KA I-lONG 130WLING CENTRE 

-..... .II. Emhong Malang 33-37 Lantai V-VI 
. ~ Sdr. Pimp. Diskotik D' BOSS .II. Kcdungdcm 36-46 
s· . SJr. Pin.p. Diskoti.\ DESPERADOS Hotel Shangri-la 
j7. Sdr. Pimp. Diskotik FL \MlNGGO J I. Genteng Kali 51 ·-53 
:'8. Sdr. Pim•1. Diskotik KANTOR DISKOTIK J 1do PlaLa U. IV- V 
:.>~' Sdr. Pin. 1 ~ Diskotik LIDO DISKOTIK Kom1. Danno Park I 
()U. Sdr. Pimp. Disl Jtik PAR1\DISE l3E8AS Jl. EmbPn; .. 1alang 33-37 
6 ~. ·Sdr. Pi· 1p. Diskotik PLDO TRISNO Jl. Tar-bal.. t..~!!~~;'n 2-4 
:·,~. :~;dr. ' ,mp. Diskotik STATION 10 (TOP TEN GROU!> 1 Tunjungan Plaza 2 Lt. VII 
6.3. Sdr. Pimp. Diskotih. STUDIO ET AN J I. Simpang Du~ uh 38-40 
64. ·sdr. Pimp. Kelab Mi ,ar CLUB DELUXE Ttu~ungan ( ·c!Jtcr Lt. IV 
65. S'dr. Pimp. Kelab Malam COLOR' S PUG Jl Sumati.:r~t s l 
66. Sdr. Pin~p. Kehb Mulam ESCAPE CAFI~ Jl. (aya i'v1ulyos:~ri 121 

·67. Sdr. Pimp. Kela11 Malam FLAMINGO .il. C:~r:!~11g !<. •. 1. -~' .~ ~. 

68. Sdr. Pi~np. Keh t1 Ma!Jm l.CC NIGI-IT CLUB J I. K~di.i:lg(i:.. ~ :} ! · · 

('9. Sdr i>i11tp. Kelab tvlalam JAVA Jlf'v!MY' S Hotl:l J\V iVl:'\l<i<J( .!I l·: ' L · 

'!0. Sdr. !J1mp. Kelab l\1alam Ki\N'f OR CLUB Indo Pl<11a Lt JV · \' 
71. Sdr Pimp. Kelab Malam KAF[: KAFI~I N J l. K~lampis 1\j i T~ng<dl II 
7~~. Sdr Pimp. Kelah ~Aalam ivU R;\ MA 13/\1\ & MUSIC lintel iVI i ralllil 

7~. Sur. Pimp. Kelab Malam tv1ETEOR Jl. Raya Arjuno o7-97 
74. SJr .. >in1p. Kelab Malam NE\V RAJA WALl Jl. Demak 27) B 
75. Sdr. Pi1~1p. Kela·> Malum NE\v.AR'UNA Jl. 1\rjuna No. 7 7 

76. Sdr. "imp. Kelab Malam PANAMA Tunjungan Centre Lt. V 
7 7. Sdr. Pi rnp. Kelab Malam PERM AT A J I. Embo11g iv1:tl,,.! :_; 33-3 7 
I: ~dr. Pimp. Kelab Malam POPI Y Jl. 1'idar No. 14 
79 .)dr Pim~. Kelab Malam QE:..ti Hotel Elmi 
~v. Sdr. Pimp. Kelah tvfalam l,AJAV./ ALl CAFE Jl. Rajav ... alt 6X 
81. Sdr. Pimp. Kelab Malam RASA SAY ANG Komp. TliR tvlall 
&.::. Sdr. Pimr.. I :dab ~1alam R & 8 J I. tv1ayjend Sungkono 206-208 
83. Sqr. Pimp. Kelab Malam SKY LINE Jl. Raya Gubcng I 02 
34. Sdr. Pimp. Kelab Malam T! iE P..ESlDEN T:\ VI-:RN J!. Danno l i:n~1pan I 
85. Sctr Pimp. Kelab Malam rAVE RN l-l.Jtel 1 iyatt R~~·\.~'lc\· 
86. Sdr. Pimp. Pub/ Run·.Jh l\.1usik CANGKIR P.UB Jl. Sri\,·lpya Nu. 22 
87. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah \ ~usi:~ D n 0 DINE 'N DANCE CAfE Jl. Raya J~mubnri No.J:~ 
88. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik NYIUR CAFE I. V~t~r·m 2g 
89. Sdr. Pimp. Pub/ Itumah tvlusik C/.FE JANGK .. ll< Plaza t\ Iarina Lt. Ill 
90. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik SPHINX PUB Komp. A.lSS Jl. Ratna No. 14. 
91. Sdr. Pimp. Pub/ R.umah Musik COLORS PUB Jl. Jawa :'A 
9?. Sdr Pimp. Pub/ Rumah Musik SAWUNGGALING CAl·'~': Jl. .kmursari 
93. ~:dr. Pimp. Pub/ Rumah Musik ESC AFE CAFJ~ .ll.Rayu rvlulyo~ari ! 21 Gcdung AB/ I 
94. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik JENDEL/\ RE:STO .II. Sono K~mbang 
95. Sdr. Pimp. Bioskop ANTA Jl. Siwalankt:r o Sur tbaya 
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96. Sdr. Pinp. Dioskop BINTORO Jl. Bangunsarj Surabaya 
, 97. Sdr. Pimp. I3ioskory DELTA 1 ,2,3,4 Surabaya Plaza Lt. V 

/_.-J 98. S-ir. Pimp f3ioskop EMPTRE 1.,2.).,4 Dnnno Par~ T 
99. Sdr. PiiJJp. Bioskop FORTUNA CINEPLEX Mall Surab:·ya lt: Jli 
100. Sdr. Pimp. Bioskop GALAXY \,2,3,4,5 C llaxy Mall L1 11r 
JOJ. Sdr Pimp. Rioskop DANA .rr. Pandegiling No. 33 '1--
101. Sdr. Pimp. 13ioskop FAJAR .II. Rungkut Zamruri 18 
103. Sdr Pirnr Bioskop GARlJTJA Jl. Krnng.gnn No 7.1 J.. 
! n4. ~;dr. Pimp. Bioskop JEMBATAN MER..bJ-11,2,3,4 Jt:mbatun Mt..·ruh PbLa Ll. V 
105. Sdr. Pimp. BioSkop KAR Y A ABADI Jl. P1 tcang Sewu ..,.. 
106. Sdr rmp Biosk'op'f\/TTRA l._2.) .. 4._5.TI P.~mud:1 No 1S 
1 07. ScJ Pimp. Bioskop ODEC''\I 1 ,1, '\4 Pasar At tun 
l 08. Sdr Pimp. Bioskop PUR NAMA J\. Dinoyo 14 
109. Sdr Pimp Rioskol PASAR KFMRANCi 1._2 .TI Pi!silr K~~rnhiln~ 
1 · : Sd!. Pimp. Bioskop R-'\J\1_;\ J!. Put~1t .l;1y;t 57 
r I I Sdr l'irn!1 Ri.1<\kop 1-?' !Kr IN 1\·frlf Y() J/ SillltlJlltJly,) 1 

11"' SJr . :!1~p. Bjosk<'p SURYA I3:\...R..U Jl. RJyu \Nont..J.~rum(.• ~~ f-
l 1 ~ ~~dr Pimp. I3joskt'P <;TUDIO 1,~,3,4,) Ttu~ungan Plnzi·l 111 Lt. V 
I 1~. Sdr Pirnp Rin.~knp ~fiRARA YA 1.}) .. ~.5 .TI Pnhlnw:1n :.·n 
· '5. Sdr. Pimp. Bioskop fANJUNG JL T:~njungs!!rj 

1 r, Sclr Pimp Bioskop \VFT..\ .n ~1e.n.ganti l 30 
'7 Sdr Pimp Bola Sodok (llillyi!rd) .169 .n R::~y::~ Rr·nzkrrt \\1 .~ Rlk .1''!1--:.'S 

ll ~~- Sd1. Pimp. Boln S.·<..k'k (Bj)Jya.rd) AGUNG JL Aubt·ng:! 0!r.'. 3 
l '') Sdr r;·m r' Roln Sodok (RiP ;"nrd) 1\ T TRnRA .Tl Tichr C) 1 1 

!~ 1.\ SJ:·. P!n~p. BolD Sodc'k (Di1ly~!.rd) .-\URORA. JL R~mgb;. ~'bp~11~ U!Jr~ D1k B:\.'1 
1 ~ 1 ).Jr Pimp. Boln 3odt'k (Bill_y~1rd) AURORA J!. R11yn J(·murs:1ri :?O:; B)k '".\' 19 
r '"'" .~dr Pirn!, Rola Sodo~· (Ri1fy:1rd) AT TRnR A .Tl Nf!IJ£/1 .T:1y:1 _c;,,l Nn .?3-.?.\ A 

s .. r. Pimp. Bola Sodc'k (Bi1ly:ud) ATU1v1 Pnsnr Atun1 L!. 1V 
~dr Pimp 80\11 S0dok (P.il\y~rd) RfNT/\N(~ PFRtv·1r\' .1' \1ant.tkm Ku,on N" ~ 
Sdr Pimp Rob Sodnk (T~ill~ :-~rd) RO!.A 'lnuo .11 Nc:-~:_:lil '\'( r 7-t1 ~~- 17-7 

~r~ ~ ... Jr. Pi!' :'- Bt'L! St'UL'k (l3illy!!~·d) ~>.(IL_.\ :?000 JL R!!}:J :-· ~!1)t'~<Jri 50 ~~ 
"'7 .~dr Plrnl' Rnln Sndn~· (Rillyard) Rnll\ KRTST,\T .ll r~~~n~~-~~~ r-..f:Jdy:l t17 ()~ 

1 .... ~- SJr. .Pi1}~p. Bob Sodok {D1l1y;}rd) BOLA. 1\t!AS .Pcr!L'kt.'Dn !V1jE~gg~ Du;! 
1 ).Jr Pimp. Boln Sodoh (Bj1Jy:ud) BOLA IY:JN1A K('m:."'. Ru1:c." 1v1:1ny·;1r ind:1h {R\11) 
'"·• .~dr Pimp Ro1::~ Scvink ~1ii11y:nd) Rr!K!T i\~fAS .TI T\;1yn Vi11n 1i11Ut i\·fns R;\ ns-n) 
~ ~ 1. $Jr. p: ,}i--\ Bob St."1.k"k (BiJ~ynrd) C'/. \-1.~\RlN:\ _t\\11_~SE\1I~~ SUR.\B_t\ Y.\ .11. R~!}!! 

~ 1;-,r~ ..• rc· ., lnd~h C)'J_C)l) 

1 '\ 2 Sdr Pimp Rola Sodr ·~ ( f)i\\ymct) DAR t'v~O '' t\ R K KornJI Dnrmrr Pnr\z l R\\z \V 1 ~- <) 

r~~ C::rfr p,·llH'I Rnh C:nri •• ~ rr~lll\:rr;nr..\r -'\''' 1 P:lnd,•t!Jiilt\1 "h.! 
C ~ ~.:i·r· 1);·,~~~1· "R~;-· s~,rl~~~ {1).i\\)-~;-r~\) _,,. ~r,:rr.·\~} 1 -·n ~~;.~:· ~\~j-,·~~~~ N-o 7: 

~-~-: C:.f: P:mn P('lf!. C:nr',,t· :'R{Ik~'"'n 1'-..'T !Tr,,u<r Tf-'~rrc;: n f-.':::;...::tr; .;:..: _ '\;) 
---· --··- ·-··r· ---- --· --- ,----;---,--- ------ ---·-- --· ---···--·--. --
::G. ~ .. _1!· p:m;.". Bo1J S._,t:..A (~.iny;Hd) \-1.:\ \VAR J). \1;1\\·;u ~<('. :;~ ... '}7 

I~.., ~;~!" Pr'm ~1 Ro/:1 Sndt1k (1 ~rlly;l r\i) P! ·\ 7.\ P1:1 ';1 Sl!r;l h:l ~-;~ r ~ 1'.' 

. ~ ·~ :-J:· l"i::~p. Dt."b s._,,j._,1-_ [f.j11; ":rJ) 1')L \?<ET S '~ .11. 'L:c;:d~~n! 1 (\~~ 1 ('15 

': 'l c:-_, ~r ~>.:p Rob ~.(,(\(,t: { P. i 11~, ;, r.:l> S\.~R .\ P. .'\ Y .\ g,HI.-\ H J\ F m\.'l(ln~ ~v~~'0 n_:; ";\ - ~ 7 

'.~n ~.~,. 1);!11~' P:lnti Pij.lt' \~.:.:.:~;12/ I Trmrrfl~ .-\\tnT? 1<d111~' n.1!'111!l P:lr~· l nn- vr 'r() 7 
· · ".: -~- 1\:!!p. P~wti P!J;:!!' \L!.:.::!_g!..·' T]!~: d!)C: C'O.l\.L\.l J h~kl Ci' !1}}~1!1: 

' • · <:. 1· !'. n ~' P:J 111 i PiJ;l r' \ f;1..; ..;;1 ~,:' 1 Tin11111 :.!- DlJT..\ .71 ,.:,'diin .. • f(lr(l ~r;--1 (, 1'\ !/; 1~ I '"'~- '"'(, 

' · '" .·., '' p,..,, i Pi; ··I·\~-~, ~·1. · '. "Ti :nttnll (, .\ ~<11 .\ 1.'1 .\ ~1 ': :~,;...,, \1\.f \1:,1:11~•1 77· .\ 
· ····r· - -····- ·J···· ·· ·-·--··c -· ·- ····-···o -- ·· ·--- ·· -·· · · ·· · ···- -··o · ·--··-···o · · - · 

~ '.1 •· .. ~: '" ::1;.' P,mli Pi~1 :!1' \1:!:<<•::.;(:' Tir.J\.I!'.j 1NR.\ K1.11!1p. f'';L ;JW P:!r\ 11 B!k. \'1' ~1-~~ 
~/!} <.~·· •x .. ,:. r>:1nri Pij:H' '\ f;J·~·::1:_:.' I Tr'm11n~ 7-~ .\ RTrT{ .1. 1.11tjil:;l Ph:':l ~-'" 
~·.:r :~.L ''.,::p. P:!nlj Pi):!!.\~.·:.':!~·-'' T1!!!~!.i!_g }\.1:\NJL\ .1J. KF:u!~g:!!! ~)!_I 
'~- .\:· ':'::11:1 P:tnli Pij0t' \1:,·,•,:t,~_;t· 1 Timt.m~ !\1M .n K\tprtn~ .1~'}r' 1"'~()_,..,"'~ 
! 1.': <'fr Pinr!, P:Hlti Pij.1t' \f:l.::.::;':.Y'Timrrnc_ T\·fO~,rl\f.fS,\ .fl Kt•drrn~dt1f't1 _1()--1() R/1.: 1~' '.1-.?.:1 

~· ... ). : '!!~)~'· Pnntj Pjj;!t' \1:!~~:!g:' Tjmung P.-\..:"rn T11'"1l_'l<G Jl. : 'F:!p:!Jh.'11 Nt•. 1 ~ 
~:f:· Plm \' '>;mti Pij;l f I ~ f;l,,;,~,· ' Tim Jill~ PR 71\ f ;\ nnr\.1 

,\ .rr "t'dtlll~ ·tnrn -~f)--11') R lk Rl 7~-"J 
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153. Sdr.Pimp. J'anti Pijat ••••••••••••• 
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153. Sdr. Pi. np. Panti PijatJ Massag~/ Timung SHIATSU /\ndiku Plaza Lt. lJ 
154. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/. Tinwng SHlA 1 SU SEl-lAT SEJAHTf.:J<..A .11. Kt~duugdoro ~ 6-

46 Blk. Dl 3-6 . 
155 Sdr. Pimp. Panti Pjjatl Massagd Timung SHINT A Jl. lndra'giri No. 11 
156. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ M,,>sage/ Timung STMPONl .n Tu 1jungan )7 K/ L 
157. ·'Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massa( el Timung TJMUNCr WfSA ·~A T1 .Tl. Kedungdoro 36-46 Blk. Cl 

'. 20-21 .. ,..:.[.··.;,::~.··. 
l 58. Sdr. Pimp. 'Panti 'Pijat/ Ma.l\~<tge/ Timung TRTh l A l.lNl"'A Pen0koan S Ga\axv Pasar Tw i Ban1 

Biok. Bl "" ;t,.:~.· · .• J,. " 
' -- .,-...;·'' ...... 

15~ .. )dr. Pimp. Panti PijatJ Massagt 'Tim.mg VALENTYNE l\. Kerl1Jn~d0ro 3(,-46 D1k EJ 2-3 
160. 3dr Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung WTSATA .Tl s(~t;~il No 30 
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Jawa Pos, Jumat 21 November 2003 

Pemkot Mbingungi 
Soal SK Hiburan Malam mengatur mengenai tata. cara 

pemberian sanksi terhadap tem-
SuRABAYA ::... Kebingungan · pat hiburan mal am yang melang­

tampaknya sedang meng- gar Perda Pariwisata. Pada SK 
hinggapi Bagian Huk"Um Pemkot lama, tern pat hiburan mal am 
terkait perubahan SK \Vali Kota yang terbukti melanggar Perda 
No 45/2003 menjadi SK No 54/ Pariwisata diberikan peringatan 
2003 soal pengaturan tempat hi- selama tiga kali. 
buran malam. Kabag Hukum 0 Tenggang waktu antara peri­
Pemkot Hadi Siswanto Anwar ngatan itu sekurang.;.kurangnya 
meriyatakan, pefUbahan SK itu .limaharisejakdiberikan.Se"telah 
dilakukan untuk memberi kewe- peringatimo_ketiga; tempat hi­
nangan penuh kepada DinasPa- burari diberi lagi toleransi selama 
riwisata (Disparta) menangani lima hari. Jika dalam masa itu 

· tempat-tempat hiburan. masih melakukan pelanggaran, 
Dina~ yang dikomandani Muh- pemkot bisa mencabut izin usa­

tapi itu mempunyai hak untuk me- hanya SK itu dianggap memiliki 
nentukan kapan dilakukan penca- . banyak kelemahan, misalnya me­
"butan izin usaha · tempat hiburan ngenai tenggang wak1U pemberiari 
malam bermasalah. Tapi, Hadi ju- sanksi sebanyak lima hari tadi. 
ga beijanji akan merevisi Iagi SK Lantas. pemkot membuat SK · 
itu jika nantinya ada okpum Dis- barn bernomor 54/2003. Temya­
parta yang ingin memanfaatkan ta, SK barn ini malah semakin 
celah hukum di dalarnnya. rawan KKN.' Sebab, pemberian 

Bingung? "Menla.ng dalam SK 
0

, san1csi semakin .tidak jelas dan 
itu tidak dijelaskim meri.genai;}: mud~ dimainkan ... Disebutkan, 
tenggang \\!~an tara ·peringat..: · ·; te~paf hibtiilin y~g melanggar 
an pertama dan. kedua.' Karena · ketentuan':;pisa·'dicabut izin 
tidak tertulis datam SK, niaka usahanya ·setelab mendapat dua 
kcbijakan soal i~u b.!rad·a di . kali surat peri~gatan. Anehnya, 
pundak Disparta. •Mcreka juga · tidak dijelaskan batasan waktu · 
yang menentukan kapan akan antara peringat~m pertama dan 
dilakukan pencabutan izin usa- peringatan kedua. Artinya, bisa 
ha, ,. ujafOya saat dikonfirmsi saja pcringatan kedua dibcrikan 
Jawa Pos. kcmarin. sct~ah sehari, Seminggu: sebu-

Scbagaimana dilJ:eritakan. pcm- lan, bahkan setahun setelah pc­
kot merevisi SK45/2003 yang ringatan pertama.(oni) . 

31 
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SURYA KAMIS 8 APRIL 2004 

Real isasi pajak 
daerah 27 ,6°/o 

SVR.ABAl'l\, SURYA- Realisasi 
perolehan pajak daerah dari 
target yang ditetapkan Pemkot 
Surabava tahun ini sebesar Ro 
2:(l777_.c::~.~ ~~ss. St~i~=-~: 1-Jc::!)~­
·J.r: !nL:.:_:..:1 i) Apnl t~!T~ltat .'e­
kitar Hp ;)6.:275,040.868 atau 
2-:-.6 per .. ~en. Angka itu berasal 
da1i enam sektor pajak daerah 
yang meliputi pajak hoteL 
restoran. hiburan. reklame, 
penerangan jalan ·dan pajak 
parkir. 

.. Kami optimistis target 
yang telah ditetapkan pada 
~i\\ al tahun anggaran akan 
r~..,~·calisasi pada akhir tahun. ·· 
k~:na Kenala Sub Dinas Pt:>rn­
!)ukuan ~bn Peiaporan Dinas 
f\·::d~w<.ltan h::Jta • Disnenko' 
;)urab.aya. Basuk1 Sip di­
dampingi Kasubdin Humas 
Drs Tasmuji Chamsun di 
kantornYa. Rabu I 7/4 l. 

Dari e~nam sumber peneri­
maan pajak, masing-masing 
targetnya ditetapkan Rp 48,9 
miliar (pajak hotell, Rp 44,9 
m iliar ( pajak restoran l. Rp 
S.~ miliar<pajak hiburan). Rp 
-S4 miliar i pajak pt>nerang-an 

jalanJ, Rp 18,5 miliar (pajak 
reklame) dan Rp 5.5 miliar 
untuk pajak parkir. 
Se.d~ngka~ dari target 

p ~ ... ~ · · -~! ~: ~ _ ~! :~: ; · , :. · . ~ 1-~ \ ·: ! :~ ::...' d ~ ! e-

tankan s0iamaA.lji"il ·"'d1e:"'ar 
Rp 17.122 miliar. Oinas 
Pendap&tan menc:lldt real­
isasi Rp 1,009 miliar atau 5.9 
persen. Sementara realisasi 
retribusi daerah yang tahun 
ini ditarget Rp 121 miliar 
sampai 6 April tercatat Rp 
30.670 miliar atau sekitar 
25.:3 persen. Jumlah itu 
diperoleh dari 31 sumber 
penerimaan retribu~i seper­
ti rt:tribu.-"i peiay8.mm keber­
sihan dan retribusi bidang 
perindu~tri~m. j!e~·d~:.s;angan 
dan penanaman mvcial. 

Dari target pen dc>han retri­
busi selama April :;ebesar Rp 
9.3 miliar terealisasi 2,227 
rniliar atau sekitar ~:3.9 per­
sen ... Tap1 semua data pene­
rimaan ii.u belum tennasuk 
penerimaan tanggal 1.2 dan 
6 April yang masuk melalui 
hank pPr~ep:::i <kas daerah),'" 
tutur Ta:-:mudji. (k5) 
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· Jawa· Pos, Sabtu 22 .Mei. ~004 

I TINGGAL KENANGAN: Tiga hari lagi bi~skop paling padat pengunjung ini resmi ditutup. 

Bioskop Mitra ·Segera Tutup 
SURABAYA- Malam nimti, adalah malam Minggu 

terakhjr Bioskop Mitra Surabaya penuh sesak pe­
ngunjung. Sebab, Selasa depan (25 Mei) bioskop paling 
terkenal di Surabaya ini resmi ditutup. Belum jelas 
alasan pcnutupan bioskop yang selalu padat pengun- · 
jung ini. Namun, pcng'elola mengisyaratkan kalau 
pihaknya sudah tcrlalu mcrugi. · 
··sa~' a bcnar-hcnar tidak menyangka waktu dibcri tahu 

kalau Mitra akan ditutup," tutur Kartono, wakil Manajer 
Mitra yang juga merangkap sebagai Kepala Keuangan 
bioskop yang berdiri sejak 1989 itu.- . . . 

Manajer Mitra Nur Sholeh juga mengamini perkataan 
Kartoiio. Namun, dia mengaku tidak bisa berbicara banyak 
perihal penutupan ini. Mcnurutnya, semua masalah itu 
dipcgang Hcri Suyanto, pcmilik Mitra • · 

• Baca Bioskop ... Hal 43 
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43 

Senin Buka Terakhir 
•BIOSKOP ... 

Sambungan dari hal 29 

'' Keputusan penutupan itu say a ketahui Sabtu lalu. Say a dibcri tahu 
langsung oleh Pak Heri," tutur pria yang bekerja di Mitra sejak 1989. 

Saat ditanya tentang alasan penutupan, Nur tidak bersedia 
menjawab. Hanya Ka.rtono yang. memberanikan diri untuk 
menganalisa kenapa Mitra sampai tutup. "Biasanya, kalau ada 
pcnutupan itu karena masalah rugi. Mungkin ini juga yang mendasari 
kcputusan Pak Heri menutup Mitra:· papar Kanono. , 

Kartono juga mcngimbau agar par.t pemilik kartu langganan Mitra segera 
menukarkan kartunya dengan uang. Menurutnya, Mitra akan mengem­
balikan semua uang pcngunjung yang telah memiliki kartu langganan itu. 
"Senin depan (24/05) Mitra buka terakhir kalinya," imbuhnya. 

Kartono menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir ini, pendapalan 
Mitra semakin menurun. Menurutnya, untuk dapat benahan, minimal 
Mitra harus meraup 300 juta perbulannya. Angka itu untuk menutupi 
biaya-biaya operasional sebesar 250 juta perbulannya. 

Dia menambahkan, saat ini Mitra memiliki kurang lebih 50 karyawan. 
Dengan penutupan itu, dia menjanjikan seluruh karyawan akan diberi 
uang pesangon yang scsuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada. 
''Pesangon akan dihitung dari masa kelja. Mcreka juga akan diberi 
pesangon dua kali lipat dari yang diatur pcmcrintah."' papamya.(ila) 
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J~w~ Pos, Se.nin 24.Mei 2004 

29 

.: .. BOY SUMETIJAWA POS 

JELANG DITUTUP: Pengelola Bioskop Mitra memasang .Jiengumuman. 

Pemkot Perbtnyak3n Penutupan Mitra 
. . -. 

SURABAYA- Bioskop Mitra yang mulai bcsokditutup, Untuk scmcmara ini. ma'\ih mcnurut Juli, memar.g belum 
dipcrtanyakan Pcmkot Surabaya. Ini beralasan, scbab, ada kcpastian akar1 diapakan Bioskop Mitra sctclah ditutup 
hioskop yang berdiri scjak 1989 itu bcrada di atas tanah olch pcn~clolanya ... Saat ini. kami baru dalam tahap proses 
milik pemkot. "'Karcna tanah itu milik pcmkot, mak.a kami penditian ulang:· tuka..o;;nya. 
akan turun tangan:· kata Pit Dinas Infokom Juli·Subianto. Juli mcn~atakan. pcmkot sc~namya scmpat tcrkcjut saat 

Dia mcnamhahkan. kcpcntingan pcmkot itu adalah, pcngclola mcngaharkan akan mcmitup hioskop tcrschut. 
untuk apa bangunan terse but jika bioskopnya sudah Maklurn. ~rdasarkan kontr..tk scwa mcnycwa dan Ijin Hak 
tutup? "Tcrutama tcrkait masalah, apakah nantinya ..... -. Guna Usaha yang tclah dihcrikan pcmkot. mestinya 
pcngclola akan mcmakainya untuk pcl.ayanan pub!ik kontrak Bi;.1:;kop ~1itra haru sclcsai lima tahun lagi • 
atau tidak." tandasnya. · • Baca Pemkot. .. Hal 39 
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Jawa Pos, Senin 24 Mei 2004 

Karena Rugi 
Puluhan Juta Rupiah? 

•PEMKOT •.. 
Sambungan dari hal 29 

.. Tapi, setelah kemarin ada pertemuan dengan pihak pengelola, 
ya mau tak mau kami harus menerima keputusan penutupan ini," 
sambungnya. . 

Lebih lanjut Juli menambahkan, dalam waktu dekat ini, pemkot 
akan segera mengundang b(!berapa diJ1aS terkait untuk membahas 
secara intensif tentang masa depan Bioskop Mitra. Dinas-dinas 
terkait ini antara lain, Bagian Hukum, Bappeko, Bagian 
Perekonomian, Dinas Bangunan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Tata 
Kota. "Ini untuk mencegah agar pemkot tidak kehilangan asetnya 
begitu saja," tandasnya. 

Scpcrti diberitakan, pihak pengelola Bioskop Mitra tiba-tiba saja 
memutuskan akan menutup bioskop tersebut, terhitung mulai bcsok. 
Kabarpenutupan ini, tentu saja mengagetkan ban yak pihak. Termasuk 
para karyawa11nya, yang berjumlah lebih dari 50 orang. 

Alasan dari pihak pcngelola, konon, karena dalam operasionalnya, 
Bioskop Mitra mengatami kerugian hingga puluhan juta rupiah. 
Hingga kini, belum jelas, akan dipergunakan untuk apa nantinya 
Bioskop Mitra setelah penutupan tersebut.(fey) 

39 
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Jawa Pos, Selasa ~5 Mei 2004 

Penonton pun Berpamitan 
Hari rerakhir Bioskop 
Mitra Beroperasi 

SURABAYA -Hari terakhir 
Bioskop. Mitra beroperasi ke­
m<lrin, tampaknya dimanfaatkan · 
ratusan ABG metropolis untuk 
menonton film beramai-rarnai. 
Mercka rnengaku ingin rnera~a­
kan detik-detik menjelang bios­
kop kesayangannya itu "meng­
hembuskan nafas terakhimya". 

Dari pantauan Jawa Pos, sejak 
pukul 11.00, antrean panjang 
sudah terlihat di depan loket­
loket penjualan karcis. Seperti 

hendak parnitan, kelirna studio di 
Mitra itu tetap buka sepcrti bia<;a. 
Dan, kelimanya dipenuhi pe­
nonton. Hari terakhir kemarin 
Mitra memutar empat film, yakni 
Van He/sings, 50 first Date, Kill 
Bill2, dan Detention. 

"Begitu tahu bioskop ini akan , 
ditutup besok (hari ini ), saya lang­
sung ajak teman-tema.r:t nonton ke 
sini," ucap Citra, siswa SMU 9 yang 
datang bersama.lirna kawannya 

"Sayang sekali, ya. Padahal, 
ternan-ternan satu sekolah sering 
nonton ramai-ramai ke sini, lho," 
imhuhnya• · 

· • Baca Penonton ... Ha/39 

YUYUNG ASOIIJAWA POS 

PENONTON SETIA: Ratusan ABG menjadi saksi hari terakhir Mitra beroperasi. 
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39 

B3has M.iffa Heri Temui Juda 
• PENONTON-. 

Sambungan dari hal 29 

Menurut Citra, kabar ditutupnya 
bioskop ini diketahuinya,setelah 
membaca koran. "Ra~nya harnpir 
nggak percaya. Soalnya, barn dua 

· h~ lalu saya non ton di sini juga," 
katanya setengah tak percaya. 

Seperti diberitakan, pihak pe­
ngelola Bioskop !\1itra memutus­
kan akan menutup bioskop ter­
sebut terhitung mulai hari ini, Se­
lasa, 25 Mei 2004. Kabar penu­
tupan ini tentu saja mengagetkan 
banyak pihak. Termasuk para 
karyawannya sendiri, yang ber­
jumlah Iebih dari 50 orang itu. 
Hingga kini belum jelas alasan 
penutu.pan maupun rencana peng­
gunaan gedung itu selanjutnya. 

·Semcntara itu, kantor Hcri Su­
yanto di kawasan Kayoon kcma­
rin mulai kebanjiran para pemilik 
kartu langganan Mitra. Mereka 
l?erniat untuk menukarkan kartu­
nya dengan uang seperti yang 
telah dijanjikan pengelola Mitra. 
Sayangnya, pihak Mitra memun­
durkan waktu penukaran, alasan­
nya mereka masih repot dengan 
urusan administrasi lainnya. 

"Pemilik kartu langganan kami 
beri waktu tanggal28 Mei-1 0 Juni 
untuk menukarkan kartu mereka," 
tutur Vi vi, salah seorang karyawati 
\Vahana Eka Daya Utama (WE­
DU), pengelola Mitra. Menurut­
nya, tiap kartu akan diberikan gan­
ti sebesar Rp 16 ribu. 

Pada bagian lain, ternyata pe­
milik Mitra, Heri Suyanto. tidak 

berada di Amerika seperti yang 
selalu dituturkan p~ pegawai­
nya selama ini. Buktinya, kema­
rin siang, Heri sempat menemui 
Kepala UPTD Balai Pemuda Nir-
wana Juda di Balai Pemuda. . 

''Iya, dia tadi memang ke sini 
jam sebelasan, tapi waktuitu saya 
Iagi tidak di tempat," tutur Juda. 

Pria ramah ini menuturkan bahwa 
Heri memang in gin bertemu dengan 
dirinya untuk membahas ma~lah 
pengembalian Gedung Mitra kc 
pemkot Namun saat ditanya ma..<.;a 
depan Mitra, Juda tidak merniliki 
jawaban pasti untuk itu. "Mungkin 
jadi bioskop lagi. Kemungkinan 
bcsar Mitra akan ganti pengelola dan 
Heri tadi ke sini mau mcmbaha" 
masalah pengembalian kunci Mitra," 
paparnya (fey/ila) 
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Jawa Pos·, Sabtu 29 Mei 2004 

·• 

EKONOMI BISNIS 9 

Potensi Kenaikan · 
Pajak Rp 23 Triliun 

DENPASAR - Harapan adanya ~­
ningkatan tax ratio pada 2005 mendapat 
respons positif dari Direk.'torat Jendral 
(Ditjen) Pajak. Dirjen Pajak Dcpkeu Hadi 
Poernomo menjclaskan. potcnsi pc­
ningkatan rasio pcncrimaan pajak tcr­
scbut tctap ada mcski kisarannya hclum 
mcningkat dati angka 13.5 pcrsen. Sc­
mcntara untuk menggenjot pencrimaan 
tahun· dcpan. Ditjen Pajak akan tcrus 

triliun, PPN (pajak pertambahan nilai) 
Rp 27,7triliun, PBB Rp 2,7 triliun,dan 
sisanya pajak lain-lain. · 

Hadi memap!lrkan, target peningkat­
an pcncrimaan pajak tersebut diharap­
kan dari mcningkatnya kcsadaran ma­
syarakat. ''Peningkatan tersebut antara 

. /·\ ~ivitas wa~ib pa- . 
memperkuat bank data 
wajib pajak (WP). 

"Tar ratio 2004 sehe­
narnya hanya 13,53 per­
se-n, dan pada 2005 
nanti kita targetkan 
I 3.55 pcrsen. Mudah­
mudahan kami hisa 
mencapainya. ·• jclas 
Hadi usai paparan dua 
tahun refonnasi pajak 
di Universitas Hindu 
Indonesia (UNHI) 
Denpa~ar. Bali, kcma­
rin. Dia menarnbahkan, 

~~~ :a~~~,_.·k_.·::a····. m·.,·~i :::~~~~~:~~ 
/ .'·' \ . Jak, sehmgga 

~-----~c" ~:~~;i;lk .. kesadarannya 
_ . •"'{Jl\ cy m e n i n g k a t. 

Penerlmaan .. . Tanpa monitoring 
Pajak susah untuk mening-
Per21 Mei2004 katkan. Kami juga 
• PPhnonmigas Rp4o.2tiiliun membuat blue prim 
• PPhmigas 'RP/~.stritlun (cetak biru)·dengan 
• PPN- Rp27.7trlliun Jangkah yang kom-
• PBs ~ Rp-_~~~ plet," ujamya. 
• Pajak. lain-lain ', · RJi' t;3triliun- Penerimaan pajak 
• Total Cl$:£JM!f$ . setiap tahonnya selalu 
~01\i&nPlfisk • • • :·· ~":~!;'~,,·· ffieningkat karena ada-

GRARS SUGENG/JAWA POS . n ya fangkah konkret. · 

secara nominal tahun dcpan akan ada 
peningkatan Rp 23 triliun dibanding 
target tahun ini Rp 219 triliun (pe: 
ncrimaan APBN dari pajak). Jadi jum­
lahnya menjadi sckitar Rp 242 triliun 
pacta 2005. 

Dalam kcsempatan sama. dia mcnje­
bskan. hingga 21 .Mci. pcnerimaan pa­
jak mcncapai Rp 78.5 triliun. Rincian­
nya. PPh (pajak pcnghasilan) non mi­
gas Rp ~0.2 triliun. PPh migas Rp 6.6 

. Dia menyebut, Iangkah 
pcrtama adalah introspkesi internal dan. 
cam•asing . (pcnyisiran), e~tensifikasi . 

1 

(mencari WP yang sembunyi)~ dafl.in- ·!. 

tensifikasi. Langkah tersebut, ujarnya, 
hcrdampak positif pada tingkat ke-· · 
patuhan WP mengisi SPT (surat pcm­
bcritahuan tahunan) pajak. "Karena 
mcningkatnya pcngisian SPT tersebut, · 
akhimya pencrimaan pajak mcningkat 
sepcrti kita lihat tahun ini naik Rp 30 
triliun." (pri) 
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, Jawa. Pos~ Selasa 1.5.Juni 2004 

300.Panti 
Pijat Liar 
T. k p J · mungkinkan untuk diberi izin ta unya Zlll,; resmi.,Mengapa? ·Sebab, "Me-

Ada Yang J adi .·. :. :_ ~·c.; .n~ka seri~g berpinda~-~~n~ah 
.. . . · · ·.· .:_ · tempat. Btasanya, panti pljat se-

Tempat Esek-Esek-: per?ini_tidakmenetapdisat~lo-
. . . · kast. Im membuat mereka tldak 

SURABAYA- Kendati pemkot bisa mendapatkan izin HO (izin 
kian menggencarkan razia tempat gangguan, Red), .. katanya .. 
hiburan nakal, toh masih banyak .· Padahal, salah satu syarat untuk 
saj a yang tetap mokong. Salah. mendiri~an usaha panti pijat ada­
satunya adalah panti pijat tak · lah harus mengantongi .izin HO 
berizin, alias liar. Berdasarkan da-:- · dari Dinas Lingkungan Hidup. 
ta terbaru dari Dinas · •'Mereka (panti pijat 
Pariwisat.a(Disparta), liar, Red) biasanya 
hingga Juni in{ ter~ mengontrak rumah 
dapat sekitar 300 pan- selama beberapa bu-
ti pijat yang ditemu- Ian, setelah masa 
kan tidak memiliki kontraknya habis, me-
izin resmi dari Dis- reka pindah ke tempat 
parta. Parahnya, lebih lain,., paparnya 
separo di antaranya Lebih lanjut Muhta-
diduga dimanfaatkan di menjelaskan, seba-
sebagai ternpat pros- gian panti pijat liar di-
ti tusi terselubung, sinyalir juga dimanfa-
~ias esek-esek. . DOKIJAWAPOS atkan sebagai ternpat 

''Data itu kami ·. Muhtadi · · :< ·.' :· prostitusi terselubung. 
kumpuikan berdasar .· ·· , ~'Banyak juga yang 
basil pengamatan selama sebulan . menggunakan nama panti pijat, 
penuh," ujar Kadisparta Muhtadi · padahal sebenamya mereka juga 
kepada Jawa Pos, kemarin. ·Per-· menyediakan banyakPSK. Ja­
nyataan ito dlungkapkannya di dinya, ya pijat esek-esek, .,, ujarnya 
sela-selarapat koordinasi dengan Sa yang, Muhtadi tidak menye­
Bakesbang Linmas dan Dispol .butkan secara konkret lokasi pan­
PP. tcrkait rencana razia tempat ti pijat esek-esek yang dimaksud-
hiburan malam~ kemarin. nya tadi. 

Mcnurut mantan Kadispenkot Kendati telah melakukan penda-
Pemkot ini, data mengenai · panti taan, narnun Muhtadi mengaku 
pijat liar t~~~ <!il.!!~~g dari .~; ..... _kesul_itan untuk menindak panti 
luruh pelosok Surabaya Misa.lnya, · pijat .. plus" tersebut. Ala~annya. 
di kawasan Ngagel, sepanjang ~·sulit sekali mencari bukli untuk 
saluran Simo, Danno Park, hingga rnenjerat mereka. Sebab, pennai­
kawasan Kedung Doro ... ~'ltu nanseperti itu biasanyadilakukan 
bel urn teima~uk yang di dalam dcngan rapidan mclibatkan orang 
kampung'llio ya," katanya. · . ;; · dalam," katanya. Siapa orang 

Dari seg~ perizinan, ka~ M':l!i:- , . dalam itu? "Ah, a_nda pasti su~ah 
t~di:·:panti pijat Iiai~tidak:me-:- , tahu.·· tandasnya. (oni) .. ~> ... ~.;,.._..-. 

~. . . '!" , ' ·.· ':''!" ... ; : ' ''"· • . • .. • ' ~ ~· _,.. 

~ 't·r· .,.,t~"' 

~.J ~··· ~,t ' ;·, ·-~ •. ·~J··:i . .: 
,'·34 ' 

' . l '!I ... _. .... -- ..... __ _ 
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Didata, 
. ·~ . 

Bel urn 
"'.-:: .. , .. 

Ditindak 
Tempat Hiburan dan 
Panti-~anti Pijat Liar .. . ... -

ATURAN·ATURAN UNTUK J 
· TEMPAT HIBURAN 

SURABAYA :_ Soal me- ' 
~ SURABAYA . J 

nertibkan tempat hiburan, ter- • Perda nomor 6/2003 tentang 
masuk panti~panti pijat tak ber- Kepariwisataan . . 
izin, konsistensi Pemkot agaknya • SK Wali Kota nomor 58/2003 
masih perlu dipertanyakan. Mes- -tentang Ketentuan 

Jam Operasional 
ki Dinas Pariwisata (Disparta) 
telah mengungkap maraknya se- • SK Wali Kota nomor 45/2003 

tentang Tata Cara Pemberian 
jumlah panti pijat dan tempat hi- Sanksi Pelanggaran 
buran tak berizin alias liar, na- Perda 6/2003 
mun, hingga kini bel urn ada . • SK Wali Kota nomor 5412003. 
langkah tegas 'untuk menindak- tentang Perubahan SK -
lanjuti temuan tersebut. Wali Kota nomor 45/2003 

Fakta·yang_diungkap Disparta • SK Wali Kota nomor 212004" 
itu terkesan hariya ~emacam tentang Tata Cara 
pengumuman ko5ong saja. Ini se- Penyelen~~raan - . -· : . 
makin merrtperlaiat kesan ada- Usah~ PanWisata R~~eaSJ ·-. 

k k l
.k. · k dan Htburan Umum : · . ·. 

nya ong ·a t·ongantarao num ~- - · ------ . -·· .- J 
pcmkot dengan ··para _1}-emilik-- -T• Pe~ n~mor 9/2002 tentang 
tempat hiburan mokong itu. . Pa,ak Hiburan 

Scperti diberitakan. sepckan ------GAARS--:IN•ID•.a• .... •()JA ___ ros'"" 

lalu Kadisparta Muhtadi mcng-
ungkapkan maraknya tcmpat hi- tempat hiburan mokong itu. mi­
buran liar di kota ini. tcrmasuk salnya. bcrada di kawa.~ Nga­
panti pijat. Bcrda.<;arkan perkir.I- gel. scpanjang saluran Simo. Dar­
~n.ada_~~il!lt"}PQpantipijatyang moP~. K~ung Doro dan sc­
tidak memiliki izin rcsmi dari kitar Jl T11njungan scrta J! Arjuna. 
Disparta. ·Jumlah itu enam kali · Namun. sejak kabar itu di­
lipat ~~~ih ~~yak dari panti pijat beritakan. hingga sekarang be­
rcsmi_yangtC{Catat di 461okasi. lum ada langkah tegas yang di-

PafBbQY&.·.lebih dari.scparo di ambil pemkot. Padahal. seja.k sc­
an~"pailti'~pijat Iiar)tu diduga tahun lalu pemkot telah memiliki 
dini~rifaatkan )ebagai ·tern pat Perda nomor 612003 tentang Kc­
prosti~usit¢ijei~bUng;aliasesek-· ~ pariwisataan yang mengatur 
·esek. :Datafitu belum· tcrinasuk . segala hal tcrkait penyclcnggaran 
· paitti pi~-~~~i~tS:ar~ ~cl~nggar ·, .. t~mpat hiburan • · . . 
aturan peruntukan .. Tern pat- · • Baca Hanya ••• Ha/39 

:.~~~- ~ '~ \ . ~.:.~(' ./ 
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BantahAda 
Setor-menyetor 

• HANYA. .. 
Sambungan dari hal 29 

Wali Kota Bambang D.H. juga telah mengcluarkan bcrmacam SK 
(stirat keputusan) untl;lk mendukung pclaksanaan pcrda tersebut. 

Namun, berbagai ketentuan itu terkesan mandul. Ancaman sanksi 
yang tertulis dalam Perda dan SK Wali Kota itu nyaris tidak pernah 
dipraktikkan. Satu-satunya tempat hiburan yang agaknya menjadi 
"korban•· penertiban pcmkot hanyalah Karaoke ivteteor. Tempat 
karaoke di 11 Arjuna ini ditutup paksa Lm::n~: t..:rhukti mclanggar 
jam operasional. 

Selain Karaoke Meteor, Disparta juga telah membcrikan warning 
kepada 30 tempat dugem di ko!ll ini. Namun, warning itu tcrkesan 
hanya formalitas. Menariknya, tempat hiburan yang di-waming itu 
hanya golongan papan atas saja. Kesannya. pemkot hanya mengobrak 
tempat hiburan kelas kakap, sekelas Meteor. Sedangkan, tempat 
hiburan kelas "teri" yangjelas~jelas tak memiliki izin malah dibiarkan. 
Tak heninjika kemudian muncul rasan-rasan, bahwa obrakan yang 
dilakukan pemkot hanya sekadar memenuhi pesanan pihak ketiga, 
terkait persaingan bisnis. Wajar juga jika kcmudian muncul 
selentingan bahwa tempat hiburan "tcri'' di kota ini scngaja tidak 
diutak-atik karena mendatangkan fulus yang tidak sedikit kepada 
oknum pcmkot. Benarkah scperti ini? 

Kepala Dinas Pariwisata Muhtadi ketika dikonllrmasi mengakui, 
soal maraknya tempat hiburan mokong di kota ini. Namun, dia 
membantah jika disebut tidak melakukan langkah tegas. "Kita terns 
melakukan penertiban. Bubinya, sudah ada 30 tcmpat hiburan yang 
kita beri teguran," katanya: Tapi, mengapa yang liar tidak pernah 
disentuh? Benarkah k.arena ada setoran? ··saya nggak tahu apa-apa 
soal setor-menyetor. Yangjelas, panti pijat tak bcrizin memang harus 
ditcrtibkan. Dan tugas itu berada pada Dispol PP," kata Muhtadi. 

·· Kalau di jalan ditemukan ada panti pijat liar, Dispol PP bisa 
langsung mcncrtibkan panti pijat yang tidak bcrizin, tanpa harus 
menunggu sural dari Disparta. ltu sepcrti saat mereka mcngobrak 
PKL. ·· sam bung Muhtadi. 

Pada bagian lain. Kadispol PP Kadri Kusuma juga mcnolak 
disebut melcmpem. Dia juga membantah keras kabar adanya se­
toran dari pemilik tcmpat hihuran mokong ... Selama hukti-bukti 
pclanggarannya jelas, kita pasti akan hertindak tcgas. Itu sudah 
kcwajiban Dispol pp;· katanya. 

Namun, mantan Komandan Kodim ini mcuyai...tkau. upaya pcner­
tihan tidak bisa hanya mclibatkan instans:nya saja. ''Pcrlu koor­
dinasi dcngan instansi 1ainnya, scpcrtl Disparta. Bakcsbang Linmas, 
Dispcnkot. bahkan polisi dan tentara. Dan kita sering melakukan 
koordinasi scpcrti itu," tandas pcjahat yang Dcsemhcr mendatang 
hakal dipcnsiun ini.(oni) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



Jawa Pos, Senin 21 Juni 2004 

·r·.·.· .},-

· ltot: Bis·a·· '' R.ugi '''-~R.p 9 45,--· 
~.;·:--~4~~-.~~';0·' ~. l' . • r -~, •• . • ~•· ft:.-• l i~'·t··· ,,'/_' •·. ,' ' ' ,,, ,, ' '·:·.· .·: .._:. . ' . ; .· ~ 
~rh~'-~.:.~:;-'i~i·~:~::{ ··. : . . ~ . .\'i~}:X{ ... }~ · •. ·,,·.:.;·.r .•· ; . . --·', :~<~};[~~:-:\\;::~. . . ·, . ·' . ;':_ ;_ 

a_· _ri_····y· ~ak '· . ·hitu.·'nga~ k~s~r-J~w.·"·cf_Pb;;-~e~d~p-atan Panjan.g: Jiwo,···N· gaglik,1 
.. d.an Ngagel \.l~_·~B ..... ;Ot:· .. ;~_.l·:_::. ·,\ .• ·s ; ·.1· .. · .... ·· ...... 

· .· -. --:;--:.::.,·: .:.-.:.~- -~·-.f,~ . _; ·• 1_ . . yang "hilang.'''akib~~- maraknyn panti · Jay a Selatan: ... ·~:: . · ' . ;~~j: :\ ·. 1 S 1 a 
.. Paiitl~::Pl J at'·: Liar. pq~t liar itu bi~a .. men~apai R~ 9,45 . -~erdasar~a.~ p~ritau~n,' panti-pan~i ··.!W~,~~·~%:.::>--'· ·._, ' . .'<~. . .... ~ .. -- . '• 
_· :)~~··:,;W.h:-~·~:rj1;;:i;.- )·:- J mtharselamasetahun.. . .. . . ptJattanpatzmttlitergolongkelasten, -~~~ApanuptJ~t-pantiplJat.liar .. -:~.- ---.--,-.7 - .. 

. . ; SU~~AYA :.'~Maraknyal panti Angka sebesar·-itu. rnengacu. pad a.- karena fasilitas yarig disediakan hanya . _ng~t ~tm.gldn sengaja ".dipelih~" oleh instansi ~ 
: .. pijat .. li~:di·kota ini membuat ~enda- data Dinas ?ariwiS,ataKota Surabaya·. apa adahya. Yakni< sebu.ah. ranjang : :~dak fuhu.~engan keberadaan-J)anti pijat-panti'pi)Sf . · ·-tTo . . ·."'~- . 

· pa~ pe.~ot tidak bisa tergali secara yang menyat.akan'b.ahwa· panti· pi.jat lusuh·' dan __ selim .. H .. t ... ttpi_s.~yang ... kuma. 1; ' <lengalj stntusnya yang liar itli, petugas bisa mengutip;~ •. 
opt~mal: ~aklum, panti-pantl pijat liar di kota itli ada 300 tempat.'Nah, Kondisi kamarriya~:JU'~a 'biasa-biasa i panti pijat Semakin banyakketidakberesannya. seniakmi~( .. · "" ;A 

•: liar -itti-'ti'dak mcnyetorkan ;pajak dari data itu, 'Jawa Pas melakukan ·saja.; Malah, bariyak:ya'ng catnya ,:: :Sudah menjadi rahasia umum; banyak pand$.ijit,Uu'la'dt11dfl8i 
· kepadap¢mkot scbagaimana panti invcstigasi kc beberapa panti pijat tak sudah tcrkelupas·qan·~(?tor .~~· · · ajang prostitusi terselubung ir · · · 
· pijar·resmi. Berdasarkan hitung- bcrizin tcrscbut, seperti di kawasan ·-: ·~ Baca' Pemkot .. Ha/43 · 

., ... ~ ; ." . ' . r • 

; . ·.·. ·. ·, ~r1~i Per-traarr (··r · ~ .... : ............. ~-,-~-~--; ........ :~·· .. ::;::·~·:·:·.:/>~ .. ~·,~···--·--. .... ................. ·. <:·:_:;~:·~~-1 ~--• .':'_~---~~~~·: ............... _..:- • . t: ................... ~~~~;-~~· .. :~···:I··-........ , 
:_ ~ ~:;•emg'lan Pam· kot'! '}arlf pljat per jam Rp 25'rlbU,'dan. ,.\·~ ' •. _ .... /'.'I' Asumsl: \t·' 'l' ~:tPenCta'patanrata-rata r· ·'. . ; . Pajak pantl pljatdltetapkan ') 

~-; . P. ... ! ~. . ~· . ... . ... ' i. konsumen per ha~l rata-rata 1. 0 .. ·;. w~ .. +·· p. anti p. _IJat .liar .. d.l .... ~.·.·. ·· ···•.· •• t..t; .• ·.~ .. eluruh pantl pijat lia:r . · .. ~.- .. 3·5 per_sen·darl pendapatan, ·.. .~ 
··--- ....... f ,~,~- ••• • · ... "· -.~. i orang, maka pendapatanrata-rata. ;;Surabav~ berJumlah.~~-~~.~~.>':adalah Rp 27 miliar. . . .: - \!:flaka; fulus yang blsa dltaup ·· 

~ 
_;,.:;,: sotiap pantl pljat mencapal Rp 7;5",.,.,:~ · ;···300 tempat (data: fi: 1 • ·. .·. setahun. · · · i · . ·, pemkot b1sa mencapal · 

.......-:-: J • . juta sobulan. . ~- : Olnas Pariwlsata) ,,~ i (Rp 7,5 juta x 300 pantl pljat • . : Rp 9.45 mlllar . 
· - :;,.. ! , (Rp 25.000 X 10 orang X 30 harl n \.. , A( J. X 12 bulan = Rp 27 miller) : . . -~ ... (Rp 27 mlllar X 35 persen"" '_ 

....,..... • ,. Rp 7 5 ]uta) · :'i . ·~···~\~'"'""' ............. · · \ · · .. : · Rp 9 45 miliar) · · 
· .. ,.,,""'""''''""·''''' ... ,: ••• "'""''-.M~•$'~---~·.\t!'~:·: ··.,,,! .•. ~.··.:.c··,::.,·r,,•,•~:~···:'""'"'·"""··--:·.·:::1'•:<~· -. --....w• . .,.,...,t~""-'··~,',..,,.,_"1)1t-\QM- • .,,.J ._.'!"CIMM~iooe' 

___j 
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Polisi Bantah Main Mata 
• POLISI ... 

Sambungan dari hal 33 

Mcrcka tidak hanya mcnycdiakan layanan pijat urat, tapi juga pijat 
"aural". Bahkan, tak scdikit dari mcrcka hanya menycdiakan layanan 
seks. Mirip di komplek lokalisasi pelacuran. 

Nah, pariti pijat-panti pijat seperti inilah sengaja dipelihara pctuga~. 
Meski jelas-jelas melanggar, mereka tetap dibiarkan beroperasi. Petugas 
seolah tutup mala dengan semua pclanggaran itu. Tapi, tentu saja ini 
tidak gratis. Scbagai imbalannya. pctugac; minta upcti kcpada pcmilik 
panti pijat bcm1a~lah iru. Upcti tcrsebut dibayarkan rutin setiap bulan. 

Jawa Pos seringkali mcmergoki mobil petugas keamanan berhcnti 
di dcpan panti pijat. Petugas bukannya menertibkan panti pijat 
tersebut. Tapi, petugas datang untuk mengambil jatah bulanannya 
itu .. Misalnya, di salah satu panti .pijat di JI Tunjungan. Panti pijat 
yang letaknya nyJempit di ruko ini menyediakan cewek-cewek 
cantik pelayan seks. " 

Kasatserse Polwiltabes Surabaya AKBP Sigit Triharjanto 
membantah kalau pihaknya main mata dengan pemilik panti pijat 
bermasalah. Dia justru menyalahkan pemkot, karena tidak berani 
bersikap tegas untuk mcncrtibkannya. 

Mcnurutnya. polisi juga tidak menutup mata dengan keberadaan 
pami pijat-panti pijat yang mcnyediakan layanan plus itu. Buktinya, 
polisi sudah herkali-kali rnelakukan pcngger~bekan tcrhadap panti 
pijat tersebuL Sclain sebagai ajang prostitusi terselubung. bebcrapa 
panti pijaL itu tcmyata diketahui tidak berizin. 

Disinilah, kata Sigit. letak persoalannya. Setelah bebcrapa kali 
digerebek. temyata mcrcka masih menjalankan bisnis ilegalnya itu. 
Malah, menurut daia y:mg dimiliki polisi. dari waktu ke v.·aktu, 
tcmpat-tempat scpcrti itu scmakin ban yak saja. 

Bagaimana bisa'? Usut puny a usut, belakangan diketahui kalau para 
pcmilik panti pijat itu bebas menjalankan bisnisn)'a karena tidak 
lcrsenlUh oleh aparal pcmkot. .. Polisi hanya hisa mcnindak pcnna­
salahan pidananya saja. Kalau kemudian muncul fakla hahwa masih 
banyal..: )'J•Ig hcrdiri. tentunya pemkot dong yang punya kcwajihan 
untuk mcncnibkan ... sindir pcrwira mcncngah polisi ini. 

Polisi hcrharap pcmkot mcngamhillindakan tcgas tcrhad~tp pallli­
pami nakal itu. '"Bukan apa-apa ini untuk mcngurangi tcrjadinya 
lindak pidana saja ... jclasnya. 

Sigit mcngaku kcccwa hila polisi sclalu disangkutkan dcngan pcr­
ma.-.alahan panti pijat .. aur.tr'" ini. Mcngapa? Scbah. sch:•gian or,mg mcni­
Jai hahwa ma.,ih mardknya panti pijat itu karcna polisi tidak pcmah meng­
ohr..tknya. '"Padahal tidak dcmikian kcnyataann)·a:· katanya. (guh) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



!Ja~~ P~s, Selasa 22 Juni 2004 

·· ... ···~·:-·; · I 33 
: ~ .-: ~ ~·.. ; -~'7 :'· ' 

)~·:\;;.:-:·:;_-:· ·.· .. ···1 . .· ··t··· · .... :rii·,,,D l.,.. .. t T: . • k p • .I 7" 

~!rt~·:~:r;q.ya,. ·~~;~:·\~:· em~o .· · ar1 aJ ~~~: 
·. ·1 ::~··~;;~-.: i"~ ~ -~ ~:~·----~··. •. • •• ~- . ' '. . . . £ _ _.:···.: -~ • -_~.-(~.:: •.• ' . '. ~'- : :'. ' • • • '.·. ' . •""' - ~- •• • • • . -~··;.-~.:f~~ ~ -~ .. s·o~atPanti PiJ. at Liar' 'ten:tpat,usa~any~.di~ngg~p~ar. Sebab, kepada orang;l'e:mkot yang ke sini. ... . 
. t"· ··~~ ·;_; ~ :, · .. <:.· · .... ; . . se~1ap pu,Ian :rr~re~a raJtn menyetor i\{g?ak banya~Jah, hanya ~ukup untuk 
··: StJRABAYA.~Pantas s·aJa pant1:.· seJumlah dmt:{kepada beberapa ·staf. · beh rokok,"katanya sambll tersenyum. • 

;~.paritfpijat tak beriziil di kbta ini se-· · pemkot. '.~KaMu:kami dianggap liar,· Dia mengakuhpanti pijat miliknya 
:. ~ ~-:~ ·~tersentuh'.' penertiban. Ke- · mengapa bra~g Dispenkot inasih me- memang tidak memiliki izin resmi 
<t:;;~~terungkap fakta.mengagetkan. mintasetqra:n~arikamisetiapbulan," dari pemkot (Disparta). "Untuk apa 
~'{terk8;itfmasalilh 4ni. Ternyata, Dinas ujar seoran~ pemilik panti pijat di . pakai izin. Setiap ·bulan kan. kami 
.::P,€ridipatan Kota (Dispenl<ot) selalu kawas~~r SurabayaTimur. · · · sudah memberi setoran/' tambahnya .. 
~!-~fuenerima:setoran ·rutin dari pemilik . Perempuiu1 :para bay a yang biasa Pengakuan senadajuga diungkapkan 
j,~·ti·panti pijat liar, terse but. dipang'gil. Mami )'eyen · ini · bahkan pemilik pat1ti pijat liar lainnya. "Se-
-~ Fakta7,mengagetkan ini · semula menga~u sed·ng memberipesangon tiap bulan k_ami diminta membayar 
diungkapkan beberapa pemilik panti kepada petugas yang mendatangi panti pajak sampai ~p 50 ribu oleh petugas 
pijat.liaryang dikonfirmasi Jawa ~.os. pijatnya. "Kal~u tamu l~gi ra~ai, say~ dari Dispenda (Dispenkot, Red) • . . . .· .. , ,!~-<J.&f~o·n~~~~ 

.. Padaumumnya, mcrcka mcnolakJika memang senng bag1-bag1 rezck1 ~ Baca Ternyata. Ha/43 TERSELUBUNG: Cewek-cewek ini digerebe~~~~~M.' ~ .. ~~~ 
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Jawa Pos, Selasa 22 Juni 2004 METROPOLIS 
•• -~! 

'~~ "f; 
~ -. 

~~"- t.• 
- ·' 
t'• 

. . . . . . . .. : :··-~~t.i. r~: .,.. <Ji 

Diakui sebagai Pajak·Hibura.~~.,~· 
• TIRNYATA ... 

Ssmbungan dar/ hsl 33 

Kok sckarang kami Jischutliar, 
cnak saja," ujar pcmilik panti 
pijat di dacrah Ngagcl. 

Sayang, dia ti<.!ak bisa mcnun­
jukkan hukti-hukti konkrct mcngcnai 
pcrnbayaran paja~ itu. "Biasanya 
mcmang tidak pakai kuitansi. Hanya 
kadang-kadang s:ua Jihcri. ltupun 
pa.'>ti l:mgsung say a huang." 

Pcngakuan para pcmilik panti 
pijat liar itu tcntu saja sangal mc­
ngagctkan. Schab, sclama ini 
Kcpala Dinas Pariwisala Kola 
Surabaya Muhtadi mcnyatakan 
"pcrang" dcngan panli- panli 
pijat mokollR tcrschut. Bahkan, 

dia mcndcsak ugar panti pijat hcr­
masalah itu scgcra dilcrtibkan. 

Scbagaimana dibcritakan, 
jumlah panti pijal liar di kola ini 
kian mcmbcludak. Bcrdasarknn 
data terakhir, tcrdapat sckitar 300 
panti pijat yang tidak mcngan­
longi izin rcsmi dari Disparta. lni 
bcrarti cnam kali Jipat dihanding­
kan panti pijal rcsmi yang hanya 
46 huah. Parahnya. Jcbih scparo 
panti pijat liar itu dilcngarai juga 

.. rnclakukan praktik prostitusi 
tcrsclubung. Pcrnkot scndiri 
bukannya mcnindak, tapi justru 
mcminla scloran kcpada panti­
panti pijat liar terse hut. Pantns saja 
polisi scmpat menyindir pcmkot 
yang dianggap tidak tcgas tcr-

. waktu untuk · be~k~;ntinasi de-hadap panti pijattak bcrizin itu. perizinan yang dikeluarkan Dis~ 
Scrnentara itu, Kadispcnkot parta. Selama ada objek dan sub­

Suharloyo secara blak-blakan jek yang mclakukan kegiatan, 
mcngakuiadnnyasclorandaripanti bisa kita tarik pajak hiburan," 
pijat tak bcrizin itu. "Mcmang ada terang Suhartoyo. 
sctoran, tapi itu. t.inluk mcmhayar Sa yang, pejabat asli Lamongan 
pajnk hiburan lho. bukan sctoran · cini eng.gnn ~ dikonfirmasi lcbih 
yang tidak-tidak," aku Suhartoyo. jauh soalmasalah ini. Alasannya, 

Tapi, bukankah panti pijat itu penarikan pajak untuk panti pi~ at 
tidak mcmiliki izin Disparta? dilakukan olch kantor cabang 
"Lho, sesuai kctcnluan. pajak hi- Dispcnkot. "Saya tidak bisa ber­
buranlidak ada kaitannya Jeng.an korncnlar banyak. Bcri say a 

ngan cabang dinas ~: kelitnya:­
Kadisparta Muhtadi ·yang'-di;. · 

konfinnasi Jawa Pos tadi malarri 
mengatakan baliwa pcnarikan 
pajak yang dilakukan Dispefikot · 
mcmang sering menyulitkan 
Dispana. Sebab, .. Ban yak pemilik 
panti pijat. yang menganggap_nya 
scbagai bukti ·lfiBlitas. Padahal. ·: 
pujak hiburanrSama sekali bukan 
hukti perizinan:· tandasnya. (oni) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



Jawa Pos, Rabu 23 Juni 2004 

-(~· 33 -

~B:erd'alih·~Dua Perda Tak Sinkr.Oi~~-
··~ ~. ;f:r;E:Y. ·;: ~ . ~ ' t , ' . • . . ,' ·::'·

1

, ,'. :··;~~ • ' :&~.::-'~ : 
. Perrikot Tangg:api Namun, Bakesbang Lin mas tcm~a- ~uyitno. mcnjclaskan, Pcr,da Pajak ·'!'. ~ .. ~~~· ~~-: ~ f~.~:.· · .. 

_· . ' ·;.., ._ • ·: ~ • 
1 

• ta bel urn .mc.r~1Ut~skan untuk memn- Ht?uran ttdak pernah ~e~ymggung- · PilAt ~ "'t. :,.; 

Maraknya Pantl ~ak pantt ptJat h~r tersebut. Seba- n~mggung masalah pcn~~~~n tcmpat :·sYAHWA-n: .. :· 
•. • •• ,;:! '· c. · . ; hknya, BakcsbangJUStru mcnemukan htburan, termasuk pantt ptjat. Perdu :01 ~~ 
. PtJ at.Llar . ! ada. k?tidaksinkronan· ant~ra. P~rda itu hany~ men~ehutkan ~ahwa s~- ·-Ruko Denno I, 
· .• · • . · .. •; . · Panwtsata dengan Perda PaJak Htbu- · gala kegtatan dt tempat htburan dt- ,Parte. Jalan . 

•.SURABAYA-Terungkapny? fak-. ~a~. Ketidaksinkronan ke~u~. per~a kenai kcw~ji~~n me.mbayar pajak. Mayjen.~i<i. · 
ta bahwa pemkot tetap menank pa- tntlah yang membuat pantt ptJat liar Untuk pantt ptJat, paJaknya dttctap- ·Sungkono · 

,ojak~terh~dap pant~-panti pijalliar, s~~kan tak "tersentuh." penerti~an. . kan ~~besar35 persen dari pe~dapa- ~lnltianyak~:: 
.~:mempuat para peJabat Bakesbang :Tents terang kamt dalam dtlema tan. Itulah y~ng membuat Dtspen- J)eroperasl· 
,·.;~~~~eli~pun¥an. M.aklum! ins- ~csar .. lsi kedua Perdu itu t~rn7ata kat ~ct~p n~en.~ri~J)ajak terhadap ~~~x.·i..:!, 

; ' ~ y~gdtptmpm Suyttno Mtskal ttdak smkron. Pantas saja terJadt kc- pant1 ptjat har, · · katanya. ~ pelacunnle!~-; 
, ini .mer11~ng ditunjuk Walil Kota jadian seperti ini," ujar Suyitno Mis- Sedangkan Perda Pariwisata hanya :.berkadok~- ~ 

l
:;·~~.a!n~.an. gp.H ... sebagai k~tua ti~ ka.l. di~ampingi Kabid.J?.enanganan. mc~~aturhal-haly~ng,persi.f~ttcknis . i_:~ ... -.·~. __ · .. :·:< . 
.t"~.ng~~~an tempatrekreast dan ht- . Strategt.s Bakesbang Lmmas, Bam- ' pcnzman • ., / · ' b0':;-::~-j.~;~:' 
, buran ~mum di Surabaya; · · : bang DJoko. ~ Baca Berdallh .. Hal 43 '"'"'NCuaou•POt, ~·;. ~:- ~'~~ ;.t-: · 

' . . ~ 

i 
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Akui.A.da oknum Terima Setoran.-
'!i-·,:·; . ! 

.. a BERDALIH.!. . 
;: . : ,'. · . Sambungan dar/ hal 33 
. , .. : ·i . 
· .. ·.;, Perda Pari wisata sarmi 'sekali 
. ··tfdak mcnyinggung hal·hal yang 

bcrbau pcrduitan," katanya. 
.. .Oi satu sisi, .Perda Pariwisata · 
mcwajibkan segala panti pijat un-

i tuk mcmiliki izin res mi. Panti pi· 
,.jat yang tidak Q1erniliki izin, bcr­
_arti liar, dan harus ditcrtibkan . 

. jNamun, di sisi Jain, Dispenkot 
tetap menaril~ pajak tcrhadap 

.. panti pijat liadcrscbut. Pcrheda· 
an inilah yang rrJernbuat pcmkot 
bcrada dalam di lema. 

Lalu, apa ]anr akan dilukukan 
Bakcsbang? "Say a akan me­
manggil Dispcnkot, Disparta, scr· 
ta pcjabat tcrkait lainnya. Pcrlu 
ada policy khusus dalam kasus 
ini," katanya. Suyitno juga mc­
nyatakan bahwa fungsi pcngawa­
san yang mclckat pada Bakes­
bang Linmas hanya hcrlaku pada 
tempal hiburan yang tclah mc­
miliki izin resmi. 
·Scbagaimana dibcritakan, jum-

. ' 

·· lah panti pijat liar di k<;>ta ini kian 
membeludak. Berdasarkan data 
terakhir, terdapat sekitar 300 pan­
ti · pijat yang· tidak mengantongi 
izin resmi dari Disparta. Ini ber­
arti enam kali lipat dibandingkan 
panti ·pijat resmi yang hanya 46 
buah ... Parahnya, Jebih scparo 
panti pijat liar jtu ditengarai juga 
melakukan praktik prostitusi ter­
seluburig. ~emkot sendiri bukan­
nya menindak, tapijustru mcmin­
ta setoran upeti · kepada panti-

. panti pijat liar tcrsebut. Polisi· 
sempat menyindir pemkot yang 
dianggap tidak tcgas terhadap 
panti pijat tak bcrizin itu. 

Suyitno juga tidak mcmbantah 
saat dikonfirmasi mcngcnai ada­
nya oknum yang scring mcnarik 
sctoran kcpacla panti pijat liar. 
"Say a rasa kabar itu suclah mcn­
jadi rahasia umum. Semua suclah 
tahu," katanya. Menurut Suyitno, 
hal-hal negatif scperti itu juga 
muncul karena ketidaksinkron~ui 
Pcrda Pariwisata dan Pcrda Pajak 
Hiburan. "Kar?na nggak sinkron, 

akhirnya banyak celah. Nah, ce- ada di sebuah rumah sedcrhana 
lah itulah yang sering dimanfaat- yang di depannya tcrdapat plang 
kan oknum untuk menjadi bcking bertuliskan pitrad (pijat tradisio­
dan menarik. setoran dari panti mil) atau timung. Sckilas, panti­
pijat," jelasnya. panti. pijat liar itu mirip wartel. 

Jawa Pos kembali mclakukan pe- Kebanyakan pitrad juga diguna­
nclusuran terhadap bcrbagai panti ·kan · sebagai tempat prosti_tusi 
pijat liar eli kota ini. Hasilnya cukup terselubung. "Wah, say a bggak · 
mengejutkan. Di kawasan-kawa- . . bisa mijat, mas. Langsung main 
s~m tertentu, hampirsetiap 100 me- saja, ya," rajuk seorang pemijat 
ter dapat dijumpai panti pijat liar ... di panti pijat MM di kawasan 

. Kawasan-kawasan tertentu ini Ngesong, Darmo Permai. 
biasanya herada di gang-gang kccil Di komplek di komplek ruko 
yang jarang dijangkau opcrasi seperti Darmo Park dan di Jl Tun­
pencrtiban. Sebut saja di kawasan jungan lebih parah lagi. Mereka 
Ploso Bogen, Pandegiling, dan Ja- tcrang~terangan menyala~ izin 
giran. Itu bclum termasuk di usaha panti pijatnya untuk mcn­
lokalisasi-lokalisasi pclacuran. jalankan bisnis prostitusi. Sekali 

Biasanya, panti pijat liar itu bcr- kcncan short time (2 jam), 

ta~~~~ :t~~; ila:~l~ . 
ini mendapat komeniai dari.'~ · . 
ngamat sosial:.Uiiait, Dr. Dede · 
Oetomo. Menurui di~ ·menja::>,:: 

; • ) .:..- ....... .... ....,": . ~; .... c .. "~ • ' ... 

murnya tem~~·P!9S~-~:~~~ 
dok panti pijat:'me11Jpakan potret 
nyata wajah.-~iiraoay&: ·.~wong:: 
ada yang_,~beli~\ki>k'.:~'Uka)ta~; 
tidak suk~· itli·:meni~ ~j~ .; 
kota ini.~'- tailggapnya. pede·~:~ 
negask~:~Yi~ii-pi~I!;j_ 
ar merupakal(bllkti konkret- ga:. 
galnya· :pemk'Qt!d8Iam: meneg~::-~ 

~~~:j~~~~t!!~'' 
membiarkan 'pahti!pjjat 'li.ai: ter­
se but." ujar Dede yang juga.tO-
koh gay ini. (onilano) · 
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.Jawa ~os, Kamis 24 Juni 2004 

Dis pol PP dan· 
Bakes bang 
Saling ·Lempar 
Kapolwil Janji 
Tertibkan Panti 
Pijat Liar 

SURABAYA - Setiap kali 
muncul masalah. para pejabat 
pemkot terkesan belurn bisa 
rnenghilangkan budaya sating 
melernpar tanggung jawab. Ke­
san seperti ini juga tampak pada 
kasus panti-panti pijat liar yang 
seakan tidak tersentuh pener­
tiban. Hingga kini, bclurn jelas 
siapa yang bertanggung jawab 
untuk rnenertibkan panti pijat 
bennasalah tersebuL 

Bakesbang Linrnas rnenyatakan 
bahwa penertiban panti pijat liar 
rnenjadi tugas Dispol PP. Sebalik­
nya. Dispol PP jusuu rnenuduh 
Bakcsbang Linmas sebagai instansi 
yang harus bertanggung jawab 
terhadap kasus ini. 

.,Penertiban panti pijat li.ar 
menjadi tugas Dispol PP. bukan 
Bakesbang Linrnas. •· ujar Kepala 
Bakesbang Linma..~ Drs Suyitno 
Miskal 'MM kepada Jawa Pos. 
Suyitno mengakui Bakesbang 
Linrnas mcmang menjadi kctua 
tim pengawasan tempat rekrcasi 
dan hiburan. Namun. ··Yang ka­
mi awasi hanya tempat hiburan 
yang memiliki izin resmi dari 
Dinas Pariwisata. Kami tidak 
pemah ma.~uk ke wilayah tempat 
hib1.1ran tak berizin. termasuk 
panti pijat liar ... akunva. 

Untuk diketahui, Selain Ba­
kesbang Linmas, tim penga:­
wasan yang dimaksud Suyitno 
ini melibatkan Dispol PP, Dinas 
Pariwisata, dan Dinas Pen­
dapatan Kota. 

Lebih lanjut Suyitno menjelas­
kan, Dispol PP merniliki pasukan 
yang melakukan patroli keliling 
kota setiap hari. Seharusnya, 
begitu melihat ada panti pijat 
yang mencurigakan, Dispol PP 
harus bertindak tanpa menunggu 
instruksi dari Bakesbang Lin­
mas. "ltulah tug as Dis pol PP. Bc­
gitu ada panti pijat l~ar, ya harus 
langsung ditertibkan," katanya. 

Benarkah begitu? Nah, inilah 
anehnya. Para pejabat Dispol PP 
justru membantah semua pemya­
taan Suyitno. "Siapa yang bilang 
seperti itu. Nggak benar kalau 
Dispol PP yang hanis bergerak 
dulu." ujar Kasubdin Operasi dan 
Pengawasan Dispol PP Drs Umar 
Diah MM kepada Jawa Pos, ke­
marin. Menurut dia. tanggungja­
wab pcnertiban panti pijat liar her­
ada pada tim pengawasan. "Ka­
rcna tim ini diketuai Bakcsbang 
Linmas. jadi mcreka yang harus 
memiliki inisiatif dan membcrikan 
daw kepada kami sebagai pc­
laksana di lapangan." katanya • 

• Baca Dispol PP. •• Ha/43 

• Blsa "Tembak" Dltempat 

Baca Lapsus 
Metropolis halaman 35 
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I 

Tempat Hiburan 
"Plus-plus" .............. 
d~ SoraJJaya· 

!1~ Da~o Park ·14 1! 
! 2. Kawasan Bratang ~ 7 H 
· 3. Ngaglik-Kenjeran : 7 ' ; 

.: 4. Kawasan Jagir :10 /1 
! 5. Pandegiling : 3 i 1 
~ 6. Panjang Jiwo-Barata Jaya: 5 l; 

7. Karang Menjangan-Manyar: 6 lj' 
.I 8.Kawasan Ngagel : 3 ! 
! 9.Wiyung-Gunungsari :3 {J 

G.Adityawarman . : 1 t 
11.Patemon..__ . : 1 

1 .12J<,ctwasan Pe~~,;,J . ' 
._._.._ ·-13.i<awa5run'~ : s·"'~ 

114.T~ungan-Embong Malang : 2 I! 
~II'Ooo_.lllillll .... ..lll l15.Simpang Dukuh · : 2 :! 
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~·~ t,). Seragam Hanya untuk Kedok 
. ·_ DULUNYA, tidak sulit membedakan 
antara panti pijat bcnemn dcngan panti 
pijat syahwat. Dari penclusuran Jawa 
Pos, ada ciri scdcrhana yang dapat dija­
dikan patokan. Misalnya, jika gadis pc­
mijatnya bcrscragam, pcr1anda tidak di­
sediakan lay~Ulan scks di dalarn panti pijat. 

Para pcmijat bcrscragam rata-rata mc­
nolak untuk diajak 'main' di dalam pan­
ti pijat. ltu mcnHut!: aturan resmi yang 
dibuat pcmilik pant1 pijat. Tapi, kalau 
Anda bcruntung, dcngan scdikit rayuan 
akan membcri imbalan uang banyak, si 
gadis pcmijat biasanya okc mcmbcrikan 
pelayanan ckstra. Atau, kalau tidak, si 
gadis pijat bia!-.anya bcrsedia diajuk 
ke.ncan di luar scusai jam kcrja. 

Tapi, scragam kcrja ini tidak sclahJ 
mcncirikan scbagai panti pijat bene-

ran. Sebab, banyak panti pijat mesum 
. juga mempekerjakan gadis-gadis pc­

mijat berseragam. Misalnya, di panti 
pijat Jl lndragiri, di Ngesong Jl Darmo 
Permai, dan di komplek Ruko Darrno 
Park Jl Mayjen Sungkono. Meski ber­
seragam, pemijatnya terang-tcrangan 
menjual layanan seks. 

Lantas, scpcrti apa panti pijat bcncran 
yang diperbolehkan bcropcrnsi? Bcr­
da~arkan SK Wali Kota nomor 2/2CX)4, 
p<Ulti pijat resmi harus mcmcnuhi bcbcmpa 
pcrsyaratan. Yaitu, lok<L'iinya tidak bolch 
berada atau dekat dengan ducrah pcm, 
tcmpat ibadah, dan sckolah. 

Dari aspek t~'lsilitas, ada bcbcrapa per­
syaratan yang harus dimiliki panti pijat 
resmi. Yaitu, tersedia minimal lima 
ruangan pijat dengan luas sctiap ruangan 

mi~imal5 meter persegi. Setiap ruangan . _ "............. . ; . 
harus dibatasi .ctinding ~e~~s~ ~rupa ':· .. J~\:Berl<8c!O~pantl Pilattr&dlsk?~ 
kclambu dan t1dak memthki pmtu yang " Berkedok salon kecantfkan. ·. ,. 

bersifat permanen. Ukuran kelambu atau 
kordcn muksimal 90 persen dari Iebar 
daun dan bagian bawahnya harus 
berjarak 40 centimeter dnri lantai. 

Setiap nrang pijat juga harus berisi 
tcmpat tidur untuk pijat (single) dengan 
Iebar tidak lebih dari I meter, dan tinggi 
minimal 1 meter. Kumar mandi harus 
tcrpisah dari nrang pijat. Serta, tersedia 
ruang untuk steam minimal dua orang. 

• Penetrast':' ·' 
·Sampal bertlubungan seks 

· ·Oral seks , . • . 
-Onanl 

• Tarlf service piiJs: 
·Hubungan seks: • : .,...':"""·r~ 

Selain ketentuan itu, setiap panti pijat 
harus dilengkupi fasilitas tambahan 
berupa pcrlengkapan rias, bedak, lo­
tion, handuk, tempat gantung pakaian, 
kipas angin/AC, dan celana pendek 
ganti yang stcril untuk tamu. (ano/oni) 

1, Kelas menengah ke bawah: Rp 100 ncu'" .,.,~ 
2. Kelas menengah : Rp 150 rb.I~RP'~1 

3. Kelas menengah ke atas : diatas ~30().~ 
·Oral seks dan Onanl: ·. • · ~ • · -
berbeda Rp 25 ribu - Rp 100 ribu dart 

~f'CI 
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Jaw a Pos, Kamis 24 Juni 2004 ... 

Solusi 
,.--~---.. 

· Pemkot ~aD.gan Diam 
Sekjen Dewan Kota, Pinky Saptandari mengaku 

terkejut dengan fe~omena menjamurnya panti pijat 
di Metropolis. Ia juga menyayangkan kesan saling 

lempar tanggung jawab antar dinas-dinas di Peme­
rintah Kota (Pemkot) dalam menangani masalah ini. 

Ada 300 panti pijat ilegal beroperasi di Surabaya. Apa 
komentar Anda? · 

Masya Allah .... Jika memang seperti itu su­
dah sangat mengkhawatirkan. Ini merupakan 
bukti bahwa penegakan hukum sangat lemah 
di Surabaya. Seharusnya kan sudah jelas, 
bahwa yang tidak berizin, tidak boleh berope­
rasi. Pemerintah Kota seharusnya mengambil 
tindakan tegas dalam masalah ini. Apalagi di­
tambah tengara panti pijat hanya kedok bagi 
tempat prostitusi terselubung. 

DOIC/JAWA POS 

Dinas-Dinas di di Pemkot saling lempar Pinky Saptandari 
dalam masalah ini, menurutAnda? 

Inilah yang menjadi permasalahan. Seperti yang saya tekankan 
tadi, bahwa seharusnya sudah jelas. Yang tidak berizin, harus di­
tindak karena tidak boleh beroperasi. Akibatnya bisa fatal buat 
masyarakat. Ada ekses-ekses yang buruk bagi masyarakat 

Apa saja ekses~ksesnya? 
Masyarakat bisa menjadi san gat pennisif. Pem1isif di sini berarti 

menjadi semakin longgar aturan-aturan nom1atifnya. Misalnya, 
warga di kampung tertentu akan cuek mclihat adanya panti pijat 
liar di kawasannya. "Uw. wong yang berwenang saja tidak me­
nertibkan, buat apa saya susah-susah mengurusi.'' bcgitu pikimya. 
Jika itu sudah terjadi. maka masyarakat menjadi apatis. Fungsi 
komrolnya hilang: dan dekadensi moral bisa saja terjadi. lni hal 
mengcrikan yang mungkin bisa menimpa masyarakat kita. 

Lalu, solusinya bagaimana? 
Harus ambil tindaka": tegas terhadap hal tcrscbut. Seharusnya 

Pcmkot mcmpunyai good ..... ill untuk mcngambil tindakan me­
ngcnai masalah ini.(ano) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



Jawa Pos, Sabtu 26 Juni 2004 
3~ 

;~Polisi Bentuk Tim Khus·us--f;: 
. -~- .; .... ' 

, Selidiki Panti Pijat Liar dan 
Tempat Mesum Terselubung 
· SURABAYA· Polisi rupanya gemes juga 

. meiihat.sikap pcmkot yang tid~ scgcra me ncr­
.~ tib~ ~ti pijat liar dan tenipat-tcmpat mcsum 
~-~~~--

""' : • .t, - • ~ 

tcrsclubung di kota ini. Apalagi, bcbcrapa pc­
jubat pcn1kot yang tcrkait pcngawasw1 tcmpat 
hiburan, hingga kini masih tcrkcsan saling 
mel em par tanggung jawah. 
.Tak ingin kasus ini bcrlarut-larut, kcmarin, 

polisi mengambil langkah proaktif. Yaitu, 
mcmhcntuk tim khusus yang bcrtugas mcnyc-

lidiki panti pijat liar dan tcmpat hiburan lain 
yang diindikasik:u1tcrlibattindak pidana. 

Pcmbcntukan tim khusus ini diungkap 
Kapolwiltabcs Surabaya Ko.rnbcs Pol Ade 
Rahardja 111elalui Kasal Rcskrirn AKBP R. Si­
git Th. "Kami m~:mang tclah mernbcntuk tim 
klutsus. Tim ini hcrttigas melacak adanya unsur-

unsur pidana di setiap panti pijat dan tempat 
hiburan lain," ujar Sigit_kepada Jawa Pos. 
kemarin. Tim yang di~ Sigit ini dipimpin · 
langsung AKP Bagus PR. .. Yang,sehari-bminya 
mcnjabat sebagai Kant~·tDlK-m Judi Su.Sila. 
"AKP Bag us orang yang,tepat mengataSi. 
masalah ini • • Baes Polls/ •• Hal-17. 

· · Disperikot Tak Man Disalahkan 
• POLISI... Saat hal ini dikonfirmasikan 

Sambungan dar/ hal 33 kcpada Adc, pcrwira polisi yang 
balU Sl\ja mantu itii hanya tcnawa 

Dia banyak tahu mengcnai kecil. Dia mcnyatakan, bolch-boleh 
tempat-tempat hiburan nakal." saja para pejabat pcnikot mc-

Sementara itu, Kapolwiltabcs lcmparkan masalah ini ke polisi. 
Surabaya Kombcs Pol A de Ra- "Bim· saja mereka (pejabat pcmkot, 
hardja agaknya ikut prihatin me- Red) berpcndapat seperti itu. Bolch­
lihat sikap beberapa pejabat pem- l:xJleh saja, yangjelas mcmang tugas 
kot yang terkesan saling mel em- kami. untuk menindak perkara 
par tanggungjawab, te~kait kasus pidru1a," ujar Ade sambil tersenyum. 
panti pijat liar. Diajuga mcnyin- Lebih lanjut Adc rnenjclaskan, 
dir pemkot yang terkesan lebih polisi tidak akan menanggapi 
mengutaniakan ·main tuding pcrn,yataan para pcjabat pcmkot 
daripada kerja konkret. "Dmipada yang terkesan saling 'melcmpar' 
saling tuding dan saling lernpar, tanggungjaw~bnya. "Kalau saya 
mendingan langsung bekerja dan ,. tanggapi, malah nanti tctjebak 
mclakukan penertiban sesuai' pada adu arguincn dan pcndapat 
fungsi institusinya," ujamya. di media massa," katanya. 

Sebagaimana diberitakan, para Sementarn itu, Kcpala Dinas 
pej~bat p~mkot yang terkait de- Pcndapatan (Kadispenkot) Su-
ngan tempat hiburan bclum beren- hartoyo rupanya tak ingin na­
cana melakukan. penertiban tcr- many a disebut~sebut dalam kasus 
hadap panti pijat liar. Merckajus- panti pijat liar. Kcmarin, pcjabat 
tru terkesan saling melempartang- asli Lamongan yang biasanya 
gungjawab. Bahkan, dalam kon- pendiam ihi, tiba-tiba ikut-ikutan 

, ferensi pers di Dinas Infok6m Ka- mcnyentil tim pengawasan tem­
mis lalu, beberapa pejabat pemkot pat hiburan yang tidak seccpat­
mclcmparkan masalah penertiban nya menertibkan panti piiat liar. 

ini adalah Dispol PP. Dinas Pari­
. wisata, dan Bakes bang Lin mas. 

"Say a bukannya m;u melem­
parkan tanggung jawab atau 
menyalahkan instansi lain. Tapi. 
dalam kalius ini, seharusnya tim itu 
bertindak tegru; mencrtibkan tempat 
hiburan yang tidak bcrizin," katanya. 

Suhartoyo mcngaku jcngah 
p-1endcngar instansinya ikut disa­
lahkan hanya karen a mcnruik pajak 
tcrhadap panti pijat liar. "Yang ~rlu 
diingat, pajak itu kita truik setelah 
panti pijat berdiri dan mclakukan 
aktivitas. Bukan sebelumnya. 
Artinya, kalau Disparta sejak awal 
melarang panti pijat liar berdiri. 
tentu tidak akan ada panti pijat liar. 
dan kita teFltu tidak perlu menarik 
pajaknya," papar Suhartoyo. Atas 
dasar itu, Suhartoyo menolak keras 
jika instansinya dikait-kaitkan 
dengan maraknya panti pijat liar .• · 
"Dasar penarikan pajak itu kan 
scderhana. Yang penting ada 
subyek, obyek, dan wajib pajak. 
Tidak ada ketentuan mcngenai 
status perizinan. Itu diatur bukan · 
hanva oleh perria. tari iue:a Undane:-
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· Jawa Pos, Minggu~ 2.7~'J.unf_?~04.~ · 

Pemilik dan Pengunjung 
Panti Pijat ''Plus'' Tiarap 
Sidik ke Lapangan, Tim Khusus 
Polisi Dahului Pemkot 

SURABAYA- Baru tiga hari terbentuk, tim khusus dari 
Polwiltabes Surabaya yang ditugasi menyelidiki panti 
pijat liar dan prostitusi terselubung, langsung turun ke:_ 
lapangan. Seharian kemarin, tim yang dipimpin AKP 
B~gus DR itu menyisir beberapa lokasi yang ters':bar ~i 

. ~ 

wilayah Surabaya Utara dan Selatan. 
Sumber Jau:a Pos yang ikut dalam tim itu mengatakan. 

para pemilik panti pijat yang didatangi terkesan tiarap. Ada 
yahg menginstruksikan kepada anak buahnya agar tidak 
sembarangan memberikan pelayanan "'plus-plus" kepada 
tamu yang belum dikenal. 

"Rata-rata panti pijat yang kami datangi sepi pengunjung­
. nya Jadi, pen:lilik panti pijat tiarap, pengunjungnya juga tiarap," 

kata sumber Jmm Pos itu • ~ Baca Pemilik.. Hal 39 
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Jawa Pos, Minggu 27 Juni 2004 

Merasa Sudah Membayar Pajak 
• PEMILIK. .. 

Sambungan dari hal 29 

Dia mcngaku sudah mcnyamar scbagai pcngunjung biasa dan 
mcndatangi salah satu panti pijat di kawa<>an Darmo Park. Saat itu, 
dia minta dilayani scrvis "ckstra" kcpada wanita yang mcmijatnya. 

'"Tapi. dia nggak mau. Diiming-imingi uang lchih,juga nggak mau. 
Katanya, saat ini kondisinya tak mcmungkinkan," mmhahnya. 

AKP Bagus DR yang juga Kanit IDIK Ill Polwiltahcs Surahaya, 
kctika dikonfmnasi membenarkan jika anak buahnya mcmang telah 
disebar untuk menyelidiki panti-panti pijat yang ditengarai menjadi 
ajang prostitusi terselubung. "Untuk tahap pertama, kami 
rnemprioritaskan di wilayah Surabaya Utara dan Sclatan dulu. Scbab, 
di sana paling banyak terdapatpanti pijat plus," katanya. mcndampingi 
Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya. AKBP R. Sigit Triharjanto. 

Mcski dcmikian, Bagus mcnarnbahkan. dalam hal ini pihaknya 
rnempunyai keterbatasan wewenang. "Yang bisa ditindak polisi adalah 
panti pijat yang diduga melakukan tindak pidana," ujamya Tindak 
pi dana yang dimaksud, misalnya menjadi tern pat prostitusi terselubung. 
''Panti pijat seperti inilah (yang menjadi tempat prostitusi) yang bisa 
kami tindak. Karena dia telah rnelanggar peruntukannya Mengaku 
tempat pijat, tapi kok bisa esek._esek," tandas perwira yang pemah 
menjadi Kasat Reskrim Polresta Surabaya Selatan ini. 

Soal panti-panti.pijat itu tak rnengantongi izin, kata Bagus ini bukan 
wewenang polisi untuk rnenertibkannya. "Jika panti-panti p!jat 
tcrsebut dirasa terlalu banyak dan menjamur, serta merusak wajah 
kota. sekali Iagi, ini bukan wewenang polisi untuk menertibkannya:· 
tegas Bagus. Melakukan penertiban yang terkait dengan perizinan. 
kata dia. seharusnya menjadi kcv.-·enangan pemkot. 

Sereni diberitakan, dari sekitar 300-an panti pijat yanag ada di Surabaya 
(data dari Dinas Pariwisata), hanya 46 saja yang mempunyai izin. Ada 
indikasi, ternpat -tempat tersebut telah menjadi ajang mesum terselubung. 

Ironisnya, tigainstansi yang terkait dengan penertiban panti pijat 
yakni Dinas Pariwisata, Dispol PP. dan Bakesbang Lin mas, terkesan 
sating melempar tanggung jawab. 

Padahal. efek dari menjamumya panti pijat plus terscbut sangat 
buruk bagi masyarakaL "Bisa membuat masyarakat rnenjadi sangat 
pcrmisif dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Dekadensi moral 
pun gampang tcrjadi bila masyarakat sudah bersikap seperti itu," 
kata Sckjen Dewan Kota Pinky Saptandari. Bel urn lagi.,.,sambungnya, 
banyaknya panti pijat itu bisa merusak wajah kota. ' 

Yang agak aneh di sini. panti-panti pijat yang disebut tak mc­
ngantongi izin itu. temyata tetap ditarik pajak olch Dinas Pcndapatan 
(Dispenkot). Ini sepcrti pemah diakui Kcpala Dinas Pendapatan Kota 
Surabaya. Suhartoyo. "Da.~ pcnarikan pajak itu kan sedcrhana. Yang 
penting ada subyek. obyck. dan wajib pajak. Tidak ada ketcntuan 
mengenai status perizinan. hu diatur bukan hanya oleh perda. tapi 
juga Undang-Undang." jela..,nya saat itu: Selain itu, Suhartoyo juga 
hcrkilah. bahwa jika saja scjak awal masalah pcrizinan sudah 
ditertibkan. tentu saja tidak akan ada panti pijat-panti pijat liar. 

Karcna ditarik pajak olch Dispcnkot ini. scbagian bcsar pemilik 
panti pijat liar terscbut mcrasa usahanya telah diizinkan ... Wong kami 
sudah mbayar pajak setiap bulan ke Dispcnkot kok masih dianggap 
liar;· k.ata salah satu pcmili.k panti pijat di ka~asan Ngagcl.(ano) 

--
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Jawa Pos, Senin 28 Juni 2004 

33 

VVali 
Kota 
Be rang 
Perintahkan Penutupan 
Panti Pijat Liar~ 
Pajak Dihentikan 
SLRABAL\ -Sikar' rara 

p~_iab:lt r~ml\ot y~tn~ t~rkc~an 
:<tlin); mcktllpdr tan~.:;un~ _i:.J\\ ah 
lL'r!-...ait mar:tkn~ :t r~mti l~ij,i! li:tr 
,b;1 icmp:ll mc,um t~r .... cluhun.:;. 
mcmhuat \\'ali Kota Bambang 
D.H. tcrpa;King ur.tuk mengam­
hil sikap tegas. Y1aklum. hingga 
kini. tim pcncnillan pcmkot hc­
lum mdakukan langkah-langkah 
konkret. Apalagi. pl)lisi terkesan 
lchih responsif menindaklanjuti 
kasus ini dengan mcncrjunkan tim 
khusus untuk turun ke lapangan. 

Kcmarin. wali k\lta sccara tegas 
mcmcrintahkan :1g:.tr scluruh 
ranti pijat hcrm:.tsabh di kot:.t ini 
Jncnihbn. ··say:t .... ud:.th m~ng­
huhungi Pak \luhtadi 1kcpala 
Di nas Pari'~ i .... :~t:t. Rcd.l. Pak 
Suyitn,) \1i .... kal t kcJ'ab Bakes­
hang Linma\. Red. I. dan Pak Ka­
dri Kusuma ( Kadispol PP. Red.). 
\krd.a sa~ a minta mcncnihkan 
.... duruh rami pij:.tt liar di Sura­
h~tya. ·· ujar Bam hang kepada 
.lul\·a Pos. 

Sikap tcga.' ina diltllltarkan Bam­
bang !--CUsai m~·n~unpingi i\kntcri 

' ' Saya perintahkan 
Oisparta. Dispol PP, 

dan Bakeshang Linmas 
untuk secepatnya 

menertibkan panti 

pijat liar. ' ' 

:'\c~ara BU\1N Laksama Sukardi 
sa:tl mcrcsmikan pemhukaan 
p~tmcr~m :'\usantara Expo di World 
Tr~tdc C ~ntcr. k~marin. 

B:unhang mcngaku kesal mcn­
Jcngar para pcjahat pcmi\.Ol se­
')lah cng~an hca1anggu11g j~t\\ ab 
lblam kas11s pantai-panli pijat 
liar ini ... Sava akui. inilah bukti 
"-onJ.\r~·t lcm;tlmya koordinasi pc­
jahal pcmkot • 

• Baca Wali Kota .• Hal 43 
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Sesalkan Langkah Dispenkot 
• WALl KOTA •.. 

Sambungan dari hal 33 

P:.H.bhal. tblam sctiap rapat in­
ternal di pcmkot, sclalu saya 
sampaikan mcngenai pentingnya 
koordinasi dan pengawasan. 

Terus tcrang. sudah bcrkali-kali 
hal ini saya sampaikan. sampai 
bosan rasanya. Tapi. J.:ok ya masih 
~tda pejabat yang kurang ko­
on.linasi:· kat:mya. 

Bam hang tcrli hat !-._a get sa at 
m-:ndcng~:r hah\\ a p:mti pijat ii:!!· 
Ji kota ini jumlahnya mctlL·apai 
ratus:.m. Karcna itu. Bambang 
meminta tim pcmkot agar s~­
cepatnya hcrgerak mencrtibkan­
nya. Tim yang dimaksud Bam­
hang ini adalah tim pcngawasan 
tcmpat rckrcasi dan hihuran 
umum yang dikctuai Bakesh:mg 
Linmas. Sclain itu. tim ini juga 
mclihatkan Dinas Pariwisata dan 
Dispol PP ... Saya tidal-.. ingin ada 

pcj:th:.~t pcmklll ~ ::'i:; ~-:,_..::_.<::_:: 

Jalam ka-;u~ ini. T1J~~~- p--·rlu 
mcnunggu pcrint:th :-.J~ a. ~-an~ 
tidak bcrizin harus JitcrtibLuL ·· 
bnjut Bambang herulang-ulang. 

Scpcrti dibcritakan. Dinas PaJi­
v.;isata mcngungkapkan data 
hahwa panti pijat liar di kPta ini 
mcncapai 300 lobsi. Ini hcrarti 
hamrircnam kali lipatjumbh panti 
pijat rcsmi yang ada t-1-6 lokasi ). 
~amun. data Dispana itu hin~~a 
1-,.ini tidak Jitindakl:mjuti Lk:1g:tn 
;-'•-'11\.'nihan. P~tJahal. P\.'1\i~J Pari­
\\ i~ata jcla~-jd:L' m-:nyat~tLm hah­
v.:a ,cluruh t~mpat hiburan yang 
tidak hcrizin harus dirutup paksa. 

Schaliknya. par:1 pcjahat dari 
Disp<..)l PP. Bakcshang Lin mas. dan 
Disparta justru salmg mclcmpar 
tanggung jawah ;.;aat uilallya 
mcngenai polcmik ini. Kasus ini 
mcnjadi scmakin mcnarik saat 
Kadispcnkot Suhanoyo mc­
nyatakan hahwa panti-panti pijat 

k1r iu~·:1 dil--ci;:Ji p:l_j;~k \ k-J.i h:­
gi:u. pcjahat a:-.li Lamongan ini tak 
m:.1u Ji:--.alahbn. :-..tcnurut Suhar­
toyo. pcnarikan pajak ttdak :.1J:..:. 
kaitannya dengan pcrizinan usaha. 

S:.iat hal ini dikonfirmasikan 
kcpada Bambang, mantan doscn 
I KIP Scmarang itu tampak tcr­
diam sambil bcrpikir. ~amun. tak 
lama kcmudian. Bamhang mcng­
aku s:mgat mcnycsalkJn langkah 
Dinas PcnJap:..:.tan Kota (Dispcn­
kutl yang tctL1p mcmungut paj~!k 
tcrh:tJap pL:ni.i pijat liar. ··lni 
mckanismcnya hagainuna. KoJ.: 
hisa. panti pijat yang tidak ada 
izinnya juga Jitarik pajak:· bta 
Bamhang dcngan nada tinggi. 
.. Say a minta itu ( pcnarikan p<.~jak 
tcrhadup panti pijat liar. Red) 
dihcntikan. Kalau tctap dilaku­
kan. hisa J-ianggap schagai hukti 
pcngakuan kita tcrh:.tdap panti 
pijal liar. Rcpot kal:.tu sudah hc­
giw:· ujarnya. (oni) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



~ o\ '?l{ 
Jawa Pos, Selasa 29 Juni 2004 

Perintah Wali Kota Diabaikan 
Panti Pijat Liar 
Belum Ditertibkan 

SURABA \'A- Perirllah \\'ali Kllla Bam­
hang D.H. untuk rnencrtihkan panti pijat 
liar. tcrkcsan dianggap :tll!!ill lalu. Bukti­
nya, hingga J.;.cmarin, p<~r;t pcjah<~t yang 
lllpobi (tuga" pokok d<~n f'unpinya)-nya 
tcrkait ucngan tcmpat hihlll'llll. hclummc­
ngamhillangkah konkrL'l. Jangankanrnc­
lakukan pcncrtihan. rap;ll rncmh:thas 
masalah ini punll:myata hclttrn dilakukan. 

"Nggak tahuya f..la:--.. Sampai scbr;tll!! 
saya kok hclum pcrnah diajak hL'rhicara 
soal pcncrtiban panti pi,iat liar." ujar Ka­
dispana Mullladi kcpada Jawa Pos. kcma­
rin. Mcnurut mantan K<~dispcnkot ini, sc­
harusnya Bakcsh:111~ Li nrn;t~ scgcra me-

ngumpulkan anggota tim pcngawasan 
tempat hihuran dan rckrcasi. "Bakcsbang 
Linmas kan kctua tilll. Jadi, rncrcka ha­
rusnya proaktif. Apalagi. Pak Wali (Wali 
Kota Barnhang D.H .. NC'd) ll:lah mcm)1c­
rikan pcrintah langsung." kata Muhtadi. 
Sekadar diketahui, tim yang ditnaksud 
Muht:Jdi ini melipuli Bakcshang Linmas. 
Dispa··ta, Dispol PP, dan Dispcnkot. Tim 
ini juga rndihatkan polisi lbn gartap. 

Scperti dihcritakan, lwrl:tntt-larutnya pu­
lcmik panti pi.iat liar IIIL~IIlhll:Jt wali kola 
hcran_[.!. Di<t l<~ngsung llll'llll'l'intallk:m B:t­
Kl'shang Linmas. Disparta. d;111 Dispol PP 
unlllk mcncrtihkan scl~1ruh panti pi,iat hcr­
rnasalah tcrschut. Bahk:JII. wali kotajuga 
mcnycmprol Dispcnkut karcna tctap 
rncnarik pajak tcrhad:tp p:lllti pijat yang 
tidak hcri1.in. Ba111han!-! rncrnint;t pcnari-

kan pajak dihcntikan, setclah itu diadakan 
pcncrtiban mcnycluruh. Namun. cntah 
mcngapa. pcrintah tcgns Bambang tcrnya­
ta ditanggapi hanya adem aycm okh tim 
pcngawasan pcmkot. 

Bahkan. Kadisparta Muhtadi juga IL'I'­
Iihatnwsill hin~ung saat ditanya 111\.'llgcnai 
kcwcnangan J1L'IlL'rtihan panLi pijatliar. SL'­
mula, dia lllCJl_\'<ltakan balm·a pcncnihan 
itu mcnjadi tu~as Bakcsbang Linmas SL'­
hagai kl'tua tin1. N;imun, saal dikonrirmasi 
trlang. dia 111L'illhantah pcrnyataan tcrsL'­
but. "Eh. cng~ak ding. Yang harus IIIL'­
ncrtihkan panti pijat liar hukan Bakcshan~ 
Linmas. tapi Dispol PP. Bakcsh:tn~ 
l.inrnas il:tlly:t IIICilgurusi pant i pi_jal yang 
sudah bcri1.in." katanya. 

Scmcntara it11. kendati wali kola rllL'IIlL'­
rintahkan pcn:trikan pajak tcrhadap p;ulli 

pijat liar Jihcntikan. tcmyata Kadispcnkot 
Suhartoyn juga helum mengarnbil sikap 
yangjclas. PL·jahat asli Lamongan ini bah­
kan mcnJadak riwnjadi tertutup. Dia e'ng­
gan hcrkomcntar banyak. mengcnai kasus 
ini. "Say a b:trusan ditclcpon Pak Yit (Su­
yitno ~Iiska!. Kcpala Bakesbang Linrna.s. 
Red). 1\.atan_,~l. :-.a)a mau diajak. ~rko­
urdinasi. Jadi. sa) a bclum bisa bicara 
banyak soal pcngh\?ntian pajak. terhadap 
panti pijal I iar." ujar Suhartoyo. Sa yang. 
hingga b\?rita ini ditulis. SuyitnL) \tiskal 
bclum bcrhasil dikontirmasi. 

Scmcnt:tra itu. :mggota Komisi A (~­
lllL'rintah:ml .\nlin .-\Hamid mcngak.u l.tk 
llahis pif..ir d~..-,1~.111 sikap par..t ~jatxlt ~~lll­
KlH yan:: ,,,:rh·-..<~n mdcmpcm itu ... Sa~ a ... :u­
riga. 1\.l>h. !"\.'llJkut kayaknya takut scka.li m...:­
nycntuh panti pijat liar." katanya. {onilfe~·) 
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Jawa Pos, R~ 30 Juni 2004 
.,, a 

Pemkot 
Deadline 
6 Bulan 
Hasil Rapat 
Enam Instansi 
soal Panti Pijat 
Liar dan l\1esum 

SL:R-\BAYA- Sctdah hcrbli­
bl i l11'..:':1cbr:.!t :'Ot\ Han tcrkai t marak­
nya pann pijat liar Jan tcmpat mc­
:-;urn tcrseluhung. pcmkot akhimyJ. 
mcngambil sikap. Kcmarin, enam 
kcpala dina-; yang tupoksinya (tuga<> 
pokok dan fungsi I tcrkait penga­
\\ asan dan pcncrtiban tcmpat-tempat 
itu. menggclar mpat koordina<>i. 

Ha'>ilnya. seluruh panti pijat liar 
diharuskan melengkapi pcr­
ilinannya. sclamhatnya sampai 
akhir Dc..;cmhcr tahun ini. Jika 
(ieudlinc ini diahaikan. pcmkot 
IIJcng~mcam akan mcngobraknya 
'L'L·:.Jr~t ''L''<tr-bcsaran. 

Kc-..cpakatan itu tcnuang dalam 
rapat yang digclar Ji ruang :\,is­
t '-' n II .\'lu k b s L · d i n . k c mar i n . 
R.:tpat itu dihaJiri Kcpala Dina' 
Pcndapatan Kota ( Kadispcnk(l!) 
Sullarto~ n. Kcpab Dinas Pari­
\\ j,;tta ( Kadi~p;trta 1 \1uht;tdi. 

• Pemilik panti pijat dideadline hingga 
akhir Desember 2004 untuk 
mengajukan izin usaha 

• Daiam kurun waktu Desember :r..:. pa•a 
camat diminta mengawasi dan 
melarang berdirinya panti pijat baru 
yang tak berizin 

• Jik2 d~aa;;~8 d~::?b~i;..-_c:,_ ?err'k·:)t ~erj3.::J! 
akan mf:~-<~·_:,b~ak 

• Carr.at t",an;s meng.dent;fikasi ;:Jami 
pijat di wiiayahnya masing-rnasing 

c Hasil ident;f,kasi dis-=rai'Jkan !<.e 
Bakesbang Linmas, selambatnya hari 
ini 

• Pembinaan dan pengawasan 
diseral'lkan 
kepada f.Ji:fra 
Camat.'Muspika 
Somber: 
Resv~e rapa! 
D•spe"kClt. 
0Js;::c1PP. 
D,sva.~a. 
Ba•es:Janp 
U."-:~"7~ .. 15. C...=!n 
D ..,::s /1~,: ... '..)-;t. 

•.c.· ... : .. 1rJ-: 

::;c:::A•!'S CHlS. ... AW& ~~ 

1\.cp.:::t Dlt';t~ t\1l!-..i P~tm•.lll~ Pr;..t 
ja ( 1\.JJi-.!'''1 PP\ K~!Jri KusumJ. 
Kq':tb lbKL·,h.mg Limn~!' Su­
~ itih' \ 1i-..l..;tl. K~tl'>:t~ PL·mcrintah­
an \:~1'-1rin. dan K;t,ubJin Hun;..:. 
T~t,mlhiji Ckmhun m~\\ akili l''t 
K;hli-.. lnfp~olll Juli Sut->ia;-Jtn • 

• 5 . .:tca Pemkot.. :-Ia/ .J3 
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1-{~ 43-

Camat Harus Serahkan Data 
• PEMKOT •.. 
-----~!!__rnbungan '!_~!__hal 3~ 

·· Kami m~.::11~mg -.~p:J.kat untuk 
mcmberi batas waktu samp~i 
Dcscrnhcr tahun ini. Setel~h itu. 
pami pijat yang. tidak herizin akan 
ditertibkan. Itu sudah keputusan 
yang disepak~ni para pejahat yang 
meng.hadiri rapat tadi. ·· ujar Juli 
·<Jat ditemui .la11·u Pos usai r~pat. 

Juli juga rncnjdasLtn mckanis­
:~1'-' pcneniban dan pcngaw;JsJI! 
r~nti pi_i:ti liar. ··Inriny:t. kita akan 
:l;~·mbcrJ:;yaLm p;1ra (amat khih 
Julu. Schah . ..;chag.ian kc\\Cnang.­
:.u• rcmkot 'lllbh di-.;crah!..un kc 

ting.bt kccamatan:· katanya. 
'EJJ:lfl :w ::1. p:tpar Juli. paraL·:lllldl 

dirninta mcngidcmifibsi scluruh 
panti pijat yang ada Ji ''ilayahnya. 
Data iru harus diserdhkan kcpada 
Bakesbang Lin rna~ sclambatnya h~ui 
ini. Dari data terscbut, bisadiketahui 
pant! pijat ~a yang tida.l.;: bcrizin, 
dan panti pijat yang resmi. 

Para camar juga diharuskan 
menyosialisasikan Pcrda 6/:2003 
tcntang Kcpariwisataan. tcnHama 
mcngcnai kcwajihan pcri;:inan 
tcmpat hinuran ... Pcrlu juga di­
tcLlllkan. hah\\ a pcbnggaran 
tcrhadap Pcrda Pariwisata hisa 
dijcrat sanksi dcnda Rp 5 juta. 

atau pidana kurunf!an "~lama 
~nanJ huL.tn. ·· p:tp:tr Juli. 

Sclama pnN.:s -,o-.ialisasi hcr­
langsung. para pcmilik pami pij:.tt 
dibcri kescmpatan untuk mcng­
ajukan pcrizinan sesuai ketcmuan 
yang ditetapkan ~mkot "Toler.msi 
yang kami bcrikan hanya sampai 
akhir Desember tahun ini ... tcran~ 
Juli. Selama kurun wal-.;tu samp;; 
Dcscmhcr tcr:--chut. para cam:.n juga 
dirninta rnclakubn upaya pcmhi­
naan dan pcnga\\·as.:w tcrhad:tp 
panti pijat di wilayahnya masing­
masing ... Pcngawasan iru pcnting 
untuk mcncegah hcrtamnahnya 
panti pijat liar.,. tcrang. Juti: (oni) 
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Jawa Pos, Kamis 1 Juli 2004 

Deadline 6 Bulan 
ltu Mencurigakan 
Polisi Sindir Pernkot soal 
Penertiban Panti Pijat 

SURABAYA-Tolcransi enam bulan 
yang diberikan pemkot terhadap panti 
pijat liar dan mcsum di kota ini. men­
dapat reaksi kcras dari bcrhagai ka­
lang.an. Ada y:.l!lg mcnganggap. pem­
koi tidak scrius. Bahkan. ada juga yang 
mcnduga pemkot scng.aja mcngulur­
ulur pcncniban karcna ada main dc­
ngan pcmili!.: panti pijat. 

·· Mcngapa harus menunggu en~m 
hulan? Pcm!...ot kan sudah punya 
Perda Pariwisata. Ini sangat men­
curigakan." ujar Arifin A. Hamid, 
\Vakil Ketua Komisi A (pemerin­
tahan) DPRD Surabaya. kemarin. 
Kader PKB ini mengaku _tidak habis 

" Mengapa penertiban menunggu 
enam bulan? 

• Mengapa pejabat pemkot 
masih saling lempar? 

•Mengapa Perda Pariwisata 
diacuhkan? 

pikir dl'n~~tll ,j kap pcmko! : ang Ier­
kesan plin-plan dan takut meng­
hadapi panti pijal liar. ·· Kalau mc­
mang pcmkot scrius. scharusnya ti­
dak pcrlu mcnunggu sampai enam 
bulan. Cukup satu atau dua iiliraggu 
saja. Nggak logis kalau ada tdcrans; 
sampai cnam hulan."' katanya. 

\\'ajarjika .\rifin mcmbcrikan kritik 
pcdas. Sehah. dia adalah sckrctari" 
Pansus yang telah mcmbahJs dan 
mcrumuskan isi Pcrda Pariwisata. 

Sejak semula,Arifin sudah mcnduga 
hahwa pemkot tidak Jkan hcrani 
bersikap tcgas tcrhadap panti pijatliar. 
Indikasi ini. katanya. tclah tcrlihat 
scj~tk pcmbahasan rapcrda pariwisat~t 
sckitar duJ tahun blu. ""Cuh:.t bayan~­
Lm. rcrdJ r~:riwisa!a itt: Ill:.ICCt sci;.tlll:..t 

du~l tahuit. \kllg_Jp~t·.) Scb~!b h:m~ :!1-,: 
kcpcntingJ.n yang bcrmain Ji s~tna. ·· 
katanya. St·p~mjang scjarah pcrda Ji 
SurabayJ. baru kali ini ada pcrda yang 
pcmhahasannya mcmbutuhkan waktu 
dua tahun kbih ... Lcbih scpuluh kali 
rapcrda itu dirc,·i~i. Ini kan anch.". 
Ujarnya r 

• Baca Deadline .. Hal 43 
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M ~11'riJ'~0 rr .. 0 _1i , 

I ~ ' n. '' I'' >r\, . ~,.,I 43 
--------·-------· 

Camat Mengaku Belun1 Diberi Tabu 
• DEADLINE ... 

Sam_bun~a~_ da~i ~al_J~ 

Kcmann. kritikan scnada jll!!il 
scmpat dilontarkan hcrha!!ai clc­
mcn masyarakat mclalui hchc­
rapa radio swasta. Bahkan, ada 
juga warga yang tcrang-tcrangan 
mcnuduh pcmkot ada main 
dcngan pcmilik panti pijat liar. 

Scbagaimana dihcritakan, "ctdth 
ramai disorot. pcrnkot akhirnya 
mcminta ... cluruh panti pijat liar 
mckngkapi pcri1.inannya, sclam­
hatnya sarupai akhir Dt.:sl'l11hcr 
tahun ini . .Jib d£'(/(1/inc ini diahai­
kan. pl'tnl-;ot rncnganL·arn ak<tr1 
mcncr1ihl-;:~n St~cara paba. Pcrnkut 
juga rnclcrnparkan mcbnismc 
pcngawa.,an dan pcncr1ihan p;111ti 
pijat liar kc tingkat kccarnatan. 
Sikap itu mcrupakan ha ... il rapat 
yang mclihatkan Kadispcnkot 
Suhartll)'O, Kadispana Muhtadi. 
KaJispnl PP Kadri Kusuma. 

Kcpala l3akcshang l.inrnas Suyitrll' 
rvliskal, Kahag J>cmcrintahar1 
N;1..,irin. dan Kasuhdin llurna .... 
I )inas lnfolwrn 'Htsmud_ji Chamsun. 

Kritikan Aril'in tcrhadap sikap 
pL'mkot mcmang hi sa dimaklurni. 
S~.:hab, kcbijakan tolcransi l!nam 
bulan tcrscbut tcrkcsan tidak me· 
miliki dasar yang jclas. Padahal. 
scsuai kctcntuan, pcngurusan i1.in 
usaha hisa dilakukan hanya 
dalam waktu scminggu. 

Sclain itu, sikap pcmkot yant! 
mclibatkan para camat dal:trn 
pcncrtiban dan pcndataan panti pi,iat 
tcrkcsan mcndadak dan tiha-tiha. 
i\kihatnya. hingga kcmarin. hclu1n 
'atu camat pun yang m~.:nycrallkan 
data panti pijat kcpada Bah·shan1-! 
Linmas. Padallal. scsuai rckunll'll­
dasi rapat cnam instansi Sclasa lalu, 
para camat din.inta mcnycrahkan 
data panti pijat !;clambatnya kcllla­
rin. "Sampai sekarang bclum ada 
carnal yang mcnycnhkan dat:1 panti 

pi,iatnya h·pada kami, .. kata KL'JXIb 
Bakcshang Linmas Suyitnu Misbl 
kcpada .lclll'ct l)os, kcmarin. 

Yanl:! rncnarik, para pcjahat pcn1 
kut tcmyata masih terkcsan salir1!~ 
kmpar tanggungjawab saat dik1 111 

tirmasi mcngcnai deadline Cllillll 
bulan tadi. "Wah, kalau soal itu 
Anda tanyakan St\ia kcpada Dispar­
ta, .. clak Suyitno. Kahag Pcmcrill­
tahan, Nasirin. yangjuga lllL'IIgikuti 
rap:tt Sclasa lalujuga mcnun_jukkan 
sikap scnada. ''Wah. tupnksi sa)d 
tid;tl" ada kaitannya dcngar1 p~11111 

pij:ll. Mas. Saya hadir dalarn r<tp;ll 
karcna nantinya para ~:arnat dbrl 
dilihatbn, itu s<~ja." klltanya. 

Yang rncngcjutkan, hchcrap.t 
l'<trllal yang dihubungi .lumt I 't ,, 
tcmyata lncngaku hl'lulll taln1jik;' 
ditugasi rncncrtihkan pant i pi_ldl 
liar ... Lho. nntlai kapan L·arll<ll di 
limpalli tugassqx:rti itu.l\.nh. k;trlll 
nggak mcndapal pctunjul-; sa111;1 
sl'kali." ujar scorang carnal ~a!~ 

L'nggan ditulis narn;1nya. "J\·mlwt 
sclalu bcgitu. Kalau .;udall tcr­
po_iok. pasti para l':tlll:ll yan~ llr­
kalnhing-hitambn. J>adahal. kita 
ini kan hanya pclab.ar1;1 di lapang­
an. Kalau kchijabn dari atas tidak 
jclas, bagairnall;~ brni his<~ hc­
kcl:ja." kcluh carmt l:1iru1ya. 

Polisi Lan~sun~ lkkt•rja 
Scmcntara itu.jiLt P'-'111 1 llma­

sill mcnll1l•ri tukransi l'llalll bu­
lan. tidak dcrnikia11 dl'll~;lll J1lllisi. 
Sl'lclall llll'lllhl'lltul-; ti111 h.hu:-.us. 
pulisi lan~!,llllg hl·rg~·r~tk l'L'pat 
dan diarn-di:IJ1l. sl'i"" du;lll:tri l;t­

lu. angg1lla tirn 1-;llusth ini lL'f'-
11\ala sudah disl·h:1r kl' hl·rh~tgai 
lll'lll:-.1lk kPl<t. ~krL·I-;;1 lll\:1:11-;uf-:tll 
jll'IIYl'lidikantnll~li.Ltp l)dttli-p;trtli 
pi_1;1l liar itu. ~krwrul "-:q)ul\\ il­
ldhl·:-o Sur;thay :1 "PIIthl·:-o Pul .. \dl' 
Rallardja. pl'llYl'lldibl111lt dirn~tk· 
st1dkan untuk llll'lll'tllul-;:111 hul-;ti 
adanya praktik Jlf''l'titu'i kr­
sL·Iuhung di pa1lli-p:ii111 pij:1t rlu. 

"Scmcntara ini k1l<t 11\a:-.ih llll'· 
lakukan pl'll~ L'lidik:111. Sl·lurulll\1· 
rtli pijatyang :1da di Surah:1~" !-;ita 
data dulu.''ujarnya si;lllg Kl'lllarir1 
di Mapolwiltahcs Surahaya. 

Mantan Kaditscr~c p,)kl;t.latiln ini 
llll'llllturkan. sdainllll'ndataJUilllah. 
pctugas juga mclakuk;ul ubscn <L'i 
langsung tcrhadap praktik panti­
panti pijal itu. "B~.:nar nggak lllL'rd;a 
tcmpat-tcmpat itu di_jadib11 a_iang 

pl'>J:o.titusi." ll\.:apnya 
Hasilnya'! Kapolwiltahes tidak 

111l'njdaskan Sl.--cara rioci. Tapi uia 
sL·~·ara tidak langsung mcngakui 
hahwa t.lari bcberapa panti pijat 
yang didata tim khll'US Pol\\iltalx~ 
tcrnyata mcmang melakukan 
praktik 1111 .. 'sum. Panti m .. 'llkl saja itu'? 
Kapul\\ ilta~s helum mau mcn­
ja" ah. "Kita tcrus melakukan pen­
dataan. Data-data ini juga akan kita 
bandingkan dengan temuan 
\\ ;ut.t\\ an. Pl)koknya. kita lakukan 
1'-'11~ l'lidil-;;m dulu-lah.'' ung.kapnya. 

Y.tr1:: Jllcnarik. pcnyclidikan 
llTh.td~tp praktik mcsum ~rkL'dl)k 
p:ulli pi_j.11. salon dan spa itu tidak 
han:- a di lakukan olch tim khusus 
P1•l \\ i lt;lhL':o.. Kabarnya. Kapnl­
\\ ili.th .. ·.; juga mcmcrintahkan JXll­
,d-.-pPI:-ol'K di jajaran untuk mc­
lal-;uh.an PL'nyclidikan. Untuk 
llh."rnp ... ·r~...·l·pat ~nycliJikan. {Xll­
'l'l-;-plllsd.; ini ditugasi mcn~atat 
\bit llll'l;tk.uk.an pcnycliJikan ran­
ti-p;ulli pijat di wilayahnya ma­
:-.in~ ·llla~mg. "Pokoknya ~luruh 
PJ.11.111 1-;it:tlihatkan.''ujar Ali ... · Ra­
hard_j;t "lkg.itlltl'rbukti.langsung 
kita liltdak tcgas," ungkapnya. 

Namun :\J~.: mcncgaskan kembali 
hahwa tindakan yang dilakukan 
poli:-.i hanya lt.'rkait ma.l\3.lah pidana 
saja. "Kita hanya menyelidik:i sool 
dug.:wn praktik prostitusL ~lasalah 
[X'Ii;in:m itu wcwcnang Pt.lmkot.'' 
tarnbahnya. ( onilguh) 
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Jawa Pos, Sabtu 3 Juli 2004 

-33 --
Wali Kota Serbasalah 
Kapolda Prihatin 
Panti Pijat Liar 
d3n Mesum 

SLR:\BAYA -Kasus panti 
;~Jjat liar dan mesum rupanya 
memhuat Wali Kota Bambang 
D.H. merasa serba salah. Mak­
ium. sikap pemkot yang memberi 
batas waktu enam bulan sebelum 
melakukan penertiban, temyata 
tetap memicu kritikan dari ber­
bagai kalangan. 

"Terns terang, kita ini _sekarang 
:->erba repot. Kalau mau bertindak 
tegas, nanti dikira tidak manusia­
\\i. Tapi blau mcmbcrikan waktu, 
malah dituduh yang tidak-tidak." 
ujar Bambang saat dihubungi 
\\ an;l\van di scla-sela acara k."Un­
jungan ke Am pel. Kamis kemarin. 
~1cnurut Bambang, toleransi 

enam hulan yang diberikan kepa-

da panti pijat liar merupakan upa­
ya pembinaan dari pemkot. 
"Toleransi enam bulan itu dibe­
rikan supaya panti pijat liar bisa 
melengkapi segala persyaratan 
perizinan. Jadi, kebijakan terse­
but ada sisi edukatifnya, ., ujar 
mantan doscn IKIP Semarang ini. 

Seperti diberitakan, pemkot 
memberi toleransi selama enam 
bulan kepada panti pijat liar untuk 
mengurus izinnya. Jika deadline 
itu diabaikan, pemkot berjanji 
mengobrak p~mti pijat ilegal itu 
secara besar-besaran. Namun. 
deadline itu mendapat kritika:n 
karena dianggap terlalu lama. 
Bahkan, ada juga berbagai pihak 
yang menuding pemkot ada main 
dengan pemilik panti pijat liar. 

Saat hai ini dikonfirmasikan 
kepada Bambang, alumnus IKIP 
Surabaya (sekarang Uncsa, Red) 
ini tampak tenang a 

• Baca Wali Kota .. Hal 47 
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47 

Yang Liar Harus Ditutup 
•WALl KOTA ••• 

Sambungan dari hal 33 

"Saya tidak ingin berandai-andai. 
Yang jelas, saya tidak pemah ter­
ikat dengan seluruh pemilik tern­
pat hiburan. Jadi, kalau melanggar, 
saya minta aparat pemkot untuk 
menertibkan tanpa pandang bulu." 

Sementara itu, maraknya panti pi­
jat liar di kota ini juga mengundang 
keprihatinan Kapolda Jatim IIjen 
Pol Drs Finnan Gani. Karena itu, 
jenderal polisi berbintang dua ini 
meminta agar tempat-tempat 
maksiat itu ditutup saja. 

"Kalau terbukti liar, semestinyaha­
nis diturup," ujarnya Tempat-tem­
pat seperti itu. kata Kapolda, serin& 
memunculkan kondisi negat:if me­
ngenai tengara prostitusi yang 
menyertai keberadaan panti-pant:i pi­
jat itu. "Ada sinyiilir, panti-panti pijat 
iUJ menjadi tempat prostitusi terse­
lubung. lru jelas tidak baik." 

Lebih-dari itu, keberadaan panti 

pijat tak berizin jelas mcrupakan 
pelanggaran. Meski dcmikian, 
Kapol~ menyatakaP.. bahwa ke­
wenangan menutup tempat-tem­
pat itu ada1ah pemkot. Masalah­
nya, pcnutupan panti pij~1t itu :(·r­
kait masalah perizinan. 

Namun, ketika ditunjukkan fak­
ta bahwa pemkot tcrkesan !em par 
tanggung jawab. Firman tampak 
terkejut. "Masak sih,'' ungkap­
nya dengan tanda tanya. 

Menurut Kapolda, pemkot seha­
rusnya membuat kebijakan yang 
benar terkait masalah panti pijat itu. 
''Salah satu h~l paling bagu" yang 
meqi di!akukan pernkot ~!lbLlh 
mengajak koordina"i kita" ujam~ a. 
~-1cngap~ denp.n poli~i·: Ini b­

rena polisi secara tidak bng"ung 
punya kewajiban tcrhadap kd•c­
radaan panti pijat ini. "lni so~tl 
tindak pidananya." tegas Firm;:!n. 

Untuk urusan yang satu itu, Ka­
polda mencgaskan telah men~~­
rahkan sepenuhnya kepada Pnl-

wiltabcs Surabaya. "Itu tanya ke 
PakAde (Kapolwiltabes Surahaya 
Ade Rahardja, Red.)," ujamya 
samhil mclirik kc kapolwiltabes. 

Tctapi st:cara khusus, Firman 
G:.:ni mcn; <:L1bn dukungan pe­
nuh terhadap tindakan yang di­
amhii Polwiliahcs. Sebagaiaman 
diketahui, setclah terungkap bah­
wa panti pijat liar di kota ini yang 
mcncapai 300 buah, Polwiltabes 
Surabaya langsung membentuk 
tim khusus. Tim ini bertugas me­
lak.'"Ukan penyelidikan terhadap te­
ngara prostitusi terselubung di 
panti-panti itu. 5aat ini, tim l<'Jm­
sus ini juga telah melakukan pcn­
Jataan secara intens untuk mc­
ngumpulkan bukti-bukti. 

··Say a mcndukung tindakan 
y:mg diamhil Polwiltabes. Me­
nycdiakan tempat prostitusi itu 
kan tindak pidana. Berarti benar 
do11g, kalau polisi kemudian me­
ngambil tind~kan. · tegas mantan 
Kapolda Malui<.u iui. (guh/uni) 
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Jawa Pos, Rabu 7 Juli 2004 

Wonokromo 
Rangking Satu 

PARA curnat se-Surabaya. mulai mcnindak­
ianjuti deadline enam hulan yang Jihcrikan rcm­
J..:ottcrkait penertihan ranti pijat liar. {"ql~;k :::h:!r 

iL:c:;~!1!;,-1~i t~i-h~~J~~t' p~nti pijat Ii~tr Ji \\ iL.t; ~dtnyJ. 
m:.~~ing-m<.t,ing. Ha ... ilnya. dikcrahui ;,;dm:tjumlah 
rami pij:1t liar Ji K\.Jta ini tcrschar di l .26 t~'mp:lt. 

Ini terlihat dari hasil rckapitulasi p:.1nti pi_i;.:t yang 
didapat Jmm Pas dari Bakcsbang Linm;_t:-;_ kc­
marin. Instansi pimpinan Suyitno :-.·Ii-,1--.:al ini 
memang meminta para camat mclaporkan _iumbh 
r~mti pijat di \\ ilayahny:.i masing-masing. 

Dari cbta illl. tcrun,:;l-;ap bah\\ a KcL-:!'ll:.tt~~n 

\\ L•l11)krnmo mcnJuJuki pcringl-.;at pul~tmu \\ iLt­
Y~!h ~~ J.:;~ r)aling han yak d~t~tnp: .. d~ p~i-!l~ p;_i .. !i l i~!L 
f)i kc,:~:n•:ltJ.n pi1~1;~inan l_"tonw i:1i . .JUilil~,;~ !1 aiHi 
~·i_i.:u•y.: .<JJ. Ji 3--t Jl);.;<:~;. D:tri ju111icth itu. -=:11 ;'anti 
p!Jat Jjk,.:tahui tid~lk bi-,a mcnun_iuh:.bn 1/iil dari 
Dinas Pariwisata !Dispuna L alias liar. 

Perin&kat kedua diraih Kccamatan Krembangan 
( 18 panri pijatliar). Kcmudian Kccamaian Gubeng 
i 14 panti pi_jat liar), Sa\\ ahan ( 13 panti pij:..tl liar). 
dan Tcgalsari ( 91 ._, • Baca Wonokromo .. Ha/39 
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39 

Wewenang Camat Hanya Membina 
• WONOKROMO ... 

Sambut}JJ_!_'!_3_!!~i ha_l __ ?!! 
Sayang, tidak dijclaskan sccara detail mcngcnai lokasi scrta nam;, 

panti pijatliar tcrschut. 
Sclain pcringkat "lima hcsar·· tcrhanyak itu. :tda ju~a scmhilan 

kccamatan yang sama sckali tiJak ditcmpati panti pi_jat. h;tik yang 
resmi atau liar. Yaitu Kccamatan Scmampir, Rungkut. Karang Pilang. 
Sukolilo, Lakarsantri, Gayungan, Ascmrowo, BuJak. dan Pakal. 
Sedangkan kecamatan lainnya rata-~ata ditcmpati sckitar I sampai 
dclapanpanti pijat liar. 

"Data itu kami dapat dari para camat yang hcrsangkutan. Soal 
validitasnya, ya tanyakan saja kepada para camat dan lurah. Tapi. 
saya yakin mcreka sudah mclakukan pcndata:m dc!lg:..tn h:tik.·· 11jar 
Kabid Pcnanganan Stratcgi ... B~tkc-;hang Linma'-. B:unhan~' J(,k\i. 
kepada Jmm Pos, kcmarin. 

Data yang diungkap Bakcsbang ini berhcJa jauh dcng:..tn ~ :illg 
pcrnah diungkapkan Disparta. Sekitar schulan lalu. Kadisparta 
Muhtadi menyatakan bahwa panti pijat liar di kma ini bcrjumlah 
sekitar 300 tempat. 

Lho, mengapa data Bakebang dan Disparta berbcda'! .. Saya sudah 
konfim1asi dcngan Pak Muhtadi. \\aktu itu. bcliau bilang bahv,·ajumlah 
300 itu diasumsikan sctiap kccamatan ada I 0 panti pijat. Padahal. tidak 
semua kccamatan ada panti pijat liarnya ... tcr<1ng Bamb:mg. 

Seperti diberitakan. pemkot memberi toicransi selama cnam bulan 
kepada panti pijat liar untuk mengurm i.-:innya. Jika Jcud/inc itu 
diabaikan. pemkGt bc1janji akan mcng:obrak ~ccara ~e~ar-bc:--.aran. 
Namun, deadline itu mcnJapat k.ritikan kar .... ·n:t Ji:mggar terblu bm:t. 
Bahkan, ada juga bcrbagai pihak. yang mcnuding pcmkot add main 
dcngan pemilik panti pijat liar. 

Scmcntara itu. Camat \Vonokromo. Utomo SH. hanya tcrsenyum 
saat dikonfirmasi mcngcnai panti pijat liar di \\ i layahny;.t ... \ km;.tng. 
wilayah saya banyak ditempati panti pijat. \Vaktu saya i:m:. :1 i:tinq:a. 

kcbanyakan tidak ada yang bisa mcnunjukkan ... kaunya. :'\amun. 
Utomo mengaku sudah melakukan langkah-lang.kah pL'mhinaan dan 
pengawasan. "Kami sudah mens\1sialisasikan nK'ngcnai ~riun~a izin 
usaha kepada para pcmilik panti pij:lt. Tapi. sampai :--.cbrang haru 
satu orang yang sudah mcngajukan itin ... bun~ a. 

Disinggung mcngcnai rcncan:t Pt~rakan tcr!ud:q" p;.:nti pq:tt liar. 
Utomo mcngaku hclum mcmil-.irkann~ ,t ··Tug:1' L..:nni :-um :\ 
mclakukan pcmhinaan dan pc-
ngawasan. Kalau sudah mdakuLm 
pcmroscsan. itu herada di pctnkPt. 
Kita hclum mcncrima pcrint:.~h 
scpcrti itu." tandasnya. (uni) 
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Jawa Pos, Jumat 9 Juli.~oo4 

Kasus Panti Piiat 
.-.-~ 

S~:~Iit ·napat Izin 
DEADLINE enam bulan yang dibcrikan pemkot 

kepada ~ngelola panti pijat liar untuk mengurus 
izin. agaknya bakat _sia-sia. Pasalnya, hainpir se- - j 
paro panti pijat liartersebut tidak mampu memenuhi 
ketentuan perizinan yang dipersyaratkan pemkot. 

Ini terungkap dari data panti pijat liar yang didapat 
Jmm Pos dari Bakeshang Lin mas, kemarin. Instansi 
pimpinan Suyitno Miska! ini memang meminta data 
panti pijat liar dari para camat se-Surabaya. 

Untuk diketahui, berdasarkan SK Wali Kota 
nomor 2/2004, untuk mendapatkan izin resmi clari 
Disparta, panti pijat · harus memenuhi beberapa 
persyaratan. Salah satunya tersedia minimal lima 
ruangan pijat dengan luas setiap ruangan minimal 
5 meter persegi. Setiap ruangan harus dibatasi 
dinding pemisah berupa kelambu dan tidak 
meiniliki pintu yang~rsifat pennanen. Ukuran 
kelambu atau korden maksimal 90 persen dari 
Iebar daun dan bagian bawahnya harus berjarak 
40 centimeter dari lantai. 

Nah, dari aspekjumlah kamar saja, ban yak panti 
pijat liar yang tidak memenuhi persyaratan. Dari 
13 7 panti pijat liar (data Bakesbang) di Suraba ya, 
sekitar 100 lokasi ternyata diketahui memiliki 
kamar pijat yang jumlahnya di bawah lima buah. 
Hanya ada beberapa panti pijat liar yang jumlah 
kam~rnya di atas lima • • Baca Sulit .. Ha/39 

., 
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Biasanya Hanya Koiltrak Rumah 
•SULIT ... 

Sambungan dari hal 29 

lni, misalnya, Pitrad Bu Har di Jl Tambak Rejo (8 kamar), Pijat 
Madonna di Jl Tambak. Adi (7 kamar), Pitrad Evi di Jl Simokwagen 
(28 kamar), Aji Wijaya di Jl Kedungdoro (20 kamar), dan Sakura di 
Jl Kenjeran (12 kamar)~ 

Pi1<lahal, masih banyakpersyaratan lain selainjumlah kamar. Yaitu, 
lokasinya tidak boleh berada atau dekat dengan daerah pemukiman, 
tempat ibadah, dan sekolah. Dari ·aspek fasilitas, ada beberapa 
persyaratan yang harus dimiliki panti pijat resmi. Yaitu, ruang pijat 
harus berisi tempat tidur untuk pijat (single) dengan Iebar tidak lebih 
dari 1 mete.r, dan tinggi minimal 1 meter. Kamar mandi harus terpisah 
dari ruang pijat. Serta, tersedia ruang untuk steam minimal dua orang. 
~lain ketentuan itli, setiap panti pijat hams dilengkapi fasilitas tambahan 

berupa perlengkapan rias, bedak, lotion, handuk, tern pat gantung pakaian, 
kipas angin!AC, dai1 celana pendek ganti yang steril untuk tamu. Selain 
itu, panti pijat harus dilengkapi ruang tunggu untuk pemijat. 

Seperti diberitakan, setelah ramai disorot, pemkot men-deadline 
enam bulan kepada panti pijat liar untuk melengkapi perizinannya. 
Jika tidak, pemkot beijanji akan melakukan obrakan besar-besaran. 

Kadisparta Muhtadi mengak.ui sulitnya panti pijat liar mendapat izin. 
"Biasanya ban yak panti pijat yang mengontrak. rumah dan berpindah­
pindah. Biasanya, mereka hanya menyediakan sam atau dua kamar 
saja. Jadi, tidak mungkin kita memberi izin resmi, ., katanya. 

Mantan Kadispenkot ini juga menyatakan bahwa panti pijat liar 
yang berada di kawasan pemukiman tidak akan mendapatkan izin 
zoning dari Dinas Tata Kota. "Kalau peruntukan tanahnya untuk 
pemukiman, ya nggak mungkin didirikan panti pijat di kawasan 
tersebut," tandas Muhtadi. (oni/fey) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



Jawa Pos, Sabtu 10 Juli 2004-~· 

Camat Belum Siap 
Penertib~n Panti Pijat ...... ___ . 
Liar Kembali Mentah 

SURABAYA -Rcncana pem­
kot menyerahkan penertiban 
panti pijat liar kepada para camat 
agaknya tidak akan beijalan Ian­
car. Schab. para camat temyata 
hclum siap melakukan obrakan. 
Sebaliknya. mereka justru me­
ngembalikan masalah ini kepada 
tim pengawasan dan penertiban 
tempat hiburan pemkot. 
~ Kami tidak bisa melakukan 

penertiban panti pijat yang tidak 
berizin. Kewenangan kami tidak 
sampai sejauh itu," ujar Camat 
Tegalsari Hari Tjahyono kepada 
Jawa Pos, kemarin. 

Kendati pemkot telah melimpah­
kan sebagian kewenangannya ke­
pada para camat, kata Hari, aparat 
kccan1atan ~lum mcmiliki sarana 
untuk mcnjcrat panti pijat liar. 
·· Scharusnya masalah ini jangan 
dilimpahkan semuanya ke keca­
matan. Kalau ada penertiban, tetap 
harus dilakukan aparat pemkot., 
yaitu tim pengawa~an tempat hi­
buran," katanya. "Dalam hal ini; 
para camat hanya bersifat mem­
bantu," sambung Hari. 
lim pcngawa~ tcmpat hiburan 

yang dimaksud Hari ini adalah Ba­
kcsbang Linma'. Dispol PP. Dinas 
Pariwisata dan Dina<; Pcndapatan 
Kota.. Sckcdar dikctahui, di Kcca­
matan Tcgalsari tcrdapat II panti 
pijat sembibn di antar..mya tidak 
memiliki izin alias liar. 

_ ·:·HariCahJono- ·-
., , Camat Tegalsari -- :,. -: 

''J~di jangan salah~ 
surat dari camat bukan 

·berarti izin resmi 

panti pijat lho. ' ' 

Pemyataan Hari ini tidak jauh 
berbeda dengan ungkapan Cam at 
Wonokromo Utomo. Kendati 
wilayahnya paling banyak panti 
pijat liarnya, Utomo mengaku 
tidak siap melakukan penertiban 
panti pijat liar sendirian. 

Sebagaimana· diberitakan, rapat 
· tim pcngawasan dan penertiban 
. tempat hiburan malam · pada 29 
Juni ·1a1u menghasilkan berbagai 

. kesepakatail. Di antaranya, pem­
kot memberi deadline hingga akhir 
Dcscmber 2004 kepada panti pijat 
liar untuk mcngurusi izin. 

Discbutkan j~ga bahwa scbclum 
deadline bcrakhir, para camat 
harus mengawa.;;i dan mencrtibkan 
bcrtambahnya r~mti pijat liar • 

• Baca Camat... Hal 43 
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Kewenangan 
Camat 

Terbatas 
•CAMAT ... 

Sambung!Jn dari hal 29 

Nab, tugas inilah yang kini di­
protes para camat. · Mcreka mera~a 
tidak pemah dilimpahi wewenang 
penertiban panti pijat liar. 

Lebih lanjut Hari merijelaskan, 
kewenangan para carnat dalam hal 
panti pijat sangat terbatas. 
"Sebenarnya, panti pijat yang 
disebut liar itu telah mendapat izin 
dari ketua RT, RW dan tetangga 
terdekat," katanya. "Dalam hal 
ini, para camat hanya me­
nandatangani surat yang isinya 
mengetahui bahwa di wilayahnya 
ada panti pijat," katanya. Surat 
dari kecamatan, Ian jut Hari, hanya 
menjadi pengantar bagi pcmilik 
panti P.ijat untuk mengurusi izin 
usaha ke Dinas Pariwisata. "Jadi 
jangan salah, surat dari camat 
bukan berarti izin resmi panti pijat 
lho," tandas mantan Kasubdin 
Humas Dinas lnfokom ini. (oni) 
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LAPORAN HASIL PEN.JUALAN I PEMAKAIAN KARCIS BIOSKOP I TONTO NAN Ditunjul. scbagai 

CJ l\tcsin Tikct (i\tPS) 

~ama Bioskop I Panitya Tontonan ..................................... NPWPD: D D I I I I I I I I[[] [IIJ CJ Pembukuan 

Alamat ...................... Tclpon CJ Tanpa Pembukuan 
·········· ....................... ·········································································· 

Kapasitas tempat = ························-················· ......... k'llfSi 
.. . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . ... . . . . .. .. .. .. .. .. .. . Tang gal .......................................................................... 

Terjual hari ini k"ltrn = ···················································· 
Surat penunjukar: scbagai Wa Pu. Nomor ················································ Show hari ini = kali ············································· ······ 

I 
KARCIS BIOSKOP YANG TER.JtJAL Perhitungan PPKU 

Jam 
\o Judul Film I Tuntonan Pcrtun- Nomor 

Kclas Wama Scri 
Jumlah HT\1 Pc1~jualan 

0. Pajak jukan lcmbar 
'0 

Awal Akhir 

- ·~---~-- --~·----·-- -------- -- -· --------- f--· 

--·----- f------·-- --···-· -----------

----- -------c-·---·- ---- .. ------ .. _____ -------- -·-- -------- ------- ---------- -~-- c--- -------- -----

-- .... ----·- --- ------ ---- ------------ ------------ -------- ------ --------- -------------· 

------------- _ .. ____ ------ --- ---~-------------· ------------- ------- -- ·- ------ -- --------

I 
----------r-- --- ------· .. ---------~------· 

' 
t--· 1---· 

r---· 

1---· 

-- ---·----

---... ----------------------- r------

Distribusi : Disahkan okh · Dibuat oleh · 
Lembar I Sub Scksi Pcmbukuan Pcrscdiaan pada Scksi Pcrnbukuan Pimpinan I Manager ......... ···········- Pet ugas ... .................. 

dan Pclaporan Dinas Pcndapatan 
··············· ····· . . . . . . . . . . . . 

Lt:mbar 2 Seksi P. 2. o. 
Lem!Jar 3 Pengusaha Bisokop I Tontonan 
/,embar .J Sub Scksi Pcndataan Cabang Dinas 
l.embar 5 Subsi Pcmhukuan Cabang Dinas . 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
DINAS PENDAPATAN 

I 
SSPD 

CABANG DINAS SURABAYA 
Jl TiirnbakreJO V 13 S PUSAT 

( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ) 

urabaya Tahun ......... . ............ 

--- _, ______ _j_ ____ _ - __________________________ _j 

~) d Ill <1 

(\;rtlll(tf 

l'·H J'v\'1 'lJ 

Pcriode Penjualan 

Setoran Ke 

-cJ ot\YIJKB1 1 I cl\ I 1 • 1 \.cbcratan 

Masa Pajak : _ ... _ 1~1hun : .......... No. Urut . ........ 

-T-­~N-o~~-L-~A:y:at~--r-----------~==~~~------------~------------_j r----.,---+----~ Jenis Pajak Jumlah 
-
_______ _j____ Rp. 

--------' 
1- -

I - -

~---------------------------

~-' - -~===t===--===+===J-~r -- -
_j_ .. ~-=+===---=+~ ===--

L Jumlah Setoran Pajak I --

Diterima Olch 
Petugas TemJ)at Pe b. 

··············· ············ Tahut1 ..... 
m i1ycnan 

l~1nggal 

l~1nda l~1ngan 

"---- -- Nama Ter()n~l 
---( ·.~Llf~<l~ll~-~--~~-=-~====-~~;,~=-~=-=-=-=-~----~----_-_-_---_-_1_-_---------------_j 

.l•mhar 1 : .~Untqk W-::.. "l - -

I l 
uJI ) Pc\j •I' 

c>Jil lctl' z ,.~ •·r-· _ <• ... 

t 
,; ""JI\hlk BPIHl<tln. l'l 

.t'lllbor ~~ ·rUill k K· l < tc\\Vi'\1\ \ lll~;us Pt•aH'l'l.llt 
.. ~,.,. \1 dSll )(t· p l ct 

I .embi'H 4' ,.:t lJd\lk K·- l ~~1\ <'Ill llll<tli\11 dell\ PP!Cll>OI'"t 

I 
•· • c\ Sll >< Ill J) ' t c 1\ 

('11\hcu 5 . I'(. J" 'l (_Itt' ctpi\11 

I l 
.,.. . ll~H~ Kc\sllbdin I )l_ . 

. ('Ill >ctr 6 o,<' 'J. . ---·-· • "~ ·"- ,rt!lll< Ki'tsubdin 1). . ·t - Uli'tql tc\11 

" . r! I I' 
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PEMERINTAH KOTA 
SURARAYA 

DINAS PENI>APATAN 

SURAT PERMINTAAN PERPORASI 

Kcpada Yth. Sdr. Ka. Cahang Dinas Pcndapatan 
Lewat Koordinator Benda Berharga 
Cabang Din as Wilayah Surabaya •••.•..•••••. 

TANGGAL 

Cahang Wilayah 
SlJRAilA YA .....•......•..•. 

NPWPD: D I I I I I I I I OJ [[] 
Mohon agar dipcrporasi scbagai bcrikut: 

No. .JENIS dan NOM OR URUT KODE NILAI 
LEMBAR Jm1LAH 

BUKU 

BANYAKNYA 

lSI 
BUKU 

JUMLAII 
LEMBAR 

~~--------------------------~~------~------~-------+--------~----------

Disctujui Oleh : 
Kepala Cabang Wilayah Surahaya .......... . 

Oiperiksa Oleh : 
Ka. Sie Pendataan 

PEMOHO.~ 

NIP 

- Lcmbar I -Sub Din. Pcmbukuan dan Pelaporan 

- Lembar 2- Sub. Din. Pendaftaran dan Pendataan 

- Lembnr 3- Untuk Wajib Pajak I Retribusi 

- Lembar 4- Untuk Sub. Bag. Perlengkapan 

MODEL: DPC. II. 86 ( MOO) 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DINAS PENDAPATAN 
Jl. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya 

NPWPD 
Dari 
Kcpada Yth. 

SURAT PERMINTAAN BENDA BERHARGA 

Ka. Sub. Bag. Perlengkapan dan Benda Bcrharga 
Dinas Pendapatan Kota Surabaya 

HARAP DIKIRIM BENDA BERHARGA SEBAGAI BERIKUT : 

~0. NAMA BENDA BERHARGA 

Diminta Oleh : 

Kodc 
B.B 

Diketahui Oleh : 

- Lembar 1 - Ka. Sub. Bag. Perlengkapan dan Benda Berharga 
- Lembar 2 - Sie Persediaan, Sub Din Pembukuan dan Pelaporan 
- Lembar 3 - Untuk \Vajib Pajak I \Vajib Retribusi 
- Lembar 4 - Petugas Gudang 

Nilai 
B.B Jumlah 

Blok 

Banyaknya Diminta 

lsi lembar/ 
Blok 

Diperiksa Oleh : 

Jumlah 
Lembar 

Kepala Sub Din Pembukuan dan Pelaporan 

N.I.P.: 

No. SPBB 

. Tanggal diminta 

Tanggal disetujui 

Jumlah 
Blok 

Banyaknya Diminta · 

lsi lembar/ I Jumlah 
Blok Lembar 

Diketahui Oleh : 
Ka. Dipenda 

N.I.P.: 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA s s p D DINAS PENDAPATAN 

CABANG DINAS SUR ABA Y A SELA TAN ( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ) 

Jl. Dukuh Kupang Barat No. 1 Surabaya Tahun ........................... 

Nama .................................................... 

Alamat .................................................... 

N PWPD 0 D [] I I I I I J rn ITO 

Menyetor berdasarkan *) D SKPD D STPD D Lain -lain 

D SKPDT D SPTPD 

D SKPDKB D SK. Pembetulan 

D SKPDKBT D SK Keberatan 

Mas a Pajak : ..................... Tahun : ........... No. Urut : ........ 

Periode Penjualan 

Setoran Ke 

No. Ayat Jenis Pajak Jumlah 
Rp. 

Jumlah Setoran Pajak 

Oengan Huruf I I 
Diterima oleh. .................................. Tahun ......... 

Catalan.' ~ ' .. Lernbar 1 
"J ~·- • • " 

.... a . ,.Lembar 2 
u c; 0 \ 

., .. " .• " Lembar 3 
··: : o \) ~embar 4 

o o o lembar 5 
(lC. •. ' 

,, ... · (' ,.l:.embar 6 

Penyetor 
Petugas Tempat Pembayaran 

Tanggat 

Tanda T<lnglln 

Nama Tcmng ( ......................................... ) 

Untuk Wajib Pajak 
Untuk Bendaharawan Khusus Penerima 
Untuk Kasubdin Pembukuan dan Pelaporan 
Untuk Kasubdin Penetapan 
Untuk Kasubdin PE 
Untuk Kasubdin Penagihan & Keberatan 

., Aeri TAnda V oada Kolak n sesuai dcngan ketctapan yang dimiliki 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
DINAS PENDAPATAN 

CABANG DIN AS SURABAYA ........................ . 

SURAT J>I£MBEI~I'fAI-IUAN PA.JAK DAEll.AI-1 ( SP'I'PD) 
( Billiard, Permainan Anak, Permainan Ketangkasan ) 

I. DATA SUBYEK 
1. Nama Pengusaha 
2. Alamat Pengusaha 
3. Status I Jabatan 
4. Nomor Telpon 

II. DATA OBYEK 
1. Nama Usaha 
2. Alamat Usaha 
3. Nomor Telpon 
4. Konstruksi Bangunan 
5. Jam Buka/Tutup 

6. Kapasitas 
- BilliardiPermainan Anak 

Permainan Ketangkasan 
7. Tarip Per-game 

Tarip Per-Coin 

Tarip makanan 
minuman 

: Permanen I Semi Permanen *) 

: oo· ....... 00 00 ... Meja, .. oo ... 00 .. 00 .. mesinlunit 

. . . . . . . .. . . . . . .. . Rp ................... /per-game 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Rp ... 00 00 00 00 00 00 00 00 /per-game 
00 00 00 00 00 00 00 00. Rp. 00 00 00 00 00 oo ••• 00. /per-coin 
00 .. 00 00 00 00 00 00. Rp. 00.00 ..... 00.00 00. /per-coin 

: Tertinggi Rp ... oo .... oo ...... Terendah Rp ........ oo .... 00 ... 00 

: Tertinggi Rp .. 00 00 00000000 ... Terendah Rp. 00 00 .. 00 00 .. oo •• oooo 

(Foto copy terlampir) 
8. Pendapatan Rata-rata perhari : 

a. Penerimaan penjualan Coin I game Rp ..... oo ............. oo .. oooo ........ . 

b. Penerimaan penjualan makanan/minuman Rp. 000000 .. oo oo •• oo 00 ...... 00 00 ...... 00 

9. Status Wajib Pajak 

Ill. LAIN-LAIN 
1. Cara pelayanan pesanan 
2. Cara pembayaran di Kasir 
3. Pembayaran diberikan bukti 

4. Jumlah karyawan 
5. Pencatatan penjualan 
6. Keterangan lain 

*)Caret yang tidak perlu 

Jumlah = Rp .................................... . 

: a. WP Baru 
b. WP Lama sistim pembayaran bon/taksasi 
c. Pembayaran pajak perbulan Rp ... 00 ...... 0000 .. oo 00 00 .. 

Ditulis di slip orderllesan *) 
Memakailtidak memakai *) Mesin Cash Register 

- Bon/Slip mesin Cash RegisteriTidak diberikan 
bukt1 pembayaran *) 

Pria 0 0 .. 0 0 ••• 00 00 0. Wanita 00 .. 0. 00 00 00 00 00 00 

Dibukukan I tidak dibukukan *) 

Surabaya, oooooooooooooo ...... oo ........ 

Peng usaha/Pengelola 
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I. 

II. 

Ill. 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
DINAS PENDAPATAN 

CABANG DINAS SURABAYA ........................... . 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
( Rumah Makan, Depot, Warung ) 

DATA SUBYEK 
1. Nama Pengusaha 
2. Alamat Pengusaha 
3. Status I Jabatan 
4. Nomor Telepon 
DATA OBYEK 
1. Nama Usaha 
2. Alamat Usaha 
3. Nomor Telepon 
4. Konstruksi bangunan PermaneniSemi Permanen *) 
5. Jam bukaltutup 
6. Kapasitas 

- RMIDepot!Warung ....................... Meja 
...................... Kursi 
Ruang karaoke .................... kamar 

7. Tarip makanan Tertinggi Rp ........................ Terendah Rp ..................... . 
minuman Tertinggi Rp ........................ Terendah Rp ..................... . 

Ruangan Karaoke Rp ........................... I per-Jam 
(foto copy terlampir) 

8. Pendapatan Rata-rata perhari : 
a. Penerimaan penjualan makananlminuman Rp. ·································· 
b. Penerimaan penjualan ruangan karaoke Rp .................................. . 

Rp .......... , ....................... . 

9. Status Wajib Pajak a. WP Baru 
b. WP lama sistim pembayaran bonltaksasi 
c. Pembayaran pajak perbulan Rp ................................. . 

LAIN-LAIN 
1. Cara pelayanan pesanan Ditulis di slip orderllesan *) 

2 Cara pembayaran di Kasir -Memakai/tidak memakai *) Mesin Cash Register 

3. Pembayaran diberikan bukti -Bon/Slip mesin Cash Register/Tidak diberikan 
bukti pembayaran *) 

4. Jumlah Karyawan Pria ................ Wan ita .................. . 

5. Pencatatan penjualan Dibukukan I tidak dibukukan *) 

6. Keterangan lain 

Surabaya, ........................... .. 

Petugas Pengusaha/pengelola 

") Caret yang tidak perlu 

Model : DPD II 04/Mod. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
DINAS PENDAPATAN 
Jl. Jlmerto No. 25 - 27 

Wllayah 
Kecamatan 
Kelurahan 

LAMPIRAN : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN 

Nama 

Ala mat 

Nomor Kohir 

N.P.W.P.O. =DD 
BUKTI PEMERIKSAAN 

Pada hari ini ............................................. Tanggal ...................................... Jam ............. ..... .. .. ..... . 

telah diadakan pemeriksaan ditempat, dengan hasil sebagai berikut : 

Surabaya, ............................................................ . 

Petugas Pemeriksa, 

Mengetahui 
Wajlb Pajak I Wajib Retribusi 1. ···················································· ( 

Nip. 

( ....................................... ) 2. ···················································· ( 
Nip. 
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